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Pengantar  
Penerbit 

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab 
untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya 
tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk 
ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang 
diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ilmiah yang berjudul Penilaian Risiko Instansi Pemerin-
tah dengan Fuzzy-Failure Mode and Effect Analysis ini membahas 
mengenai penilaian risiko sebagai salah satu kegiatan yang wajib 
dilaksanakan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemer-
intah Nomor 90 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In-
tern  Instansi Pemerintah (SPIP), dengan menggunakan metode 
fuzzy-failure mode and effect analysis. Oleh karena itu, buku ini 
diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang sangat berharga 
mengenai metode fuzzy-failure mode and effect analysis, sebagai 
jawaban atas kebutuhan akan adanya suatu metode penilaian dan 
manajemen risiko yang akurat. Akhir kata, kami mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses 
penerbitan buku ini.

LIPI Press
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Kata  
Pengantar
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indi-
kator yang ditetapkan dalam agenda reformasi birokrasi dan dapat 
diwujudkan salah satunya dengan sistem pengendalian dan peng-
awasan. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP). Poin penting dalam peraturan terse-
but adalah besarnya peran pimpinan instansi dalam mewujudkan 
lingkungan pengendalian dan menciptakan kepemimpinan yang 
kondusif. Kepemimpinan yang kondusif dapat diciptakan dengan 
melibatkan unsur risiko dalam proses pengambilan keputusan. 

Risiko tidak dapat dihindari termasuk pada konteks pelaksa-
naan kegiatan di institusi pemerintahan. Risiko penting diketahui 
untuk memperkirakan konsekuensi yang akan diterima, tinda-
kan pengendalian yang harus diambil atas risiko tersebut serta 
cara mengetahui risiko tersebut. Hal ini dapat diketahui dengan 
melakukan pengukuran atau penilaian risiko. Penilaian risiko pada 
instansi pemerintah tidak dapat dilakukan dengan sembarangan 
dan memerlukan unsur kaidah ilmiah agar hasil penilaian terse-
but dapat dipertanggungjawabkan. Metode atau cara yang digu-
nakan pun harus sesuai dengan konteks organisasi pemerintah dan 
peraturan perundangan. Jenis metode penilaian risiko apa yang 
se suai dengan konteks institusi pemerintah? Apakah metode terse-
but berkesesuaian dengan peraturan perundangan? Apakah metode 
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penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Be-
berapa pertanyaan tersebut mungkin akan muncul di benak setiap 
institusi pemerintah ketika melakukan penilaian risiko.

Buku ini menjelaskan gambaran proses penilaian risiko mu-
lai dari tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, sampai dengan 
tindakan perbaikan serta pencegahan risiko dengan menggunakan 
kerangka penilaian risiko yang selaras dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 dan diharapkan dapat menjawab beberapa 
pertanyaan tersebut. Metode penilaian risiko dalam buku ini me-
rupakan modifikasi kerangka penilaian risiko failure mode and effect 
analysis (FMEA) dengan logika matematis, yaitu logika fuzzy dan 
kaidah-kaidah ilmiah yang dapat diterima. Nilai risiko ditunjukan 
dengan nilai fuzzy-risk priority number (F-RPN). Buku ini dileng-
kapi dengan studi kasus penerapan dan prosedur penilaian risiko 
serta diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan untuk memban-
tu kebutuhan instansi pemerintah dalam proses penilaian risiko. 

Sebagai penutup, saya berharap kehadiran buku ini dapat me-
micu kemunculan buku-buku bertemakan penilaian risiko lainnya 
sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan manajemen risiko, 
khususnya untuk instansi pemerintahan. Selain itu, hal tersebut 
diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan dan mencip-
takan sistem pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. 

Dr. Ir. R. Harry Arjadi, M.Sc.
Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Periode 2014–April 2016
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Prakata
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pe-
ngendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP) merupakan salah sa-
tu program reformasi birokrasi terkait penguatan penerapan sis tem 
integritas. Salah satu unsur penerapannya adalah penilaian risiko. 
Oleh karena itu, penilaian risiko merupakan salah satu aspek yang 
wajib dilakukan sebagai perwujudan pelaksanaan SPIP bagi instan-
si pemerintah. Hal tersebut tercantum secara ekplisit dalam PP 
No. 60 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi, “Pimpinan 
Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko”. Penilaian 
risiko terdiri atas dua unsur, yaitu identifikasi risiko dan analisis 
risiko. Identifikasi risiko sekurang-kurangnya harus dijalankan de-
ngan metodologi yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah. 
Penilaian risiko merupakan salah satu upaya untuk menentukan 
dampak risiko terhadap tujuan instansi pemerintah dan hasil pe-
nilaiannya menjadi masukan dalam proses pengendalian yang di-
tujukan sebagai tindakan untuk mengatasi risiko. Pe nilaian risiko 
yang terintegrasi dengan sistem pengendalian akan menciptakan 
manajemen pengelolaan risiko yang baik dan ber pe ran sebagai 
indikator pengawasan intern yang efektif. Prinsip akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi sebagai prinsip tata kelola pemerin-
tahan yang baik dapat diwujudkan, salah satunya de ngan peng-
awasan intern yang efektif melalui sistem penilaian risiko ins tansi 
pemerintah yang baik. 

Kewajiban penilaian risiko yang melekat pada instansi peme-
rintah menjadi faktor pendorong bagi instansi pemerintah untuk 
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menentukan metode atau mekanisme penilaian risiko. Apakah 
metode yang dipilih sesuai dengan ketentuan perundangan dan 
tu juan instansi pemerintah? Permasalahan tersebut perlu menjadi 
perhatian untuk mengetahui metode penilaian risiko yang sesuai 
dengan konteks instansi pemerintah. Apakah metode tersebut se-
suai dengan konsep penilaian risiko yang diamanatkan PP No. 60 
Tahun 2008? 

Buku yang berjudul Penilaian Risiko Instansi Pemerintah de-
ngan Fuzzy-Failure Mode and Effect Analysis hadir untuk menjawab 
semua pertanyaan tersebut. Buku ini dapat menjawab kebutuhan 
penilaian dan pengelolaan risiko yang disertai dengan tindakan 
perbaikan dan pencegahan sebagai perwujudan unsur SPIP. Buku 
ini juga menjelaskan mengenai kesesuaian metode yang dipilih 
dengan konsep penilaian risiko pada PP No. 60 Tahun 2008. 

Siapa yang Perlu Membaca Buku Ini?
Buku ini bermanfaat untuk siapa saja yang tertarik dengan topik 
pengelolaan penilaian risiko, khususnya penilaian risiko dengan 
pendekatan fuzzy-failure mode and effect analysis pada instansi pe-
merintah. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat lebih 
dari buku ini adalah sebagai berikut.
1) Pengambil kebijakan terkait pengelolaan risiko. Penulis meng-

harapkan pengetahuan yang disajikan dalam buku ini dapat 
memberikan masukan dalam penyusunan dan pengembangan 
kebijakan penilaian risiko.

2) Instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memi-
liki kewajiban melakukan penilaian analisis risiko. Kehadiran 
buku ini diharapkan dapat menjadi alternatif metode pe-
nilaian risiko yang harus diselenggarakan pada instansinya.

3) Para akademisi, baik mahasiswa, dosen, maupun para peneliti. 
Kandungan buku ini tidak hanya membahas praktik penilaian 
risiko, namun juga pengetahuan mengenai konsep dan kon-
tekstualisasi penilaian risiko.
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Isi dan Sistematika Penulisan
Buku ini terdiri atas enam bab yang membahas mengenai konsep 
risiko, pelaksanaan penilaian risiko, dan tindakan pengendalian 
risiko untuk instansi pemerintahan. Bab satu berisi penjelasan 
mengenai pentingnya penilaian risiko, konsep penilaian risiko 
menurut PP No. 60 Tahun 2008, pedoman umum penilaian risiko 
dan permasalahan penilaian risiko. Bab dua menguraikan konsep 
dasar dan penilaian risiko yang menjelaskan mengenai definisi 
risiko, analisis risiko, dan jenis risiko. Bab ini juga membahas me-
ngenai manajemen risiko, konsep failure mode and effect analysis 
(FMEA), fuzzy, integrasi fuzzy-FMEA, dan perbandingan konsep 
analisis risiko PP No. 60 Tahun 2008 dengan fuzzy-failure mode 
and effect analysis serta kontekstualisasi fuzzy-FMEA. 

Bab tiga berisi uraian langkah penilaian risiko dengan fuzzy-
FMEA. Bab ini secara rinci menjelaskan ruang lingkup analisis, 
seperti identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder), identi-
fikasi fungsi, persyaratan, dan spesifikasi serta identifikasi mode, 
penyebab, dampak, dan metode deteksi kegagalan. Bab ini juga 
menjelaskan penentuan skala penilaian risiko, penentuan sistem 
inferensi fuzzy, proses penilaian risiko, penghitungan nilai risiko, 
tindakan perbaikan, pencegahan dan evaluasi hasil penilaian risiko. 
Bab empat berisi penjelasan mengenai penerapan langkah penilaian 
risiko pada sebuah studi kasus. Bab lima menjelaskan mengenai 
prosedur penilaian risiko yang bertujuan agar institusi pemerintah 
dapat membuat prosedur penilaian risiko sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksa-
na (business process). Bab ini ditujukan agar instansi pemerintah 
memiliki prosedur penilaian risiko dengan pendekatan fuzzy-FMEA 
sebagai upaya menjamin konsistensi penilaian risiko. Kemudian, 
Bab enam adalah penutup.
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BAB 1

Urgensi Penilaian Risiko 
Instansi Pemerintah

 TUJUAN:

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat:
1. Mengetahui konsep penilaian risiko bagi instansi 

pemerintah.
2. Mengetahui pedoman umum pelaksanaan penilaian risiko.
3. Mengetahui permasalahan penilaian risiko pada instansi 

pemerintah.

A. Penilaian Risiko bagi Instansi Pemerintah
Good governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupa-
kan usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kondisi 
ekonomi, sosial, dan politik pulih setelah mengalami krisis eko-
nomi akibat tata kelola pemerintahan yang buruk (Sunarsip, 
2001 dalam Zeyn, 2011). Buruknya kondisi tata kelola peme-
rintah menurut Siagian (1996 dalam Ismiyarto, Suwitri, Warella, 
& Sundarso, 2015) mengakibatkan masyarakat harus menghadapi 
kesulitan, seperti penundaan proses perizinan, kesulitan kontak 
layanan, dan dalih kesibukan sehingga proses pelayanan tidak se-
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suai. Kondisi tersebut dapat mendorong tingginya biaya ekonomi 
dan menghambat laju perekonomian. Duadji (2012) menyebutkan 
tata kelola pemerintahan yang buruk dapat dilihat dari buruknya 
aspek kedisiplinan aparatur, budaya kerja, kualitas layanan, ne-
tralitas birokrasi, dan tumpang tindihnya peraturan perundang-
an. Kondisi tata kelola pemerintahan yang demikian masih dapat 
ditemukan di Indonesia sehingga masyarakat masih menilai kinerja 
aparatur dan kualitas layanan publik masih di bawah harapan. 
Selain itu, hadirnya fenomena intervensi pejabat politik terhadap 
pejabat birokrat memperkuat penilaian negatif masyarakat terhadap 
tata kelola pemerintahan. 

Romli (2013) menyebutkan bahwa birokrat dan aparatur pe-
merintahan saat ini dipandang tidak profesional dan memiliki 
motivasi yang rendah untuk berubah dan berinovasi. Menurut 
Siagian (1994 dalam Romli, 2013), model kepemimpinan puncak 
yang masih feodal dan paternalistik juga sangat berpengaruh ter-
hadap kinerja pemerintah yang dinilai Romli (2013) memperburuk 
proses perbaikan manajerial di tingkat bawah dan menengah dalam 
rangka pe ningkatan pelayanan publik. Romli (2013) menambah-
kan bahwa masyarakat sangat tidak mengharapkan kondisi tersebut 
dan menginginkan birokrasi yang mudah menerima perubahan 
serta memiliki konsep pengembangan pelayanan baru, tidak terlalu 
prosedural dan birokratis. Menurut Yusrialis (2012), pandangan 
bahwa birokrasi merupakan suatu tembok tebal yang tidak dapat 
ditembus oleh masyarakat dan merupakan kekuasaan yang sakral 
perlu diubah. Yusrialis pun menambahkan bahwa birokrasi yang 
memiliki karakteristik hierarki kekuasaan sistem patrimonial yang 
memiliki paradigma ‘semakin tinggi jabatan, semakin besar kekua-
saannya’ dan menempatkan masyarakat sebagai level yang paling 
rendah (powerless) harus diubah. Sistem birokrasi yang melayani 
dan menempatkan masyarakat pada posisi teratas (sebagai pihak 
yang berhak memperoleh pelayanan) adalah paradigma yang harus 
dibangun oleh pemerintahan saat ini dengan upaya reformasi pada 
konteks birokrasi atau yang disebut dengan reformasi birokrasi.
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Reformasi birokrasi merupakan langkah mengubah cara pan-
dang aparatur atau birokrat maupun masyarakat terhadap birokra-
si (Yusrialis, 2012). Perubahan paradigma aparatur dan budaya 
birokrasi sangat penting karena budaya organisasi dan sumber 
daya manusia merupakan penentu keberhasilan agenda reformasi 
birokrasi (Ismiyarto dkk., 2015). Dalam konteks birokrasi, bu-
daya birokrasi dan sumber daya aparatur atau birokrat merupakan 
faktor penentu yang tecermin dalam perilaku birokrasi. Perilaku 
birokrasi dan pemerintah merupakan cermin budaya politik yang 
memengaruhi kehidupan politik masyarakat Indonesia. Yusrialis 
(2012) menjelaskan ada keterkaitan erat antara budaya birokrasi 
dan budaya politik dalam hal birokrasi sebagai institusi politik, 
pemahaman budaya politik elit, dan administrator pembangunan 
nasional. Sebagai institusi politik, birokrasi dapat disebutkan se-
bagai imbalan jasa terhadap partai politik yang sudah berperan 
dalam pertarungan politik. Dalam pemahaman budaya politik elit, 
birokrasi merupakan cerminan perilaku elit politik karena birokrasi 
pada hakikatnya terdiri atas aparatur negara yang merupakan para 
birokrat. Dalam konteks administrator pembangunan nasional, 
birokrasi berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penga-
wasan pembangunan yang dalam hal ini dilakukan para birokrat. 
Ismiyarto dkk. (2015) menekankan pentingnya reformasi karena 
empat alasan, yaitu reformasi dapat menghubungkan inovasi dan 
transformasi, membantu pencapaian efisiensi dan efektivitas, mem-
bawa perubahan sistematik pada pemerintahan dengan terencana 
dan hati-hati serta memfasilitasi perubahan yang diharapkan ma-
syarakat. 

Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda yang wajib 
dijalankan oleh setiap instansi pemerintah untuk memperbaiki 
kinerja dan menghadirkan sistem pemerintahan yang baik. United 
Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan good 
governance sebagai “the exercise of political, economic and adminis-
trative authority to manage a nation’s affair at all levels. It comprises 
the mechanisms, processes, and institutions through which citizens and 
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groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their 
obligations, and mediate their differences.” (UNDP, 2006, 3). Zeyn 
(2011) menyampaikan substansi dari tata kelola pemerintahan 
yang baik adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan 
yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab, 
dan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dengan menjaga 
sinergisme interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta, 
dan masyarakat. Berbeda dengan konsep Weber yang memandang 
tata kelola pemerintahan yang baik hanya bersifat administratif, 
Sedarmayanti (2003 dalam Sudrajat, 2009) memiliki pemahaman 
bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas tata kelola 
ekonomi, politik dan administratif. Tata kelola ekonomi meliputi 
keadilan, kemiskinan, dan kualitas hidup yang difasilitasi proses 
pengambil an keputusan. Tata kelola politik terkait pengambilan 
keputusan dalam aspek formulasi kebijakan, sedangkan tata kelola 
administratif berkaitan dengan penerapan proses kebijakan. 

Duadji (2012) menyampaikan lima langkah yang perlu di-
tempuh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, 
yaitu reformasi birokrasi manajemen publik, pemberantasan ko-
rupsi, peningkatan layanan publik, keterbukaan akses informasi, 
dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan tatanan pemerin-
tahan. Tata kelola pemerintahan yang baik dilandasi oleh tiga hal, 
yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Asian Develop-
ment Bank, 1999; Osborne & Geabler, 1992). Duadji (2012) 
menyata kan bahwa akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab 
aparat me ngenai pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan 
kewenang an, sumber daya dan pencapaiannya serta konsekuen-
sinya. Hal senada disampaikan Mardiasmo (2009) bahwa akun-
tabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang 
amanah ke pada pemberi amanah untuk mempertanggungjawabkan, 
menya jikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta 
kegiatan yang menjadi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban 
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yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas menjadi ukuran 
untuk menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
ter hadap nilai atau norma eksternal pihak terkait pelayanan terse-
but (Duadji, 2012). 

Nirwandar (1997 dalam Duadji, 2012) mendefinisikan trans-
paransi sebagai jaminan kebebasan bagi masyarakat untuk mem-
peroleh akses informasi kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, 
dan capaiannya. Duadji (2012) menyebutkan komunikasi pu blik 
oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi 
me ru pakan dua aspek yang terkandung dalam transparansi. Trans-
paran si memiliki tiga parameter ukur, yaitu memfasilitasi me-
kanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standardisasi dari 
semua proses pe layanan publik, memfasilitasi semua pertanyaan 
publik tentang ber bagai kebijakan dan pelayanan publik maupun 
seluruh proses di dalam sektor publik, dan memfasilitasi pelaporan, 
penyebaran informasi ataupun penyimpangan tindakan aparat pub-
lik di dalam kegiatan pelayanan publik. Menurut Duadji (2012), 
partisipasi me rupakan pilar yang mengakomodasi hak masyarakat 
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam aktivitas 
penyelenggaraan pe merintahan dan dapat membantu mewujudkan 
demokrasi yang kuat, meningkatkan kualitas serta mengefektifkan 
layanan publik. Ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan 
tepat waktu menjadikan masyarakat dapat berperan dalam sistem 
pengawasan kebijakan publik serta mencegah kecurangan atau ma-
nipulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Akuntabilitas yang dimaksud dalam konteks tata kelola pe-
merintahan yang baik adalah akuntabilitas publik. Menurut Mar-
diasmo (2009), akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk 
perwujudan atas kewajiban yang melekat pada instansi pemerintah 
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dapat dipercaya 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui 
media pertanggungjawaban secara periodik. Peraturan Presiden No-
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mor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) diterbitkan pada tahun 2014. Peraturan ini 
dikeluarkan untuk menjamin pelaksanaan pelaporan keuangan dan 
kinerja instansi pemerintah serta menjamin akuntabilitas kiner-
ja instansi pemerintah. SAKIP menurut Perpres No. 29 Tahun 
2014 ini merupakan "rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 
alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 
pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran 
serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah". 
SAKIP menuntut setiap instansi pemerintah menyusun rencana 
strategis, keluaran dan hasil serta melakukan pengukuran kinerja 
dan evaluasi kinerja. Rencana strategis harus mendeskripsikan visi, 
misi, tujuan, dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan 
sasaran tersebut. Keluaran dan hasil pelaksanaan rencana strategis 
harus jelas untuk dijadikan dasar acuan pengukuran kinerja dan 
evaluasi kinerja. Pengukuran dan evaluasi kinerja ini diharapkan 
dapat menjadi masukan untuk perbaikan kinerja pada periode 
mendatang. 

Akuntabilitas publik menurut Bovens (2007) memiliki tiga 
fungsi utama, yaitu menyediakan kontrol demokrasi, mencegah ko-
rupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas. Harlow (2002 dalam Bovens, 2007) menyebutkan 
akuntabilitas dapat memengaruhi legitimasi pemerintahan. Bo-
vens (2007, 449) mengatakan lebih lanjut bahwa “accountability 
does not refer to sovereigns holding their subjects to account, but 
to the reverse: it is the authorities themselves who are being held 
accountable by their citizens”. Akuntabilitas oleh Dubnick (2002 
dalam Bovens, 2007) disebut sebagai ciri yang mudah dikena-
li dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dapat 
men jadi jargon politik untuk mencitrakan kepercayaan, kesetiaan, 
dan keadilan serta sebagai tameng terhadap kritik (Bovens, 2007). 
Mulgan (2001 dalam Bovens, 2007) menyebutkan bahwa akun-
tabilitas dalam konteks politik dipandang sebagai sebuah konsep 
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pemersatu, transparansi, ekuitas, demokrasi, efisiensi, daya tang-
gap, pertanggungjawaban, dan integritas. Pemaparan di atas mem-
perlihatkan pentingnya akuntablilitas, tetapi dalam mewujudkan 
sistem pemerintahan yang akuntabel dan bersih tidaklah mudah 
dikarenakan banyaknya pengaruh faktor ketidakpastian. Faktor 
tersebut dapat bersumber, baik dari internal maupun eksternal pe-
merintahan, salah satunya adalah risiko yang sering kali dianggap 
memiliki konotasi negatif. Manajemen risiko merupakan bentuk 
pengelolaan yang baik dalam menanggulangi permasalahan risiko. 
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2012) 
men definisikan manajemen risiko sebagai aplikasi yang sistematis 
atas kebijakan manajemen, prosedur dan seluruh praktik dalam 
menetapkan konteks, mengidentifikasi, menganalisis, mengevalua-
si, memperlakukan, memantau, dan mengomunikasikan peristiwa 
risiko. Kusumawati dan Riyanto (2005) menyebutkan bahwa ma-
najemen risiko yang baik akan menjadi kekuatan vital bagi tata 
kelola pemerintahan yang baik. 

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur dalam manaje-
men risiko dan sistem pengendalian intern pemerintah. Peme-
rintah telah menetapkan aturan jelas mengenai pentingnya SPIP 
bagi  instansi pemerintah dalam PP No. 60 Tahun 2008 mengenai 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan berlaku un-
tuk seluruh satuan kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. 
 Peraturan tersebut mendefinisikan SPIP sebagai proses pengenda-
lian terintegrasi yang dilakukan terus menerus terhadap tindakan 
dan kegiatan instansi pemerintah yang dilakukan oleh seluruh 
elemen instansi pemerintah dengan tujuan memberikan jaminan 
pencapaian tujuan instansi. Peraturan tersebut mewajibkan instan-
si pemerintah untuk melakukan penilaian risiko. SPIP memiliki 
empat tujuan, yaitu pencapaian tujuan negara yang efektif dan 
efisien, keandal an pelaporan keuangan, pengamanan aset nega-
ra serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tu-
juan tersebut dapat tercapai dengan menerapkan semua unsur 
pembentuk SPIP, seperti yang tertuang dalam PP No. 60 Tahun 
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2008, salah satunya adalah penilaian risiko yang dianggap penting 
untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan kemungkinan 
kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran orga-
nisasi. Pimpinan instansi bertanggung jawab atas penilaian risiko 
yang harus dilakukan dalam setiap proses pengambilan keputusan 
sebagai indikator kepemim pinan yang kondusif. Penilaian risiko 
juga merupakan perwujudan peran aparat dalam pengawasan in-
tern pemerintahan sebagai upaya peringatan dini dan peningkatan 
efektivitas penyelengaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 

Penilaian risiko yang merupakan salah satu unsur pengenda-
lian diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah. Penilaian 
risiko juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam rangka 
mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transpa-
ran, dan akuntabel yang merupakan pengejawantahan dari tata 
ke lola pemerintahan yang baik. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) da-
lam PP No. 60 Tahun 2008, penilaian risiko meliputi dua unsur 
pokok, yaitu melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Pada 
pelaksanaannya, penilaian risiko harus dilakukan menggunakan 
metode yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah, menggu-
nakan mekanisme yang memadai untuk mengidentifikasi risiko, 
dan mempertimbangkan faktor internal, eksternal serta faktor lain 
yang berpengaruh. Metode penilaian risiko dapat dilakukan dengan 
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Rot (2008) mengungkap-
kan bahwa nilai risiko pada pendekatan kuantitatif ditunjukkan 
dengan ukuran numerik, sedangkan pada pendekatan kualitatif 
ditunjukkan dalam bentuk penjelasan deskriptif. Pada umumnya, 
pendekatan kualitatif menggambarkan nilai aset secara deskriptif 
serta skala kualitatif frekuensi terjadinya risiko dan kerentanan-
nya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa risiko dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 
dan eksternal. Faktor eks ternal yang harus dipertimbangkan dalam 
penilaian risiko pada instansi pemerintah meliputi peraturan pe-
rundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, 
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dan gangguan keamanan, sedangkan faktor internal dapat berupa 
keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia, peralatan, 
kebijakan dan prosedur, dan suasana kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengamanat-
kan bahwa proses penilaian risiko harus diawali dengan penetapan 
tujuan instansi pemerintah, mulai dari setiap tingkatan organisasi 
sampai dengan tingkat kegiatan serta harus mencakup konteks 
strategis, organisasi, dan operasional. Penetapan tujuan mengacu 
pada rencana srategis dan rencana kerja tahunan instansi pemerin-
tah dan akan menjadi acuan atau kriteria dalam penilaian risiko. 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 lebih lanjut meng-
amanatkan bahwa penilaian risiko harus menggunakan metode 
yang sesuai dengan tujuan pada setiap tingkat organisasi atau 
kegiatan dan harus memadai untuk menilai efektivitas kegiatan 
pengendalian. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas ada-
lah instansi pemerintah harus melakukan penilaian risiko sebagai 
bentuk tanggung jawab dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik. Penilaian risiko wajib dilakukan instansi 
pemerintah sebagai bentuk pemenuhan terhadap PP No. 60 Tahun 
2008 yang secara eksplisit disebutkan pada pasal 17 ayat (1) bah-
wa “analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang 
telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerin-
tah”. Pelaksanaan penilaian risiko diharapkan dapat mewujudkan 
efisiensi dan efektivitas layananan pemerintah terhadap masyarakat 
serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, pe-
nilaian risiko juga penting dilakukan sebagai dasar bagi instansi 
pemerintah dalam menyusun rencana strategis dan menghindari 
pemborosan APBN/APBD karena seluruh risiko yang mungkin 
terjadi telah diantisipasi dan dikendalikan oleh instansi tersebut 
(BPKP, 2008). 
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B. Konsep Penilaian Risiko Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Penilaian risiko merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) yang tercantum pada Peraturan Pemerin-
tah Nomor 60 Tahun 2008. Penilaian risiko didefinisikan sebagai 
“kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam 
pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah”. Pasal 13 pada 
PP No. 60 Tahun 2008 mengenai penilaian risiko menyebutkan 
bahwa: 
1) Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian 

risiko.
2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas:
a) Identifikasi Risiko 

Identifikasi risiko pada Pasal 13 dijelaskan secara rinci 
pada Pasal 16. Identifikasi risiko disebutkan harus di-
lak sanakan dengan minimal melakukan ketentuan, yai-
tu harus menggunakan metodologi yang sesuai untuk 
tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan 
kegiatan secara komprehensif; menggunakan mekanisme 
yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eks-
ternal dan faktor internal; dan menilai faktor lain yang 
dapat meningkatkan risiko.

b) Analisis Risiko
Analisis risiko pada Pasal 17 dilaksanakan untuk me-
nen tukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi 
terha dap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pada 
pe lak sanaanya, pimpinan instansi pemerintah harus me-
ne  rapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan ting-
kat risiko yang dapat diterima.

3) Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah 
menetapkan: 



Urgensi Penilaian Risiko ... 11

a) Tujuan Instansi Pemerintah
Menurut penjelasan Pasal 14, tujuan instansi pemerintah 
harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, ter-
ukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta wa-
jib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Pimpinan 
instansi pemerintah menetapkan strategi operasional 
yang kon sisten, strategi manajemen terintegrasi, dan 
ren cana penilaian risiko agar tujuan organisasi tercapai.

b) Tujuan pada Tingkatan Kegiatan 
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam PP No.60 Tahun 2008 sekurang-ku-
rangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan 
sebagai berikut: 
• Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis 

 instansi pemerintah; 
• Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak 

bertentangan satu dengan lainnya; 
• Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi 

pemerintah; 
• Mengandung unsur kriteria pengukuran;
• Didukung sumber daya instansi pemerintah yang 

cukup; dan 
• Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses 

penetapannya.

C. Pedoman Umum Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pada tahun 2012, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun-
an (BPKP) mengeluarkan sebuah pedoman pelaksanaan penilaian 
risiko di lingkungan instansi pemerintah dalam sebuah Peraturan 
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Nomor: PER-688/K/D4/2012. Pedoman tersebut dibuat dengan 
maksud untuk memberikan acuan atau panduan dalam memper-
cepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP 
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di lingkungan instansi pemerintah melalui identifikasi dan analisis 
risiko yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 sehingga diperoleh daftar, status, dan peta risikonya. Pedo-
man ini diharapkan dapat memberikan acuan yang aplikatif dan 
integratif bagi instansi pemerintah dalam melaksanaan penilaian 
risiko, memberikan informasi tentang pengendalian risiko suatu 
kegiatan serta memberikan acuan dalam rangka mengomunikasikan 
dan memantau suatu kegiatan di lingkungan instansi pemerintah. 
Lingkup pedoman menjelaskan penilaian risiko pada setiap tingkat 
kegiatan instansi pemerintah, yaitu tingkat strategis, organisasi, 
dan operasional (BPKP, 2012). Tingkat strategis meliputi penilaian 
risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab menteri, 
kepala lembaga, gubernur atau bupati/walikota. Tingkat organisasi 
meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang 
menjadi tanggung jawab eselon I, eselon II atau eselon mandiri 
lainnya (entitas pelaporan), sedangkan pada tingkat operasional, 
penilaian risiko terfokus di tingkat kegiatan operasional (BPKP, 
2012). 

BPKP (2012) menyebutkan bahwa penilaian risiko secara garis 
besar memiliki tiga tahap, yaitu prakondisi, penetapan kriteria, dan 
langkah kerja penilaiannya, dengan uraian sebagai berikut.
1) Prakondisi penilaian risiko adalah tahapan untuk menindak-

lanjuti desain penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks pe-
nilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data 
awal kelemahan pengendalian intern.

2) Penetapan kriteria adalah tahapan untuk menetapkan konteks 
risiko, struktur analisis dan kriteria penilaian risiko serta pe-
mahaman proses operasional (bussiness process) atas kegiatan 
yang dinilai risikonya.

3) Langkah kerja penilaian risiko adalah tahapan yang terdiri 
atas identifikasi dan analisis risiko serta pelaporan hasil pe-
nilaian risiko yang didalamnya memuat daftar, status, dan 
peta risiko. 
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BPKP (2012) menyebutkan bahwa penilaian risiko bersifat 
in tegratif dengan penyelenggaraan SPIP dengan cakupan sebagai 
berikut. 
1) Penggunaan hasil desain penyelenggaraan SPIP yang mem-

berikan informasi tentang unit, kegiatan, dan program quick 
win penyelenggaraan SPIP.

2) Penggunaan hasil diagnostic assessment (DA), terutama yang 
ber kaitan dengan kelemahan lingkungan pengendalian.

3) Hasil penilaian risiko berupa daftar, status, dan peta risiko 
akan menjadi dasar pengembangan kebijakan dan prosedur 
dalam kegiatan pengendalian. Pemanfaatan hasil penilaian 
risiko diperlukan untuk memastikan pengembangan kebijak-
an dan prosedur kegiatan pengendalian berintegrasi dengan 
tindakan manajemen dalam perencanaan strategis hingga per-
tanggungjawaban berdasarkan skala prioritas dan risiko.

1. Prakondisi Penilaian Risiko
Seperti penjelasan sebelumnya mengenai tahapan umum penilaian 
risiko yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKP) Nomor: PER-688/K/
D4/2012, tahapan pertama adalah prakondisi penilaian risiko yang 
dilakukan agar penilaian risiko berjalan efektif dan efisien. Pra-
kondisi diawali dengan membuat desain penyelenggaraan SPIP 
dan meng analisis kelemahannya, kemudian dilanjutkan dengan 
menentukan tujuan instansi pemerintah pada setiap tingkat ke-
giatan yang akan menjadi acuan atau kriteria penilaian risiko. 
Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada rencana strategis (renstra) 
dan rencana kerja tahunan (RKT) yang dioperasikan pada satuan 
kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hal ini menjadikan 
dasar tujuan kegiatan dibagi ke dalam tiga konteks, yaitu strate-
gis (kementerian atau lembaga), organisasi (eselon I dan II), dan 
 operasional (kegiatan). 
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Realisasi penilaian risiko dilaksanakan pada setiap kegiatan 
yang termasuk dalam desain penyelenggaraan SPIP yang menja-
di sebuah persyaratan mutlak agar penilaian risiko dapat dilaku-
kan. Desain ini juga digunakan sebagai perangkat pengendali unit 
organisasi yang menyelenggarakan SPIP. Desain penyelenggaraan 
SPIP harus mencakup tujuan sesuai dengan konteks risiko dan 
deskripsi satuan kerja yang wajib menyelenggarakan SPIP, kegiatan 
utama organisasi serta quick win penyelenggaraan SPIP.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan yang di-
maksud dalam desain SPIP sebagai prasyarat penilaian risiko ini 
adalah tujuan instansi pemerintah pada konteks strategis, organi-
sasi, dan operasional yang akan menjadi acuan dan dasar penya-
maan persepsi mengenai pelaksanaan penilaian risiko. Tujuan dari 
konteks strategis ditetapkan dalam renstra kementerian, lembaga, 
dan pemda, sedangkan untuk konteks organisasi tujuannya di-
turunkan menjadi pengamanan aset, kepatuhan pada peraturan 
perundang-undangan, keandalan laporan keuangan, dan efisiensi 
serta efektivitas operasi. Pada setiap tingkatan kegiatan, tujuan 
yang terdapat pada desain SPIP memiliki karakteristik yang spesi-
fik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta selaras 
dengan visi, misi, dan indikator kinerja (BPKP, 2012). 

Perka BPKP (2012) menjelaskan lebih lanjut mengenai ke-
lemahan desain penyelenggaraan SPIP yang dapat dianalisis sejak 
awal pada tahap prakondisi penilaian risiko, namun hal tersebut 
tidak menjadi keharusan. Langkah ini dilakukan sebagai masukan 
untuk daftar risiko pada proses identifikasi risiko dan untuk me-
ngetahui dampak serta kemungkinan risiko (probabilitas). Kelebih-
an dari pelaksanaan analisis awal, yaitu perbaikan tidak hanya ter-
tuju pada infrastruktur dan unsur SPIP, namun dapat memberikan 
rujukan satuan kerja mana yang akan diperbaiki. 
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2. Penetapan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan kriteria risiko merupakan tahap lanjutan prakondisi 
penilaian risiko. Masukan yang diperoleh dari tahap sebelumnya, 
yaitu penetapan tujuan dan hasil analisis kelemahan desain penye-
lenggaraan SPIP menjadi dasar penetapan kriteria risiko. Pene-
tapan kriteria terdiri atas dua tahapan, yaitu penetapan konteks 
risiko dan penetapan struktur analisis serta kriteria penilaian risiko 
(BPKP, 2012). 

a. Penetapan Konteks Risiko
BPKP (2012) menyebutkan penetapan konteks risiko berdasarkan 
tujuan terdiri atas tiga konteks, yaitu strategis, organisasi, dan 
operasional. 
1) Penetapan Konteks Strategis

Penetapan konteks risiko dalam penilaian risiko ditujukan 
untuk memberikan batasan atau ruang lingkup analisis, kri-
teria, dan struktur penilaian risiko. Selain mempermudah 
proses komunikasi dalam instansi peme rintahan, penetapan 
ini juga menjelaskan posisi atau peran instansi pemerintah di 
lingkungannya. Hal tersebut dinyatakan dalam visi dan misi 
serta tujuan dan sasaran yang dimiliki instansi (BPKP, 2012). 

Penetapan tujuan pada konteks organisasi harus spesifik, 
terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Keluaran 
dari penetapan ini, yaitu aktivitas strategis dan hasilnya, fak-
tor kritis dalam lingkungan, pemangku kepentingan inter-
nal dan eksternal serta kriteria evaluasi risiko (BPKP, 2012). 
Tahapan penetapan tujuan strategis dapat dilihat pada Gam-
bar 1.1.
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Mulai

Identifikasi rumusan 
aktivitas strategis dan 

outcome

Pengumpulan  
area of improvement  

(hasil audit)

Pembuatan kertas kerja

Pengumpulan informasi (anggaran, ruang 
lingkup, waktu, lokasi, output, outcome, 

stakeholder, peraturan perundangan)

Pengumpulan dokumen  
(prosedur pelaksanaan tindakan strategis dan 

instrumen serta pengendaliannya)

Analisis SWOT

Selesai

Gambar 1.1 Diagram Alir Penetapan Tujuan Konteks Strategis

2) Penetapan Konteks Organisasi
Penetapan konteks organisasional pada unit organisasi ting-
kat menengah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 
(pemda) dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pada ting-
kat K/L dan pemda (BPKP, 2012). Penetapan tujuan kon-
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teks organisasi dilakukan oleh organisasi tingkat menengah 
yang berada di bawah K/L dan pemda (eselon I dan II). 
Pada konteks penilaian risiko, hal ini dilakukan untuk un-
tuk memastikan ruang lingkup proses penilaian risiko yang 
akan dilakukan oleh eselon I dan II pada K/L dan pemda 
terkait dengan tugas dan aktivitas manajerial. Organisasi set-
ingkat ese lon I dan II harus memetakan dengan baik tugas 
dan tanggung jawab untuk mempermudah proses penilaian 
risikonya (BPKP, 2012). 

Pada prinsipnya, penetapan tujuan pada konteks organi-
sasi harus selaras dan mengacu pada renstra, visi, misi serta 
tujuan organisasi setingkat K/L atau pemda. Tujuan organisasi 
pada tingkat eselon I dan II harus bersifat spesifik, terukur, 
dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta selaras dengan 
tujuan instansi (K/L atau pemda). Hasil yang diharapkan dari 
penetapan konteks organisasi adalah rumusan misi, tujuan, 
sasaran eselon I dan II, pemahaman tata laksana (business 
process) dalam rangka mencapai misi, tujuan, dan sasaran yang 
telah ditetapkan serta penetapan struktur analisis dan kriteria 
evaluasi risiko terhadap tujuan unit organisasi eselon I dan 
II (BPKP, 2012). Tahapan penetapan tujuan organisasi dapat 
dilihat pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penetapan Tujuan Konteks Organisasi
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3) Penetapan Konteks Operasional
Penetapan tujuan konteks operasional dilakukan pada unit 
organisasi yang berada di bawah organisasi setingkat eselon I 
dan II, yaitu eselon III dan IV atau unit lebih kecil lainnya 
yang umumnya berada pada tataran teknis operasional. Tu-
juan operasional dibuat untuk menjalan kan tugas dan fungsi 
yang telah ditetapkan oleh organi sasi di atasnya. Kegiatan 
pada tingkatan ini dapat berupa kegiatan substansif sesuai 
dengan karakteristik unit organisasi maupun kegiatan pen-
dukung lain yang bersifat administratif atau generik. 

Penetapan tujuan operasional dalam penilaian risiko 
membantu organisasi menentukan batasan atau menjamin 
lingkup penilaian risiko yang akan dilakukan. Selain itu, 
poin-poin seperti kriteria pengukuran, identifikasi sumber 
daya, penanggung jawab dan pemangku kepen tingan terkan-
dung dalam tujuan tingkat kegiatan. Ke luaran yang diharap-
kan dari penetapan tujuan konteks operasional adalah rumu-
san sasaran dan tujuan, pemahaman bisnis proses, penetapan 
struktur analisis serta kriteria evaluasi risiko opera sional ke-
giatan (BPKP, 2012). Tahapan penetapan tujuan operasional 
dapat dilihat pada Gambar 1.3.
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Mulai

Pengumpulan daftar kegiatan teknis 
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Selesai

Gambar 1.3 Diagram Alir Penetapan Tujuan Konteks Operasional

b. Penetapan Struktur Analisis dan Kriteria Penilaian Risiko
Penetapan struktur analisis risiko dan kriteria evaluasi risiko bertu-
juan untuk memberikan pedoman bagi tim penilai risiko maupun 
pemilik kegiatan atau proses dan diharapkan dapat memberikan 
persepsi yang sama mengenai penilaian risiko dari kedua belah 
pihak (BPKP, 2012). Ada beberapa hal yang penting diperhatikan 
dalam penilaian risiko, yaitu.
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1) Kriteria pengukuran keberhasilan (successful measures) 
pencapaian tujuan organisasi sebagai landasan pengukur-
an dampak dan kemungkinan terjadinya risiko harus 
di gambarkan dalam kriteria evaluasi risiko.

2) Aspek operasional, teknis, keuangan, hukum, regulasi, 
ke taatan pada etika, sosial, lingkungan, kemanusiaan, 
citra, reputasi, pelayanan publik, atau kriteria lainnya 
menjadi dasar perumusan penilaian risiko. 

3) Tujuan, sasaran, kebijakan internal instansi, dan kepen-
tingan pemangku kepentingan. 

4) Persepsi dari pemangku kepentingan serta ketentuan 
yang berlaku pada instansi.

Aspek-aspek tersebut yang mendasari perumusan skala dam-
pak, skala kemungkinan, dan definisi kategori risiko pada penilaian 
risiko. Penjelasan detail mengenai struktur dan kriteria penilaian 
risiko sebagai berikut. 
1) Penetapan Struktur Analisis Risiko 

Aspek penting dalam struktur penilaian risiko adalah pema-
haman mengenai sumber, dampak, dan pihak terkena dampak 
atas kegiatan yang dinilai risikonya. Sumber risiko dapat di-
peroleh dengan melakukan identifikasi terhadap sumber daya 
(input) yang digunakan dalam melakukan kegiatan. Sumber 
daya ini meliputi 5M (man, money, machine, method, ma-
terial) atau pada konteks operasional biasa disebut sumber 
daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, pengguna, 
dan pemangku kepentingan. Dampak risiko merupakan efek 
yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Identifikasi 
dampak bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
atau efek yang ditimbulkan jika peristiwa yang mengham-
bat pencapaian tujuan tersebut terjadi dan pihak mana yang 
terkena dampak tersebut. Identifikasi dampak juga melihat 
lebih jauh pengaruhnya terhadap tugas dan fungsi yang harus 
dijalankan oleh pihak yang terkena dampak. 
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Penetapan struktur analisis risiko bertujuan untuk memu-
dahkan implementasi SPIP secara keseluruhan. Analisis risiko 
pada konteks strategi, organisasi, dan operasional harus me-
nerapkan struktur analisis risiko untuk setiap tindakan dan 
ke giatannya agar proses penilaian risiko disetiap konteks 
men jadi efektif. Penerapan struktur analisis risiko pada setiap 
konteks akan membantu mengarahkan penilai risiko meng-
identifikasi sumber, dampak, dan pihak yang terkena dampak 
risiko.

2) Kriteria Penilaian Risiko
Kriteria penilaian risiko didefinisikan sebagai "keputusan 
me  ngenai tingkat risiko yang dapat diterima dan/atau me-
nge nai tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan yang mana 
harus segera ditangani harus ditetapkan pada awal kegiatan 
penilai an risiko" (BPKP, 2012, 16). Kriteria risiko terdiri atas 
dampak, kemungkinan (probabilitas), dan gabungan dam pak-
probabilitas. 
a) Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau 
dampak risiko dapat dipilih (skala tiga atau skala lima) 
dan dideskripsikan untuk menjamin konsistensi dalam 
analisis risiko (BPKP, 2012). Tabel 1.1 dan 1.2 menjelas-
kan mengenai skala penilaian dampak risiko. 

Tabel 1.1 Skala Dampak Risiko dengan Skala Tiga

No. Dampak Deskripsi
1 Rendah • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi ren dah.

• Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku ke pentingan 
rendah.

2 Sedang • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang.
• Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku ke pentingan 

sedang.
3 Tinggi • Pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi.

• Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan 
tinggi.

Sumber: BPKP (2012)
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Tabel 1.2 Skala Dampak Risiko dengan Skala Lima

No. Dampak Deskripsi
1 Tidak Signifikan Pada prinsipnya, defisiensi atau tidak adanya pe-

layanan rendah, tanpa ada komentar
2 Kurang Signifikan Pelayanan dianggap memuaskan oleh masyarakat 

umum, tetapi pegawai instansi mewaspadai adanya 
defisiensi

3 Sedang Pelayanan dianggap kurang memuaskan oleh mas-
yarakat umum dan pegawai organisasi

4 Signifikan Masyarakat umum menganggap pelayanan organisasi 
tidak memuaskan

5 Sangat Signifikan Pelayanan turun sangat jauh di bawah standar yang 
diterima

Sumber: BPKP (2012)

b) Kemungkinan Risiko
Kriteria kemungkinan risiko adalah peluang kemung-
kinan suatu risiko akan terjadi pada proses atau kegiatan 
yang dilakukan. Kriteria penilaian kemungkinan risiko 
ini dapat dideskripsikan pada skala penilaian tiga atau 
lima. Tabel 1.3 dan 1.4 merupakan penjelasan menge-
nai skala penilaian kemungkinan risiko, baik skala tiga 
maupun lima. 

Tabel 1.3 Kemungkinan Risiko Skala Tiga

No. Kemungkinan Deskripsi
1 Rendah Tidak pernah (jarang terjadi)
2 Sedang Kemungkinan terjadi sedang
3 Tinggi Kemungkinan terjadi tinggi/hampir pasti terjadi

Sumber: BPKP (2012)
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Tabel 1.4 Kemungkinan Risiko Skala Lima

No. Dampak Deskripsi
1 Sangat 

Jarang
Kemungkinan 
ter jadi > 25 
tahun ke depan 

• Diabaikan
• Probabilitas sangat kecil, mendekati nol

2 Jarang Mungkin terjadi 
sekali dalam 25 
tahun

• Kecil kemungkinan, tetapi tidak dia-
baikan

• Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari 
pada nol

3 Kadang-
kadang

Mungkin terjadi 
sekali dalam 10 
tahun

• Kemungkinan kurang dari pada 50%, teta-
pi masih cukup besar

• Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi 
masih cukup tinggi

4 Sering Mungkin terjadi 
kira-kira se kali 
dalam setahun

• Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50

5 Sangat 
Se ring

Dapat terjadi be-
berapa kali da lam 
setahun

• Kemungkinan terjadi > 50%

Sumber: BPKP (2012)

c) Matriks Risiko
Peta risiko disusun dengan mengacu pada matriks atau 
skala risiko. Matriks risiko berfungsi sebagai sarana un-
tuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat 
di terima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (un-
acceptable). Matriks risiko dapat dibuat dalam kombinasi 
matriks 3 x 3 atau 5 x 5. Tabel 1.5 dan 1.6 merupakan 
matriks risiko yang digunakan untuk menentukan peta 
risiko.

Tabel 1.5 Peta Risiko Matriks 3x3

No. Kemungkinan Konsekuensi/Dampak
Rendah Sedang Tinggi

1 Sering Kuning Merah Merah
2 Kadang-kadang Hijau Kuning Merah
3 Jarang Hijau Hijau Kuning

Sumber: BPKP (2012)
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Preferensi risiko setiap instansi pemerintah menjadi 
acuan penetapan bidang prioritas. Bidang prioritas dapat 
didefinisikan sesuai dengan preferensi setiap instansi, 
misalnya bidang merah merupakan area dengan nilai 
risiko yang sangat membutuhkan penanganan prioritas 
(risiko tidak dapat diterima), bidang kuning menjadi 
prioritas berikutnya (risiko tidak dapat diterima), se-
dangkan bidang hijau berarti dapat ditoleransi (risiko 
dapat diterima). Contoh lain untuk menentukan prio-
ritas penanganan risiko dapat juga dibuat seperti pada 
Tabel 1.6. 

Tabel 1.6 Peta Risiko Matriks 5x5

No. Kemung-
kinan

Konsekuensi/Dampak
Tidak  

Signifikan
Kurang 

Sig-
nifikan

Sedang Sig-
nifikan

Katastropik
/Sangat Sig-

nifikan
1 Sangat 

Sering
Sedang Tinggi Sangat 

tinggi
Sangat 
tinggi

Sangat tinggi

2 Sering Sedang Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi
3 Kadang-

kadang
Rendah Sedang Tinggi Tinggi Sangat tinggi

4 Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi
5 Sangat 

Jarang
Rendah Rendah Rendah Sedang Tinggi

Sumber: BPKP (2012)

D. Permasalahan Penilaian Risiko Instansi Pemerintah
Penilaian risiko menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 Pasal 13 terdiri atas dua hal, yaitu identifikasi risiko dan 
analisis risiko. Pasal 16 secara eksplisit menyebutkan “Identifikasi 
risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a 
sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan: (a) menggunakan meto-
dologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan 
pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; (b) menggunakan 
mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eks-
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ternal dan faktor internal; dan (c) menilai faktor lain yang dapat 
meningkatkan risiko”. 

Pasal 11 huruf a serta lampiran PP No. 60 Tahun 2008 huruf 
g nomor 2 menyebutkan bahwa instansi pemerintah harus memi-
liki mekanisme peringatan dini dan peningkatan efektivitas mana-
jemen risiko. Pasal 16 huruf a menyebutkan bahwa metodologi pe-
nilaian risiko yang sesuai dengan tujuan instansi pemerintah dapat 
berupa metode kualitatif atau pun kuantitatif yang memiliki ke-
mampuan untuk memeringkatkan risiko. Pasal 17 ayat (1) menje-
laskan bahwa analisis risiko dilakukan untuk mengetahui dampak 
yang memengaruhi pencapaian tujuan instansi peme rintah. Le bih 
lanjut, penilaian risiko ini juga harus terkait atau terintegrasi de-
ngan kegiatan pengendalian. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 
(2) huruf b. Pada penjelasan Pasal 7 huruf a disebutkan bahwa 
instansi pemerintah tidak hanya harus menilai risiko, namun harus 
memi nimalkan risiko yang ada. Jika memandang pada poin-poin 
di atas serta definisi penilaian risiko pada Subbab B maka untuk 
melakukan penilaian terdapat beberapa persyaratan harus dipenuhi, 
yaitu sebagai berikut.
1) Unsur penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan ana-

lisis risiko;
2) Identifikasi risiko harus mempertimbangkan faktor internal 

dan eksternal;
3) Metode penilaian risiko dapat dilakukan dengan metode kua-

litatif atau kuantitatif sesuai dengan tujuan instansi pemerin-
tah;

4) Metode penilaian risiko memiliki kemampuan memeringkat-
kan risiko; 

5) Metode penilaian risiko harus dapat menggambarkan dampak 
risiko yang akan diterima, kemungkinan terjadinya risiko ser-
ta deteksi dini risiko; dan
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6) Metode penilaian risiko harus terintegrasi dengan pengen-
dalian risiko serta metode pencegahan dan penanggulangan 
terhadap risiko agar risiko dapat diminimalkan. 

Pada tahun 2012, pemerintah, dalam hal ini BPKP, menge-
luarkan sebuah pedoman pelaksanaan penilaian risiko dengan 
mengeluarkan Perka BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012. Perka ini 
menjelaskan secara detail tahapan penilaian risiko yang merupakan 
penjabaran dari PP No. 60 Tahun 2008 yang dapat dilihat pada 
Subbab B. Secara umum, pedoman ini dapat menjawab kebutuhan 
penilaian risiko di instansi pemerintah, namun jika dikaji kemba-
li terhadap persyaratan yang tercantum pada PP No. 60 Tahun 
2008, pedoman ini tidak menjelaskan mengenai metode deteksi 
untuk mengetahui risiko. Metode deteksi risiko ini dibutuhkan 
untuk mengetahui seberapa mudah atau sulit risiko dapat diketa-
hui sehingga kita dapat mengendalikan dan meminimalkan risiko 
dengan cepat. Pada Perka BPKP Nomor PER-688/K/D4/2012, 
nilai risiko hanya diperoleh dari perhitungan nilai dampak atau-
pun kemungkinan risiko tanpa mempertimbangkan metode deteksi 
risiko yang seharusnya menjadi masukan dalam menentukan nilai 
risiko. Hal ini tidak sesuai dengan persyaratan pada Pasal 7 yang 
menjelaskan bahwa instansi pemerintah tidak hanya berkewajiban 
melakukan penilaian risiko, namun juga berusaha meminimalkan 
risiko tersebut. 

Jika meninjau lebih dalam dengan perkalian kriteria dampak 
dan kemungkinan, metode perhitungan nilai risiko pada pedoman 
BPKP Tahun 2012 dipandang memiliki kelemahan. Kurangnya 
pertimbangan bobot terhadap kriteria risiko dapat menjadi masalah 
pada saat penentuan pemeringkatan risiko yang disebabkan karena 
ketidaktepatan penentuan fungsi perhitungan nilai risiko. Misal-
nya, jika pernyataan risiko 1 diperoleh nilai dampak 3 dan nilai 
kemung kinan 2, akan diperoleh nilai risiko 6. Nilai tersebut juga 
dapat diperoleh dari pernyataan risiko 2 yang nilai dampak nya 
2 dan nilai kemungkinan 3. Hal ini akan menjadi masalah pada 
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penentuan pemeringkatan risiko mengenai prio ritas, pernyataan 
risiko 1 atau pernyataan risiko 2. Kondisi ini da pat menimbulkan 
kesalahan penentuan peringkat risiko yang ber dampak pada kesa-
lahan penentuan prioritas penanganan risiko. 

Penyelesaian permasalahan di atas perlu diketahui agar pelak-
sanaan penilaian risiko pada instansi pemerintah dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan analisis terhadap hasil 
penelitian yang berkembang pada konteks penilaian risiko, penulis 
menyampaikan sebuah solusi terhadap kebutuhan tersebut, yai-
tu penilaian risiko dengan menggunakan metode kualitatif fuzzy- 
failure mode and effect analysis (fuzzy-FMEA). Fuzzy-FMEA dinilai 
dapat memenuhi persyaratan penilaian dan pengendalian risiko 
yang dipersyaratkan PP No. 60 Tahun 2008 dengan beberapa poin 
berikut ini. 
1) Merupakan metode penilaian risiko kualitatif yang memiliki 

unsur pemeringkatan dalam bentuk nilai fuzzy-risk priority 
number (F-RPN).

2) Memiliki kemampuan melakukan identifikasi risiko yang ber-
sumber dari faktor internal dan eksternal.

3) Memiliki kriteria metode deteksi risiko untuk mempermudah 
proses pengendalian dan penurunan tingkat risiko.

4) Mempertimbangkan bobot kriteria risiko sehingga dapat 
diketahui faktor yang dapat meningkatkan risiko.

5) Dapat diterapkan di setiap tingkatan organisasi, baik untuk 
kegiatan atau proses maupun keluaran kegiatan.

6) Memiliki kemampuan menganalisis dampak keparahan risiko 
(severity), probabilitas munculnya risiko (occurrence), dan me-
tode deteksi risiko (detection).

7) Mudah memformulasikan tingkat keberterimaan risiko orga-
nisasi, yaitu berdasarkan nilai F-RPN yang memiliki rentang 
pasti antara 1 sampai 1000. 
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Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian risiko dengan 
metode fuzzy-FMEA pada Bab 2 Subbab F dan analisis kesesuaian-
nya terhadap PP No. 60 Tahun 2008 dijelaskan pada Subbab G. 
Peran penting penilaian risiko seperti yang sudah dijelaskan pada 
Subbab A di atas adalah berikut ini. 
1) Bentuk tanggung jawab dalam rangka mewujudkan tata kelo-

la pemerintahan yang baik; 
2) Pemenuhan terhadap PP No. 60 Tahun 2008;
3) Mengetahui dampak risiko yang dapat menghambat pencapai-

an tujuan instansi pemerintah; 
4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas layananan pemerintah 

terhadap masyarakat; 
5) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan; dan 
6) Dasar bagi instansi pemerintah dalam menyusun rencana stra-

tegis dan membantu menghindari pemborosan APBN/APBD. 

Beberapa poin di atas menunjukkan pentingnya mengetahui 
apa yang dimaksud dengan penilaian risiko dan pengetahuan yang 
terkait dengan risiko. Penjelasan tersebut akan dijelaskan penulis 
pada Bab 2 mengenai pengenalan konsep dasar risiko dan pe-
nilaian risiko.
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BAB 2

Mengenal Konsep Dasar 
Risiko dan Penilaian 
Risiko

 TUJUAN:

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat:
1. Mengetahui konsep risiko secara umum.
2. Mengetahui manajemen risiko.
3. Mengetahui konsep failure mode and effect analysis (FMEA) 

tradisional dan kelemahannya.
4. Mengetahui konsep fuzzy.
5. Mengetahui konsep fuzzy-failure mode and effect analysis 

(fuzzy-FMEA). 
6. Mengetahui fuzzy-failure mode and effect analysis (fuzzy-

FMEA) sebagai solusi alternatif penilaian risiko.
7. Mengetahui perbandingan konsep penilaian risiko pada PP 

No. 60 Tahun 2008 dengan fuzzy-failure mode and effect 
analysis (fuzzy-FMEA).

8. Mengetahui kontekstualisasi fuzzy-failure mode and effect 
analysis (fuzzy-FMEA)



Penilaian Risiko Instansi ...32

Jika Bab 1 telah dijelaskan mengenai urgensi penilaian risiko pada 
instansi pemerintah maka Bab 2 ini akan membahas konsep dasar 
risiko dan penilaian risiko serta metode yang ditawarkan untuk 
penilaian risiko yang memiliki kesesuaian dengan persyaratan pe-
nilaian risiko pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

A. Konsep Risiko 

1. Definisi Risiko
Menurut Vaughan dan Vaughan (2008, 2), risiko dapat memiliki 
lima definisi, yaitu “the chance of loss, the possibility of loss, uncer-
tainty, the dispersion of actual from expected results, [and] the proba-
bility of any outcome different from the one expected”. Muehlen dan 
Ho (2006, 457) mendefinisikan risiko se bagai “probabilitas terjadi-
nya kerugian atau keuntungan dikali kan besarnya dampak risiko 
tersebut”, sedangkan menurut SNI ISO 31000:2011: Manajemen 
Risiko-Prinsip dan Panduan, risiko adalah “effect of uncertainty on 
objectives” (BSN, 2011, 1). Efek diartikan sebagai deviasi antara 
harapan negatif/positif, sedangkan objektif diartikan sebagai tujuan 
pada berbagai tingkatan (strategis, proyek, proses atau produk) da-
lam berbagai aspek, misalnya keuangan, kesehatan, dan lingkungan 
dalam berbagai tingkatan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
(2011, 1) lebih lanjut menyatakan risiko sebagai “kombinasi kon-
sekuensi dari suatu peristiwa (termasuk perubahan dalam keadaan) 
dan kemungkinan terkait kejadian”. Risiko mengarah pada dua 
hal, yaitu keluaran sesuai harapan dan keluaran tidak sesuai de-
ngan harapan, juga dikenal dengan istilah upside dan downside risk 
(Raftery, 1994). 

Risiko oleh Kerzner (2003) dibagi menjadi dua komponen, 
yaitu peluang terjadinya kejadian (likelihood) dan dampak kejadi an 
(impact), sedangkan Aven (2008) membaginya menjadi lima kom-
ponen, yaitu kejadian atau peristiwa di masa depan (A), konse-
kuensi (C), kemungkinan atau probabilitas (P), ketidakpastian (U), 
dan latar belakang pengetahuan (K). Hal tersebut didukung oleh 
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penjelasan dalam ISO Guide 73:2009 yang menyebutkan bahwa 
risiko dibedakan atas potential events, konsekuensi, dan kecende-
rungan (IOS, 2009). Komponen risiko ini penting diperhatikan 
dalam analisis risiko (Aven, 2008). Hubungan risiko ter hadap 
komponen risiko berdasarkan pemaparan di atas dapat ditulis den-
gan persamaan berikut ini: 

Risk = f (A, C, P, U, K)  ……………......(2.1)

2. Jenis-Jenis Risiko 
Menurut Flanagan (1996), risiko secara umum dibagi ke dalam 
dua kategori. Kategori pertama adalah risiko murni (statis) dan 
spekulatif (dinamis). Risiko murni dapat diartikan sebagai suatu 
ketidakpastian yang dikaitkan dengan kemungkinan adanya keru-
gian, sedangkan Flanagan dan Norman (1993) mendefinisikan 
risiko spekulatif sebagai risiko yang diprediksi menimbulkan dua 
kemungkinan, yaitu keuntungan atau kerugian. Risiko murni 
muncul walaupun tidak ada perubahan ekonomi, sedangkan risiko 
spekulatif biasanya timbul disebabkan karena adanya perubahan 
ekonomi (Vaughan & Vaughan, 2008). Kategori kedua adalah 
risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental meru-
pakan risiko yang bersifat dasar atau umum yang disebabkan oleh 
fenomena ekonomi, sosial, politik ataupun alam (bencana) dan 
memungkinan sebagian besar anggota masyarakat dapat mengala-
minya, sedangkan risiko khusus adalah risiko yang menimpa per-
orangan secara pribadi dan umumnya dapat dikendalikan serta 
di asuransikan.

Kategorisasi risiko juga dilakukan oleh beberapa ahli lain nya, 
diantaranya adalah Kerzner. Kezner (2003) mengategorikan risiko 
menjadi empat berdasarkan sumbernya, yaitu risiko eksternal, 
risiko internal, risiko teknis, dan risiko legal. Fisk (1997) mem-
bagi risiko ke dalam lima kategori, yaitu risiko yang berhu bungan 
dengan konstruksi, risiko fisik, risiko kontraktual dan legal, risiko 
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kinerja, risiko ekonomi serta risiko politik dan umum. Shen, Wu 
dan Ng (2001) membagi risiko menjadi risiko finansial, risiko 
legal, risiko manajemen, risiko pasar, risiko politik dan kebijak an 
serta risiko teknis. Sementara itu, Al-Bahar dan Crandal (1990) 
membagi risiko ke dalam enam kategori, yaitu risiko finansial dan 
ekonomi, risiko desain, risiko politik dan lingkungan, risiko yang 
berhubungan dengan konstruksi, risiko fisik, dan risiko bencana 
alam.

3. Analisis Risiko
a) Pengertian

Analisis risiko diartikan sebagai “a body of knowledge (metho-
dology) that evaluates and derives a probability of an adverse 
effect of an agent (chemical, physical, or other), industrial pro-
cess, technology, or natural process (Molak, 1997, 1). McCaffrey 
dan Hagg-Rickert (2009, 16) mendefinisikan analisis risiko 
sebagai “the process of determining the potential severity of the 
loss associated with an identified risk and the probability that 
such a loss will occur”. SNI ISO 31000:2011 mengartikan 
analisis risiko sebagai “process to comprehend the nature of risk 
and to determine the level of risk” (BSN, 2011, 5). 

Tujuan analisis risiko adalah memberikan gambaran 
yang bersifat informatif mengenai risiko (Aven, 2008). Mo-
lak (1997) menjelaskan bahwa analisis risiko secara modern 
pa da awalnya dikembangkan dan diterapkan pada pembangkit 
lis trik tenaga nuklir dan bidang kesehatan yang dilakukan di 
Amerika Serikat, kemudian berkembang ke bidang lain, baik 
di negara maju maupun negara berkembang. Fokus penerapan 
analisis risiko di negara maju adalah pada industri, sedangkan 
di negara berkembang dalam bidang kesehatan dan penangan-
an penyakit. Aven (2008) menjelaskan bahwa analisis risiko 
dapat membantu pengambilan keputusan secara rasional dan 
mempertahankan kondisi yang diinginkan serta mencegah 
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atau menghilangkan kerugian. Proses identifikasi kejadian 
yang menginisasi risiko, yaitu bahaya, ancaman, dan peluang 
merupakan tahapan penting dalam analisis risiko. Berikut ini 
adalah penjelasan Aven (2008) secara lebih rinci mengenai 
beberapa tujuan analisis risiko, yaitu 
1) Membangun gambaran dari risiko yang ada;
2) Memiliki pilihan solusi untuk mengatasi risiko;
3) Mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang terkandung 

dalam risiko, misalnya kondisi, aktivitas, sistem, dan 
komponennya;

4) Memperoleh deskripsi pengaruh berbagai ukuran risiko. 

b) Metode Analisis Risiko 
Metode analisis risiko merupakan cara sistematis yang bertu-
juan untuk menilai risiko yang dibagi menjadi tiga kategori, 
yaitu metode analisis risiko kualitatif, semi-kuantitatif, dan 
kuantitatif (Lu, Jain, & Zhang, 2012). Kompleksitas dan 
kebutuhan biaya analisis metode analisis risiko semakin ting-
gi dari kua litatif ke kuantitatif. Metode analisis risiko secara 
kualita tif biasanya digunakan untuk memberikan gambaran 
umum tentang level risiko, sedangkan analisis semi-kuanti-
tatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi detail 
risiko. 

Lu dkk. (2012) menyebutkan bahwa analisis kualitatif 
merupakan langkah awal penilaian risiko yang menjadi dasar 
analisis risiko dengan metode semikuantitatif dan kuantitatif. 
Analisis risiko secara kualitatif pada umumnya digunakan un-
tuk menjelaskan besarnya potensi risiko dengan menggunakan 
bentuk kata atau skala deskriptif dan hasil analisis risikonya 
ditunjukkan dalam tingkatan, seperti risiko rendah, sedang, 
dan tinggi. Pemilihan analisis risiko dengan metode kualitatif 
dilakukan dengan beberapa syarat, yaitu metode kualitatif me-
rupakan tahap awal analisis risiko, konteks analisis risiko yang 
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dilakukan tidak memerlukan analisis kuantitatif, dan tingkat 
risiko tidak memiliki batasan waktu serta data nume rik. 

Metode semikuantitatif merupakan metode analisis risi-
ko yang biasa digunakan setelah analisis kualitatif. Metode 
ini menggunakan formulasi matematis untuk mengombinasi-
kan angka yang bersifat subjektif pada kecenderungan dan 
dam pak sehingga dapat diketahui tingkat risiko untuk di-
ban dingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kolluru 
(1996) menjelaskan metode semi-kuantitatif memiliki ke-
mampuan mengidentifikasi dan memeringkatkan risiko yang 
berpotensi memiliki dampak yang parah, misalnya kerusakan 
peralatan, gangguan terhadap bisnis, cedera pada manusia, 
dan lainnya. Nilai yang merepresentasikan tingkatan dampak 
dan probabilitas risiko menjadikan skala risiko metode kua-
litatif menjadi skala semikuantitatif dengan memerhatikan 
objektivitas risiko sebagai aspek penting dalam metode ini. 
Ketepatan nilai risiko tergantung pada ketepatan formulasi 
matematis terhadap proses terjadinya sebuah risiko. Dickson 
(2001) menyebutkan formula matematika Fine merupakan 
salah satu pendekatan matematis dalam lingkup analisis risiko 
semikuantitif yang terdiri atas dua komponen, yaitu tingkat 
kecenderungan terjadinya bahaya dan frekuensi kemunculan-
nya. Hal ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga kriteria un-
tuk memperoleh nilai risiko semikuantitatif, yaitu kecende-
rungan, frekuensi, dan dampak atau konsekuensi risiko. 

Arunraj dan Maiti (2007) menyebutkan metode anali-
sis risiko secara kuantitatif merupakan metode analisis risiko 
yang frekuensi risiko dan konsekuensinya dihitung dalam 
ben tuk numerik serta dapat dilakukan jika memenuhi unsur 
wajar dan praktis. Carter, Hirst, Maddison, & Porter (2003 
dalam Arunraj & Maiti, 2007) mengungkapkan bahwa unsur 
wajar terkait dengan besarnya biaya yang dikeluarkan tidak 
lebih tinggi diban dingkan dengan solusi yang diperoleh dari 
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hasil analisis risiko, sedangkan unsur praktis terkait dengan 
ketersediaan informasi dan data untuk proses analisis risiko. 
Akurasi dan kelengkapan data sangat memengaruhi hasil 
analisis risiko dalam metode ini. Vose (2008) menyebutkan 
bahwa dampak risiko dapat dihitung dengan menggunakan 
metode peramalan berdasarkan dampak yang pernah terja-
di dan dapat ditunjukkan dalam bentuk kerugian finansial, 
teknikal maupun efek ke sehatan pada manusia, sedangkan 
frekuensi munculnya risiko dapat diperoleh dengan mengu-
nakan ukuran kemungkinan dan frekuensi. 

B. Manajemen Risiko 
Penilaian risiko (identifikasi risiko dan analisis risiko) merupakan 
salah satu bagian dari rangkaian proses manajemen risiko. Mana-
jemen risiko didefinisikan sebagai “coordinated activities to direct 
and control an organization with regard to risk” (BSN, 2011). Ma-
najemen risiko dalam sebuah organisasi merupakan bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari manajemen proses yang ada dalam 
organisasi tersebut dan dapat diterapkan pada setiap tingkatan 
dalam organisasi, baik pada level strategis maupun operasional. 
Selain itu, manajemen risiko juga dapat diterapkan secara khusus 
pada proyek tertentu atau pada pengelolaan area kerja secara spe-
sifik dalam rangka membantu proses pengambilan keputusan. Hal 
tersebut selaras dengan sebelas prinsip yang harus diterapkan agar 
manajemen risiko efektif. ISO 31000:2011 secara rinci menjelas-
kan prinsip manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi 
nilai; bagian terintegrasi dari proses dalam organisasi; bagian dari 
pengambilan keputusan; secara eksplisit membahas ketidakpastian; 
sistematik, terstruktur dan tepat waktu; sesuai atau selaras, berda-
sarkan pada informasi terbaik yang tersedia, mempertimbangkan 
faktor manusia dan budaya; transparan dan inklusif; dinamis, ber-
ulang, dan responsif terhadap perubahan; dan memfasilitasi pe-
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ningkatan berkelanjutan organisasi. Prinsip-prinsip tersebut harus 
diterapkan pada setiap tingkat dalam organisasi. 

Selain menerapkan prinsip-prinsip di atas, efektivitas manaje-
men risiko dapat dicapai dengan menerapkan kerangka dan proses 
manajemen (BSN, 2011). Kerangka manajemen risiko membantu 
organisasi memastikan informasi terkait risiko diturunkan dari pro-
ses manajemen risiko yang nantinya akan digunakan sebagai sum-
ber pengambilan keputusan dan indikator akuntabilitas organisa si 
serta mengintegrasikan manajemen risiko terhadap keseluruhan 
sistem manajemen dalam organisasi. Definisi proses manajemen 
risiko menurut ISO Guide 73:2009 yang juga tercantum pada SNI 
ISO 31000:2011, yaitu “systemic application of management policies, 
procedures, and practice to the activities of communicating, consulting, 
establishing the context, and identifying, analyzing, evaluating, treat-
ing, monitoring, and reviewing risk” (BSN, 2011, 3), merupakan 
implementasi dari prinsip-prinsip dan kerangka kerja manajemen 
risiko. Hubungan antara prinsip, kerangka, dan proses manajemen 
risiko dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Secara umum, proses manajemen risiko terdiri atas tiga tahap 
yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. 
1) Penetapan Konteks

Penetapan konteks penting dilakukan untuk mengetahui kri-
teria risiko yang akan digunakan dan bagaimana sebuah or-
ganisasi akan mengelola risiko. Penetapan konteks terdiri atas 
empat hal, yaitu penetapan konteks internal, eksternal, proses 
manajemen risiko, dan penetapan kriteria risiko. Pertama, 
konteks internal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
lingkungan internal organisasi. ISO 31000:2011 menguraikan 
konteks internal, seperti tata kelola, struktur organisasi, ke-
bijakan, strategi organisasi, sistem informasi, panduan atau 
model yang diadopsi organisasi, sumber daya, pemangku 
kepen tingan internal (karyawan), dan lain-lain. Kedua, kon-
teks eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang me-
mengaruhi pencapaian tujuan organisasi, seperti kondisi so-
sial, politik, ekonomi, dan teknologi; lingkungan persaing an 
secara nasio nal maupun internasional; kecenderung an pas-
ar; dan hubu ngan dengan stakeholder eksternal, nilai serta 
persepsi nya. 

Ketiga, konteks proses manajemen risiko adalah cakupan 
atau kedalaman penerapan proses manajemen risiko dalam 
sebuah organisasi, seperti penentuan tujuan dan sasaran ma-
najemen risiko, penetapan penanggung jawab, lingkup mana-
jemen risiko (aktivitas, proses, fungsi, projek, produk, aset), 
metode dan cara evaluasi risiko serta sumber daya yang di-
butuhkan dalam manajemen risiko. Keempat, kriteria risiko 
merupakan kriteria yang akan digunakan oleh organisasi un-
tuk menilai atau mengevaluasi risiko. ISO 31000:2011 me-
nekanan organisasi untuk memerhatikan nilai, tujuan, dan 
sumber daya sebelum menentukan kriteria risiko. Kriteria 
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risiko dapat diturunkan dari peraturan atau regulasi yang 
melekat pada organisasi dan harus selaras dengan kebijakan 
manajemen risiko yang ditetapkan organisasi. Beberapa hal 
yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kriteria risiko, 
misalnya sifat, penyebab, dan dampak risiko; cara pengukur-
an, probabilitas, dan tingkat risiko; waktu penilaian risiko 
dan sebagainya. 

2) Penilaian Risiko
Penilaian risiko terdiri atas tiga hal, yaitu identifikasi risiko, 
analisis risiko, dan evaluasi risiko. Identifikasi risiko adalah 
proses identifikasi sumber, lingkup dampak, kejadian, penye-
bab, dan konsekuensi potensial risiko. Organisasi harus memi-
liki teknik dan perangkat yang cocok untuk mengidentifikasi 
risiko yang sesuai dengan karakteristik risiko, tujuan, dan 
ke mampuan organisasi melakukan identifikasi risiko.

Analisis risiko dilakukan untuk memahami sifat dan me-
nentukan tingkat risiko. Penyebab, sumber, dampak positif 
dan negatif, probabilitas munculnya risiko serta faktor lainnya 
diolah untuk memperoleh nilai dan tingkat risiko. Evaluasi 
risiko dalam ISO 30001:2011 didefinisikan sebagai “process 
comparing the result of risk analysis with risk criteria to deter-
mine whether the risk and/or its magnitude is acceptable or 
to lerable” (BSN, 2011, 6). Tujuan dari evaluasi risiko adalah 
membantu pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis 
risiko, mengetahui apakah risiko tersebut butuh perlakukan 
khusus, dan menentukan risiko prioritas yang memerlukan 
perlakuan. 

3) Penanganan Risiko
ISO 31000:2011 menyebutkan penanganan risiko merupakan 
“process to modify risk” (BSN, 2011, 6). Penanganan risiko 
dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menghindari 
risiko, menerima risiko dalam rangka mengambil peluang, 
menghilangkan sumber risiko, mengubah frekuensi kemung-
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kinan risiko, mengubah dampak serta membagi risiko atau 
mem pertahankan risiko dengan keputusan (BSN, 2015a). 
SNI ISO 9001:2015 menyebutkan bahwa pemilihan cara pe-
nanganan risiko harus proporsional serta mempertimbangkan 
unsur biaya dan usaha yang dikeluarkan untuk memperoleh 
manfaat dari penanganan risiko tersebut. 

C. Konsep Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
Tradisional dan Kelemahannya

Menurut McDermott, Mikulak, & Beauregard (2009), FMEA per-
tama kali diperkenalkan oleh United States Department of Defense 
pada tahun 1949 dan mu lai digunakan di bidang industri pada 
tahun 1960. FMEA merupakan metode analisis risiko hasil inte-
grasi antara teknologi dan pengalaman manusia dalam memandang 
kegagalan serta usaha untuk menghilangkannya (Besterfield, Bes-
terfield-M., Besterfield, G., & Besterfield-S., 2003 dalam Kumru 
& Kumru, 2013). Paciarotti, Mazzuto & D'Ehore (2014) serta 
Chang, Chang, & Tsai. (2013) menyatakan FMEA dinilai dapat 
meningkatkan kualitas produk serta reliabilitas sistem. Selain itu, 
menurut Sant’Anna (2012) FMEA dapat menurunkan risiko ke-
gagalan dengan mengembang kan tindakan perbaikan. Chang dan 
Sun (2009) berpendapat bahwa FMEA dapat membantu proses 
pengambilan keputusan bagi organisasi dengan memprioritaskan 
tindakan perbaikan serta peningatan kinerja sistem atau produk. 
Penerapan FMEA saat ini semakin luas, misalnya di bidang kon-
struksi (Mohideen & Rama chandran, 2014; Murphy, Heaney, 
 Perera, 2011), otomotif (Kolich, 2014; Vinodh & Santhosh, 
2012; Segismundo & Miguel 2008), kesehatan (López-Tarjuelo, 
Bouché-Babiloni, Santos-Serra, Morillo-Macías, Calvo, Kubyshin, 
& Ferrer-Albiach, 2014; Chiarini, 2012; Ookalkar, Joshi, Ooka-
lkar, 2009), layanan outsourcing (Liao dan Ho, 2014; Nassimbeni, 
Sartor, & Dus, 2012), penerbangan (Sharma, Kumari, & Kumar, 
2011), swalayan (Chuang, 2010), dan petrokimia (Ilangkumaran 
dan Thamizhselvan, 2010).
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McDermott dkk. (2009) menjelaskan terdapat dua jenis 
FMEA, yaitu produk atau desain FMEA dan proses FMEA. De-
sain FMEA didefinisikan sebagai FMEA pada proses desain pro-
duk, baik barang maupun jasa, sebelum proses produksi dilaku-
kan yang ber fokus pada analisis mode kegagalan yang disebabkan 
karena ketidakefisienan pada perancangan. Proses FMEA digu-
nakan untuk menganalisis mode kegagalan pada tahapan dan pro-
ses produksi yang bisa digunakan, baik di manufaktur maupun 
pelayanan. Proses FMEA tidak hanya menganalisis secara detail 
mode kega galan pada peralatan yang dipergunakan, namun juga 
memerhatikan di mana mode kegagalan tersebut memengaruhi 
secara lang sung terhadap kualitas, kekuatan, dan produk akhir 
yang di hasilkan. McDermott dkk. (2009) juga menjelaskan sepu-
luh tahapan ana lisis risiko dengan FMEA, yaitu mengkaji ulang 
proses atau produk; brainstorming mode kegagalan (modus kega-
galan potensial); mengidentifikasi efek (dampak) kegagalan; meng-
identifikasi penyebab kegagalan; mengidentifikasi metode deteksi 
kegagalan; memberikan penilaian dengan kriteria tingkat keparahan 
(severity) (S), kemungkinan penyebab kegagalan (occurrence) (O), 
dan tingkat kemudahan deteksi (detection) (D); menghitung nilai 
risk priority number (RPN); menetukan prioritas mode kegagalan; 
mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan; serta menghitung 
RPN setelah tindakan perbaikan. 

McDermott dkk. (2009) menyatakan hasil analisis risiko dalam 
FMEA ditunjukan dengan nilai RPN yang diperoleh dari per kalian 
severity, occurence, dan detection. Severity menunjuk kan keseriusan 
dari akibat kegagalan yang terjadi, occurence menunjukkan kemung-
kinan penyebab terjadi nya kegagalan, sedangkan detection melihat 
risiko yang ada dapat diketahui sebelum terjadinya kegagalan dan 
kontrol yang dimiliki dapat mengurangi risiko kegagalan yang da-
pat terjadi. Perhitungan nilai RPN dapat dilihat pada persamaan 
berikut ini: 

RPN = S x O x D  ……….... (2.2)
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Kriteria S, O, dan D memiliki skor dari 1 sampai dengan 10, 
yang digunakan untuk menentukan penilaian pada setiap kriteria. 
Nilai RPN yang diperoleh digunakan untuk melakukan pemering-
katan risiko dan menentukan prioritas perbaikannya. McDermott 
(2009) menyebutkan bahwa tingginya nilai RPN menunjukkan 
tingkat risiko serta prioritas yang tinggi untuk melakukan tindak-
an pencegahan dan perbaikan. Skala S, O, dan D generik dapat 
dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3. 

Tabel 2.1 Skala Severity

Rank Effect Criteria: Severity of effect on process  
(manufacturing/asssembly effect)

10

9

Failure to meet safety 
and/or regulatory 
requirements

• May endanger operator (machine or assembly) without 
warning

• May endanger operator (machine or assembly) with  
warning

8 Major  
disrusption

• 100% product may have to be scrapped.  
Line shutdown or stop ship

7 Significant disruption • A portion of the production run may have to be 
scrapped. Deviation from primary process including 
decreased line spread or added manpower 

6

5
Moderate disruption

• 100% of production run may have to be  
reworked in-station before it is processed 

• A portion of the production run may have to be re-
worked off line and accepted

4

3
Moderate disruption

• 100% process production run may have to be reworked 
in-station before it is processed

• A portion of the production run may have to be re-
worked in-station before it is processed

2 Minor  
disruption

Slight inconvenience to process, operation,  
or ope rator

1 No effect No discemible effect

Sumber: McDermott dkk. (2009)
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Tabel 2.2 Skala Occurrence

Rank Likelihood  
or failure

Criteria: Occurrence of causes incidents  
per item/vehicle

10 Very high ≥ 100 per thousand/≥ 1 in 10
9
8
7

High
50 per thousand/1 in 20
20 per thousand/1 in 50
10 per thousand/1 in 100

6
5
4

Moderate
2 per thousand/1 in 500
0.5 per thousand/1 in 2000
0.1 per thousand/1 in 10.000

3
2 Low 0.01 per thousand/1 in 100.000

≤ 0.001 per thousand/1 in 1000.000
1 Very low Failure is eliminated through preventive control

Sumber: McDermott dkk. (2009)

Tabel 2.3 Skala Detection

Rank Opportunity  
for detection

Criteria:
Likelihood of detection  
by process control

Likelihood  
of detection

10 No detection  
opportunity 

No current process control; cannot 
detect or is not analyzed

Almost  
impossible

9 Not likely to  
detect at any stage 

Failure mode and/or error (cause) 
is not easily detected (e.g., random 
audits).

Very remote

8 Problem detection 
post processing

Failure Mode detection post-process-
ing by operator through visual/tactile/
audible means

Remote

7 Problem detection 
at source

Failure mode detection post-process-
ing by operator through visual/tac-
tile/audible means or post-processing 
through use of attribute gauging (go/
no-go, manual torque check/clicker 
wrench, etc.)

Very low

6 Problem detection 
post processing

Failure mode detection post-process-
ing by operator through use of vari-
able gauging or in-station by operator 
through use of attribute gauging (go/
no-go, manual torque check/clicker 
wrench, etc.).

Low
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Rank Opportunity  
for detection

Criteria:
Likelihood of detection  
by process control

Likelihood  
of detection

5 Problem detection 
at source

Failure mode or error (cause) 
detection in-station by operator 
through the use of variable gauging 
or by automated controls in-station 
that will detect discrepant  at source 
part and notify operator (light, 
buzzer, etc.). Gauging performed 
on setup and first-piece check  
(for set-up causes only.)

Moderate

4 Problem detection 
post processing

Failure mode detection post-
processing by automated controls that 
will detect discrepant part and lock 
part to prevent further processing.

Moderately 
high

3 Problem detection 
post processing

Failure mode detection in-station by 
automated controls that will detect 
discrepant part and automatically 
lock part in station to prevent further 
processing.

High

2 Error detection 
and/or problem 
prevention

Error (cause) detection in-station by 
automated controls that will detect 
error and prevent discrepant part 
from being made.

Very high

1 Detection not 
applicable error 
prevention

Error (cause) prevention as a result 
of fixture design, machine design or 
part design. Discrepant parts cannot 
be made because item has been error-
proofed by process/product design

Almost 
certain

Sumber: McDermot dkk. (2009)

D. Konsep Fuzzy 
Konsep dasar logika fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh  Lofti 
A. Zadeh dalam makalahnya tentang keanggotaan fuzzy yang di-
publikasikan pada tahun 1965. Menurut Zadeh (1965), logika 
fuzzy berawal dari pemikirannya bahwa pengelompokan objek-ob-
jek di dunia ini sering tidak dapat memenuhi seluruh kriteria 
ke  anggotaan yang telah ditentukan. Sebagai contoh sederhana, 
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dalam kasus pengelompokan orang tua dan anak muda, atribut 
yang ditanyakan adalah usia orang tersebut. Orang berusia 120 
ta hun secara tegas dapat dikategorikan dalam kelompok orang tua 
dan bayi yang baru lahir secara tegas dapat dikategorikan dalam 
kelompok anak muda, namun orang berusia 40 tahun tidak dapat 
sepenuhnya dimasukkan ke dalam kategori kelompok orang tua 
maupun anak muda. Dalam logika fuzzy, orang berusia 40 tahun 
memiliki tingkat keanggotaan dalam kelompok orang tua hanya 
0.5 dan 0.5 sisanya merupakan tingkat keanggotaannya dalam 
kelompok anak muda.

Logika fuzzy bertujuan untuk memodelkan suatu pemikiran 
bukan eksak yang berperan penting dalam kemampuan manu-
sia untuk membuat keputusan rasional pada kondisi yang tidak 
pasti dan tidak akurat. Zadeh (1988) menyatakan bahwa kemam-
puan tersebut tergantung pada kemampuan untuk menyimpulkan 
jawab an atas suatu pertanyaan berdasarkan pengetahuan yang ti-
dak eksak, tidak lengkap atau tidak dapat diandalkan. Menurut 
Kusumadewi dan Purnomo (2010), logika fuzzy sering digunakan 
karena dianggap sebagai konsep logika yang mudah dimengerti. 
Kelebihan lain dari logika fuzzy, yaitu konsep matematisnya sangat 
sederhana dan mudah dimengerti; sangat fleksibel; menggunakan 
bahasa alami; memiliki toleransi terhadap data-data yang tepat; 
mampu memodelkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks; dan 
dapat membangun serta mengaplikasikan pengalaman para pakar 
secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

1. Himpunan Fuzzy
Susilo (2006) mendefinisikan himpunan sebagai suatu kumpulan 
atau koleksi objek yang mempunyai kesamaan sifat tertentu. Salah 
satu pengembangan konteks himpunan dalam matematika adalah 
himpunan fuzzy. Kusumadewi dan Purnomo (2010) mengartikan 
himpunan fuzzy sebagai rentang nilai yang setiap nilainya mem-
punyai derajat keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Suatu him-
punan fuzzy Ã dalam semesta pembicaraan X oleh Susilo (2006) 
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dinyatakan dengan fungsi keanggotaan µÃ, yang nilainya berada 
dalam interval [0,1], dapat dinyatakan dengan:

 Ã: X µ [0,1]

Bojadziev dan Bojadziev (2007) lebih lanjut menjelaskan bah-
wa himpunan fuzzy Ã dalam semesta pembicaraan X biasa dinya-
takan sebagai sekumpulan pasangan elemen x (x anggota X) dan 
derajat keanggotaannya dinyatakan sebagai berikut:

Ã = {(x, µÃ (x) | x ∈ X, µÃ (x) ∈ X [0,1]}

Agar dapat memahami lebih dalam mengenai himpunan fuzzy, 
ada tiga hal yang penting diketahui, yaitu variabel fuzzy, semesta 
pembicaraan, dan domain. 
a) Variabel Fuzzy

Variabel fuzzy dapat dikatakan sebagai suatu lambang atau 
kata yang menunjuk kepada suatu yang tidak tertentu dalam 
sistem fuzzy, misalnya seperti usia, suhu, produksi, dan pen-
dapatan. Zadeh (1975) mengenalkan dua jenis variabel yang 
digunakan dalam fuzzy, yaitu numerik dan linguistik. Varia-
bel numerik atau variabel basis didefinisikan sebagai va riabel 
yang dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan variabel 
linguistik adalah variabel yang nilainya tidak dalam bentuk 
angka, namun dalam bentuk kata-kata atau kalimat dalam 
bahasa alami atau buatan. Setiap nilai variabel basis dapat 
ditafsirkan sebagai nilai variabel linguistik dengan bobot nilai 
keanggotaan tertentu. Nilai bobot pada setiap nilai variabel 
basis merupakan angka dalam interval [0,1], sedangkan nilai 
linguistik memiliki sifat kurang spesifik dibandingkan dengan 
nilai numerik. 

Sebagai contoh, variabel USIA dalam fuzzy dapat bernilai 
linguistik, seperti sangat muda, muda, paruh baya, tua, dan 
sangat tua, namun dapat juga bernilai numerik 5, 30, 50, 
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70, dan 120 tahun. Dalam variabel fuzzy USIA, jika ada 
per  nyataan “Amir masih muda” maka pernyataan tersebut 
dianggap kurang spesifik dibandingkan dengan pernyataan 
“Amir masih berusia 40 tahun”. Dalam kasus ini, “muda” 
me ru pakan nilai linguistik dari variabel USIA yang memili-
ki ke samaan pemahaman dengan nilai numeriknya, yaitu 40 
tahun, namun bersifat kurang akurat dan informatif. Sebagai 
contoh, pada variabel USIA, nilai basis 30, 38, dan 45 tahun 
dapat ditafsirkan sebagai orang muda dengan bobot keang-
gotaan berturut-turut sebesar 1, 0,7, dan 0,2. Deskripsi me-
ngenai variabel fuzzy dalam suatu himpunan fuzzy USIA 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Variabel basis USIA

Variabel linguistik USIA

Bo
bo

t

Sangat muda Muda Paruh baya Tua Sangat tua
1

x
5 30 50 70 95 120

0

Gambar 2.2 Variabel Fuzzy USIA

b) Semesta Pembicaraan
Kusumadewi dan Purnomo (2010) menyebutkan semesta 
pembicaraan sebagai keseluruhan nilai yang diperbolehkan 
untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy, misalnya se-
mesta pembicaraan untuk variabel USIA (dalam tahun), X = 
[0,120].

c) Domain
Domain himpunan fuzzy adalah seluruh nilai yang diperbo-
lehkan dalam semesta pembicaraan dan dapat dioperasikan 
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dalam suatu himpunan fuzzy (Kusumadewi & Purnomo, 
2010). Contoh domain himpunan fuzzy untuk semesta varia-
bel USIA (dalam tahun) X =[0, 120] sebagai berikut:
1) Himpunan fuzzy sangat muda = [0, 30], artinya seseo-

rang dapat dikatakan sangat muda dengan usia antara 
0 tahun sampai 30 tahun.

2) Himpunan fuzzy muda= [5, 50], artinya seseorang dapat 
dikatakan muda dengan usia 5 tahun sampai 50 tahun.

3) Himpunan fuzzy paruh baya = [30, 70], artinya seseo-
rang dapat dikatakan paruh baya dengan usia antara 30 
tahun sampai 70 tahun.

4) Himpunan fuzzy tua = [50, 95], artinya seseorang dapat 
dikatakan tua dengan usia antara 50 tahun sampai 95 
tahun.

5) Himpunan fuzzy sangat tua = [70, 120], artinya seseo-
rang dapat dikatakan sangat tua dengan usia antara 70 
tahun sampai 120 tahun.

2. Fungsi Keanggotaan
Kusumadewi dan Purnomo (2010) serta Bojadziev dan Bojadziev 
(2007) mengungkapkan fungsi keanggotaan (membership function) 
fuzzy sebagai kurva yang menunjukkan pemetaan titik input data 
variabel numerik ke dalam nilai keanggotaan yang memiliki inter-
val antara 0 sampai 1. Terdapat beberapa bentuk fungsi yang bisa 
digunakan untuk mewakili fungsi keanggotaan fuzzy, yaitu kurva 
linear, segitiga, dan trapesium.
a) Kurva Linear

Kurva linear merupakan pemetaan input ke derajat keang-
gotaan fuzzy yang digambarkan sebagai suatu garis lurus 
(Kusumadewi & Purnomo, 2010). Kurva linear merupakan 
bentuk fungsi keanggotaan fuzzy paling sederhana dan men-
jadi pilihan yang baik sebagai pendekatan terhadap suatu 
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konsep yang kurang jelas. Kurva linear terbagi menjadi dua 
bentuk, yaitu linear naik dan turun. Kurva linear naik yaitu 
kenaikan himpunan mulai dari nilai domain yang memiliki 
nilai keanggotaan nol [0] bergerak ke kanan menuju ke nilai 
domain yang memiliki derajat keanggotaan yang lebih ting-
gi seperti ditunjukan pada Gambar 2.2. Kurva linear turun 
merupakan garis lurus yang dimulai dari nilai domain dengan 
derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian berge-
rak turun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 
lebih rendah (Kusumadewi & Purnomo, 2010; Bojadziev & 
Bojadziev, 2007) yang dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Domain ba

1

Derajat
 keanggotaan 

µ[x]

0

Sumber: Kusumadewi & Purnomo (2010)
Gambar 2.3 Representasi Linear Naik

Fungsi keanggotaan linear naik:

0;
x–a

b–a
1;

; a ≤ x ≤ b
   x ≤ a

   x ≥ b
µ[x]={ }

x
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Domain ba

1

Derajat
 keanggotaan 

µ[x]

0

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2010) 
Gambar 2.4 Representasi Linear Turun

Fungsi keanggotaan linear turun:

x–a

b–a
 0;

; a ≤ x ≤ b
   x ≥ b

µ[x]={ }
b) Kurva Segitiga

Kurva segitiga merupakan gabungan antara dua kurva linear, 
yaitu kurva linear naik dan turun (Kusumadewi & Purnomo, 
2010; Bojadziev & Bojadziev, 2007). Kurva segitiga yang 
me nunjukkan fungsi keanggotaan fuzzy dapat dilihat pada 
Gambar 2.5.

Domain
ca

1

Derajat
 keanggotaan 

µ[x]

b

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2010) 
Gambar 2.5 Representasi Kurva Segitiga

x

x
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Fungsi keanggotaan kurva segitiga:

0;
x–a

b–a
c–x

c–b

;

;

a ≤ x ≤ b

   x ≤ a dan x ≥ c

   x ≥ b

µ[x]={ }
c) Kurva Trapesium

Kurva trapesium pada dasarnya memiliki bentuk seperti kurva 
segitiga, namun memiliki beberapa titik dengan nilai keang-
gotaan 1 (satu) (Kusumadewi & Purnomo, 2010; Bojadziev 
& Bojadziev, 2007). Kurva trapesium dapat dilihat pada 
Gam bar 2.6.

Domain
da

1

Derajat
 keanggotaan 

µ[x]

b c

Sumber: Kusumadewi dan Purnomo (2010) 
Gambar 2.6 Representasi Kurva Trapesium

Fungsi keanggotaan kurva trapesium:

0;
x–a

b–a
0;
c–x

c–b

;

;

a ≤ x ≤ b

b ≤ x ≤ c

   x ≤ a dan x ≥ d

c ≤ x ≤ d

µ[x]={ }
x
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3. Operator Dasar untuk Operasi Himpunan Fuzzy
Beberapa operasi berlaku pada himpunan fuzzy sama halnya seperti 
pada himpunan tegas (crisp set). Operasi pada himpunan fuzzy 
digunakan untuk mengombinasikan dan memodifikasi himpunan 
fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi dua himpunan 
sering dikenal dengan nama fire strength atau α-predikat. Zadeh 
(1965) menyebutkan tiga operator dasar yang digunakan dalam 
fuzzy, yaitu AND, OR, dan NOT. 

a) Operasi Intersection (AND)
Bojadziev dan Bojadziev (2007) serta Susilo (2006) mendefi-
nisikan operasi AND sebagai operasi pada himpunan fuzzy 
yang berhubungan dengan operasi irisan. Minimum dari tiap 
pasangan elemen pada kedua himpunan merupakan defini-
si dari operasi intersection dari dua himpunan fuzzy. Jika  
adalah sebuah himpunan fuzzy Ã yang merupakan irisan dari 
himpunan fuzzy Ã dan himpunan fuzzy , maka himpunan 
fuzzy  dapat didefinisikan sebagai berikut:

dengan derajat keanggotaan (Bojadviez & Bojadviez, 2007; 
Su silo, 2006):

b) Operasi Union (OR)
Operasi gabungan (union) pada himpunan fuzzy disebut 
de ngan operasi OR (Bojadziev & Bojadziev, 2007; Susilo, 
2006). Maksimum dari tiap pasang elemen pada kedua him-
punan adalah definisi dari operasi gabungan dari dua him-
punan fuzzy. Jika sebuah himpunan fuzzy  adalah gabungan 
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dari himpunan fuzzy Ã dan himpunan fuzzy  maka him-
punan fuzzy  dapat didefinisikan sebagai berikut:

dengan derajat keanggotaan (Bojadviez & Bojadviez, 2007; 
Susilo, 2006): 

c) Operasi Komplemen (NOT)
Operasi komplemen pada himpunan fuzzy disebut operasi 
NOT (Kusumadewi & Purnomo, 2010; Susilo, 2006). Bo-
jadviez & Bojadziev (2007) memberikan tanda Ā (NOT Ã) 
sebagai simbol komplemen himpunan Fuzzy Ã dan member-
ikan definisi sebagai berikut: 

Ā(x)=1-Ã(x)

dengan derajat keanggotaannya adalah µĀ(x)=1-µÃ(x)

4. Proposisi Fuzzy
Pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran 
yang dapat dinyatakan dengan suatu bilangan real dalam ren-
tang [0,1] disebut dengan proposisi fuzzy (Bojadziev & Bojadziev, 
2007; Susilo, 2006). Nilai kebenaran suatu pernyataan fuzzy dapat 
dire presentasikan dengan suatu himpunan fuzzy. Bentuk proposisi 
fuzzy Ã = {(x, µA (x))} sebagai berikut:

x adalah A

dengan x adalah suatu variabel linguistik dan A adalah pernyataan 
yang menggambarkan keadaan x. Bojadziev & Bojadziev (2007) 
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menyebut proposisi tersebut sebagai proposisi canonical form. Ber-
dasarkan proposisi canonical form fuzzy Ã, dapat diketahui bahwa 
jika Ã adalah himpunan fuzzy yang dikaitkan dengan nilai li-
nguistik A dan xn adalah suatu elemen tertentu dalam semesta 
X dari himpunan fuzzy Ã maka xn memiliki derajat keanggotaan 
µÃ(xn) dalam himpunan fuzzy Ã (Bojadziev & Bojadziev, 2007; 
Susilo, 2006). Derajat kebenaran pernyataan fuzzy “xnadalah A” 
didefinisikan sama dengan derajat keanggotaan xn dalam himpunan 
fuzzy Ã, yaitu µÃ(xn).

5. Implikasi Fuzzy
Proposisi fuzzy yang sering digunakan dalam aplikasi teori fuzzy 
adalah implikasi fuzzy atau disebut juga aturan jika-maka (if-then 
rule) yang memiliki dua komponen, yaitu komponen proposisi 
anteseden dan konsekuen. Anteseden menunjukkan syarat, sedang-
kan konsekuen menunjukkan suatu kesimpulan yang dapat ditarik 
jika kondisi dapat dipenuhi (Zhang & Liu, 2006). Bentuk umum 
suatu implikasi fuzzy adalah:

JIKA 〈 proposisi Anteseden 〉, MAKA 〈 proposisi Konsekuen 〉

6. Fuzzy Inference System
Fuzzy inference system (FIS) merupakan bagian penting dalam sis-
tem logika fuzzy yang sering disebut juga fuzzy rule-based system 
karena merumuskan aturan-aturan dan membuat keputusan ber-
dasarkan aturan tersebut. FIS dibangun berdasarkan konsep te-
ori himpunan fuzzy, aturan fuzzy jika-maka, dan penalaran fuzzy. 
Konstruksi FIS terdiri atas komponen antarmuka defuzzifikasi, 
atur an, basis data, dan unit pengambilan keputusan (Sivanandam, 
Sumathi, & Deepa, 2007). 

Pada sistem inferensi fuzzy, nilai masukan tegas dikonversikan 
oleh unit fuzzifikasi ke nilai fuzzy yang sesuai. Hasil pengukuran 
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yang telah melalui proses konversi tersebut, kemudian diproses 
kembali oleh unit pengambilan keputusan dengan menggunakan 
unit basis pengetahuan dan menghasilkan himpunan fuzzy sebagai 
keluarannya. Langkah terakhir dikerjakan oleh unit defuzzifikasi, 
yaitu menerjemahkan himpunan keluaran itu ke dalam nilai tegas 
yang kemudian direalisasikan dalam bentuk suatu tindakan yang 
dilaksanakan dalam proses tersebut. Struktur dasar inferensi fuzzy 
dapat dilihat pada Gambar 2.7.

(Fuzzy) (Fuzzy)

Unit 
pengambilan 

keputusan

Basis 
data

Basis 
aturan

Basis Pengetahuan

Antarmuka 
fuzzifikasi

Antarmuka 
defuzzifikasi

OutputInput

(Crisp) (Crisp)

Sumber: Sivanandam dkk. (2007) 

Gambar 2.7 Struktur Dasar Fuzzy Inference System

Penjelasan struktur dasar fuzzy inference system pada Gambar 
2.7 adalah sebagai berikut:
a) Unit Fuzzifikasi

Susilo (2006) mendefinisikan proses fuzzifikasi sebagai proses 
mengubah variabel bukan fuzzy (variabel numerik) menjadi 
variabel fuzzy (variabel linguistik). Langkah pertama fuzzifikasi 
adalah mengubah masukan nilai crisp (tegas) menjadi fuzzy, 
meng ingat sistem inferensi fuzzy bekerja dengan aturan dan 
masukan fuzzy. Suatu fungsi fuzzifikasi ditentukan untuk se-
tiap variabel masukan yang berfungsi mengubah variabel ma-
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sukan crisp menjadi nilai pendekatan fuzzy. Fungsi fuzzifikasi 
ditentukan oleh tiga kriteria, yaitu sebagai berikut.
1) Fungsi fuzzifikasi mampu mengubah nilai tegas menjadi 

himpunan fuzzy (misal: a∈R ke suatu himpunan fuzzy Ã 
dengan nilai keanggotaan α terletak pada selang tertutup 
[0,1]);

2) Fungsi fuzzifikasi dapat menekan gangguan (derau) yang 
diakibatkan oleh cacatnya nilai masukan dengan opti-
mal; dan 

3) Komputasi yang harus dilakukan oleh sistem tersebut 
dalam proses inferensinya dapat disederhanakan dengan 
fungsi fuzzifikasi.

b) Unit Penalaran
Susilo (2006) mendefinisikan penalaran fuzzy sebagai suatu 
cara penarikan kesimpulan yang digunakan (tautologi) ber-
dasarkan seperangkat implikasi fuzzy dan suatu fakta yang 
diketahui (premis). Susilo dalam bukunya yang berjudul Him-
punan dan Logika Kabur serta Aplikasinya (2006, 146) men-
definisikan tautologi sebagai "proposisi-proposisi yang selalu 
benar tanpa tergantung pada nilai kebenaran proposisi-pro-
posisi penyusunnya". Modus ponen adalah salah satu aturan 
penalaran nilai tegas yang paling sering dipergunakan dalam 
penalaran fuzzy, yaitu:

((p ⇒ q) ∧ p) ⇒q

Bentuk umum penalaran modus ponen adalah sebagai berikut:
Premis 1 : x adalah B.
Premis 2 : bila x adalah B, maka y adalah C himpunan. 
Kesimpulan  : y adalah C.
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Menurut Susilo (2006), penarikan kesimpulan di atas terdiri 
atas:
Premis 1   : sebuah proposisi tunggal sebagai fakta yang di-

ketahui.
Premis 2 : sebuah proposisi majemuk berbentuk implikasi 

yang merupakan suatu kaidah atau aturan yang 
berlaku (premis 2).

Kesimpulan : kesimpulan yang ditarik berdasarkan kedua pro-
posisi.

Aplikasi modus ponen penalaran nilai tegas menjadi aturan 
fuzzy dengan premis dan kesimpulan adalah proposisi fuzzy. 
Contoh penalaran fuzzy adalah sebagai berikut:
Premis 1 : Mobil agak kotor.
Premis 2 : Bila mobil agak kotor, maka pencuciannya lama.
Kesimpulan : Pencuciannya agak lama.

c) Basis Pengetahuan
Basis pengetahuan suatu sistem inferensi fuzzy dibagi menjadi 
dua, yaitu basis data dan basis aturan (Susilo, 2006). 
1) Basis Data 

Susilo (2006, 165) mengartikan basis data sebagai him-
punan fungsi keanggotaan dari "himpunan-himpunan 
[fuzzy] yang terkait dengan nilai-nilai linguistik dari va-
riabel-variabel yang terlibat dalam sistem itu". Basis data 
mendefinisikan seluruh fungsi keanggotaan dari him-
punan fuzzy yang digunakan dalam aturan fuzzy dan 
disusun dalam relasi atau tabel yang saling berhubungan. 
Basis data fuzzy memungkinkan pemanipulasian data 
meskipun data yang tersedia kurang lengkap, mengan-
dung ketidakpastian, dan ambigu. Model basis data 
fuzzy yang telah dikembangkan salah satunya adalah ba-
sis data fuzzy model Tahani yang menggunakan relasi 
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dan teor i himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi 
pada query-nya (Kusumadewi & Purnomo, 2010). Setiap 
tabel dilengkapi dengan derajat keanggotaan pada se -
tiap record-nya berdasarkan fungsi keanggotaan variabel 
linguis tik yang telah ditetapkan. 

2) Basis Aturan 
Susilo (2006, 166) mendefinisikan basis aturan sebagai 
himpunan implikasi [fuzzy] yang berlaku sebagai aturan 
dalam sistem tersebut dengan memenuhi tiga kriteria, 
yaitu lengkap, konsisten, dan kontinu. Apabila sebuah 
sistem memiliki m buah aturan dengan jumlah variabel 
(n+1), maka bentuk aturan ke i (i=1…, m) dapat dinya-
takan sebagai berikut:

“Jika (x1 adalah Ai1) dan ....dan (xn adalah Ain), 
maka y adalah Bi dengan di mana xj adalah variabel 
linguistik dengan semesta [pembicaraan] Xj (j=1…, n)”. 

d) Unit Defuzzifikasi
Defuzzifikasi adalah proses mengubah keluaran himpunan 
fuzzy menjadi bilangan real yang tegas (crisp) (Susilo, 2006). 
Nilai tegas harus diperoleh kembali karena sistem inferensi 
hanya dapat membaca nilai yang tegas, sehingga diperlukan 
suatu mekanisme yang disebut unit defuzzifikasi untuk meng-
ubah nilai keluaran fuzzy menjadi nilai yang tegas. Fungsi 
defuzzifikasi ditentukan oleh tiga kriteria, yaitu:
1) Masuk akal (plausibility), yaitu fungsi defuzzifikasi secara 

intuitif dapat menghasilkan bilangan tegas yang dapat 
diterima sebagai bilangan yang mewakili kesimpulan 
himpunan fuzzy dari semua keluaran himpunan fuzzy 
untuk setiap aturan.
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2) Kesederhanaan perhitungan (computational simplicity), 
yaitu fungsi defuzzifikasi memiliki perhitungan yang mu-
dah dan sederhana untuk memperoleh bilangan tegas. 

3) Kontinuitas (continuity), yaitu bilangan defuzzifikasi ti-
dak mengalami perubahan besar ketika terjadi perubahan 
kecil pada himpunan. 

FIS diklasifikasikan ke dalam metode langsung dan tidak 
langsung. Dalam metode langsung, data masukan dan penge-
tahuan fuzzy dihitung secara langsung dengan menggunakan 
operasi himpunan (Rao & Rao, 2014; Ding, 2001). Di sisi 
lain, metode tidak langsung mengeksekusi inferensi melalui 
beberapa tahap, yaitu pertama, memetakan seluruh data fuzzy 
ke dalam ruang nilai kebenaran fuzzy; kedua, memproses ba-
gian penting dari inferensi ke dalam ruang kebenaran fuzzy; 
ketiga, mengembalikan hasilnya ke dalam ruang semula. Ding 
(2001) mengklasifikasikan metode langsung ke dalam metode 
Zadeh, metode Mamdani, dan metode Sugeno, sedangkan 
yang termasuk kategori metode tidak langsung adalah me-
tode Tsukamoto. Rao dan Rao (2014) menyebutkan bahwa 
metode Mamdani merupakan metode yang paling umum 
digunakan dalam aplikasi karena menggunakan struktur yang 
sederhana dari operasi max-min.

7. Metode Mamdani
Metode Mamdani dalam sistem inferensi fuzzy yang diperkenalkan 
oleh Ebrahim H. Mamdani pada tahun 1975 ini dikenal juga 
dengan nama metode Max-Min (Kusumadewi & Purnomo, 2010). 
Metode ini bekerja berdasarkan aturan-aturan linguistik untuk 
memperoleh hasil (output) dengan menggunakan empat tahapan 
sebagai berikut:
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a) Pembentukan Himpunan Fuzzy
Pembentukan himpunan fuzzy merupakan tahap awal untuk 
memperoleh solusi proses yang diinginkan. Tahapan ini di-
butuhkan untuk mendefinisikan semua variabel (masukan dan 
keluaran) yang terkait dalam proses ke dalam fungsi keang-
gotaan himpunan fuzzy (Sivanandam dkk., 2007). Kusumade-
wi dan Purnomo (2010) mengungkapkan bahwa himpunan 
fuzzy yang dihasilkan dari variabel masukan atau keluaran 
dengan metode Mamdani dapat berjumlah satu atau lebih.

b) Aplikasi Fungsi Implikasi
Susilo (2006) mendefinisikan tahap ini sebagai proses penyu-
sunan basis aturan yang mendeskripsikan hubungan varia-
bel masukan dan keluaran. Fungsi implikasi yang digunakan 
Metode Mamdani adalah fungsi implikasi Min (Kusumadewi 
& Purnomo, 2010). Bentuk umumnya adalah sebagai beri-
kut:

Jika x adalah A dan y adalah B, maka z adalah C

dengan A, B, dan C adalah predikat-predikat fuzzy yang 
me rupakan representasi nilai linguistik dari setiap variabel 
(Susilo, 2006). Sivanandam dkk. (2007) menyebutkan jum-
lah aturan yang digunakan bergantung pada jumlah nilai 
li nguis tik untuk setiap variabel masukan.

c) Komposisi Aturan
Apabila sistem terdiri atas beberapa aturan, maka inferensi di-
peroleh dari kumpulan dan kolerasi antaraturan (Kusumadewi 
& Purnomo, 2010). Ada tiga metode yang digunakan dalam 
melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu:
1) Metode Max (Maximum)

Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2010), solusi him-
punan fuzzy metode Max diperoleh dengan cara meng-
ambil nilai maksimum aturan yang kemudian digunakan 
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untuk memodifikasi daerah fuzzy dan mengaplikasikan-
nya ke keluaran dengan menggunakan operator OR 
(gabungan). Keluaran yang dihasilkan berisi suatu him-
punan fuzzy yang merefleksikan kontribusi dari setiap 
proporsi. Persamaan metode Max ini secara umum dapat 
dituliskan sebagai berikut:

µsf (xi) = max ( µsf (xi), µkf (xi) (xi)

dengan:
μsf (xi) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i
μkf (xi) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i

2) Metode Additive (Sum)
Menurut Kusumadewi dan Purnomo (2006), metode 
additive adalah solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan 
cara melakukan penjumlahan terhadap semua keluaran 
daerah fuzzy yang didefinisikan ke dalam persamaan 
berikut ini:

µsf (xi) = min (1, µsf(xi) + µkf (xi))

dengan:
μsf (xi) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i
μkf (xi) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i

3) Metode Probabilistik (probor)
Metode probabilistik merupakan metode solusi him-
punan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan perkalian 
terhadap semua output daerah fuzzy (Kusumadewi & 
Purnomo, 2010). Metode ini dijelasan dalam bentuk 
persamaan berikut ini:
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μsf (xi) = (μsf (xi)+μkf (xi)) - μsf (xi)* (1, μsf (xi)*μkf (xi))

dengan:
μsf (xi) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i
μkf (xi) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i

d) Defuzzifikasi
Kusumadewi dan Purnomo (2010) mendefinisikan defuzzifi-
kasi sebagai proses perubahan masukan himpunan fuzzy yang 
diperoleh dari komposisi aturan fuzzy menjadi keluaran atau 
hasil dalam bentuk bilangan real yang tegas (crisp). Salah 
satu metode penegasan yang biasa dipakai dalam metode 
Mamdani adalah metode Cen troid (composite moment) yang 
diartikan sebagai metode penghasil solusi tegas dengan cara 
mengambil titik pusat daerah fuzzy. Persamaan metode Cen-
troid secara umum adalah sebagai berikut:

Z=
∫   z. μ(z)dzb

a

∫   μ(z) dzb
a

Nilai Z adalah nilai defuzzifikasi, adalah nilai tegas (crisp), dan 
adalah derajat keanggotaan.

E. Konsep Fuzzy-Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy- 
FMEA)

Khalegi, Givehchi, & Karimi (2013) mengungkapkan bahwa 
analisis risiko de ngan FMEA mengandung unsur ketidakpastian 
yang tinggi jika ti dak diperoleh informasi yang tepat terkait kega-
galan pada proses dan komponennya. Peneliti menyadari bahwa 
FMEA tradisional memiliki kelemahan, sehingga banyak dari me-
reka yang memberi kan usulan untuk memperbaikinya (Vahdani, 
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Salimi, & Charkhichian, 2014; Mandal & Maiti, 2014; Liu, You, 
Shan, & Shao, 2015; Jong, Tay, & Lim, 2013; Chang, Chang, 
& Tsai, 2013; Sant’Anna, 2012; Wang, Chin, Poon, & Yang, 
2009). Salah satu kritik terha dap metode ini, yaitu adanya kemu-
ngkinan kesamaan nilai RPN berdasarkan hasil perkalian dari S, 
O, dan D yang berakibat pada kesamaan tingkat prioritas pada 
mode kegagalan yang berbeda (Kumru & Kumru, 2013; Chang 
dkk., 2013; Chang & Cheng, 2010; dan Seyed-Hosseini, Safaei, 
& Asgharpour, 2006). Hal tersebut terjadi karena melihat nilai 
total dan tidak memperhatikan bobot pada setiap kriteria. Kritik 
lain juga disampaikan oleh Chang & Cheng (2010), yaitu skala 
RPN menyebutkan bahwa nilai RPN (risk priority number) diper-
oleh dari perkalian nilai S, O, dan D tanpa mempertimbangkan 
hubung an tidak langsung antarkriteria.

Menurut Markowski dan Mannan (2009), masalah tersebut 
dapat diselesaikan dengan penerapan logika fuzzy. Ketidakpastian 
dalam analisis risiko dengan FMEA ditengarai dapat diselesaikan 
dengan logika fuzzy karena dianggap tepat untuk menyelesaikan 
masalah dengan batasan yang tidak spesifik serta mengandung keti-
daktepatan dan ketidakpastian seperti analisis risiko dengan FMEA 
(Nielsen & Aven, 2003; Liu, Liu, Liu, & Mao, 2012). Beberapa 
peneliti, seperti Kumru dan Kumru (2013), Hadi-Vencheh dan 
Aghajani (2013), Wang dkk. (2009) serta Chin, Chang dan Yang. 
(2008) mengusulkan pendekat an fuzzy untuk metode FMEA. Liu, 
Liu & Liu (2013) mengkaji ulang bahwa metode berbasis aturan 
fuzzy-FMEA meningkatkan akurasi dalam analisis resiko kegaga-
lan, namun masih terdapat keraguan menerapkan konsep fuzzy 
dalam kehidupan nyata karena adanya kesulitan dalam mendesain 
model fuzzy, terutama dalam penetapan jumlah aturan dan fungsi 
keanggotaannya. Kharola dan Singh (2014) membuktikan bah-
wa fuzzy-FMEA lebih realistis dibandingkan dengan FMEA tra-
disional melalui pendekatan model simulasi menggunakan Matlab- 
Simulink.
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Para peneliti (Yang, Bonsal & Wang, 2008; Keskin & Özkan, 
2009; Gargama & Chaturvedi, 2011; Dinmohammadi & Sha-
fiee, 2013; Khaleghi dkk., 2013) mengungkapkan bahwa penggu-
naan fuzzy-FMEA semakin berkembang. Kutlu dan Ekmekçioğlu 
(2012), Khaleghi dkk. (2013), Dinmohammadi dan Shafiee (2013) 
mendefinisikan fuzzy-FMEA sebagai metode analisis risiko dengan 
pendekatan penilaian ahli untuk mementukan kriteria risiko S, 
O, dan D dengan menggunakan bahasa lingustik fuzzy. Logika 
fuzzy mengganti sepuluh titik skala pada FMEA menjadi variabel 
lingustik (Kumru & Kumru, 2013; Kutlu & Ekmekçioğlu, 2012; 
Mandal & Maiti, 2014). Chin, dkk. (2008), Guimaraes dan Lapa 
(2004), Pillay dan Wang (2003) serta Sharma, Kumar & Kumar 
(2005) menyebutkan aturan jika-maka (if-then) pada fuzzy-FMEA 
digunakan untuk memperoleh hasil keluaran RPN atau fuzzy RPN 
berdasarkan hasil kriteria S, O, dan D yang sudah diubah menjadi 
variabel lingustik. Skema analisis risiko dengan fuzzy-FMEA dapat 
dilihat pada Gambar 2.8.
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Gambar 2.8 Skema Analisis Risiko dengan Fuzzy-FMEA 
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Proses fuzzifikasi pada Gambar 2.8 digunakan untuk 
 mengubah variabel numerik S, O, dan D ke dalam bentuk varia-
bel lingustik. Peringkat nilai S, O, dan D diubah ke dalam basis 
skala linguistik, sedangkan masukan S, O, dan D difuzzifikasi 
untuk memperoleh derajat nilai keanggotaan. Narasumber ahli 
membuat interaksi antara mode kegagalan dan dampaknya dalam 
bentuk aturan fuzzy jika-maka berdasarkan ilmu pengetahuan yang 
dikuasainya. Keluaran fuzzy inference system dari analisis risiko ini 
adalah fuzzy risk priority number (F-RPN), sedangkan nilai RPN 
diperoleh melalui defuzzifikasi nilai F-RPN.

F. Fuzzy-Failure Mode and Effect Analysis (Fuzzy-FMEA): 
Solusi Alternatif

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada Subbab C, metode Fail-
ure Mode and Effect Analysis (FMEA) merupakan salah satu metode 
yang digunakan untuk menilai risiko yang telah diterapkan sejak 
tahun 1949 ditunjukkan dalam RPN. Dalam perkembang annya, 
FMEA cukup banyak mendapat kritik sehingga banyak usul an dari 
para peneliti untuk memperbaikinya, salah satunya adalah fuzzy-
FMEA yang merupakan integrasi metode tradisional FMEA de-
ngan logika fuzzy. Fuzzy-FMEA merupakan konsep ana lisis risiko 
dengan kerangka umum analisis risiko dengan FMEA tradisional 
yang dikembangkan oleh Departemen Militer Amerika Serikat 
sejak tahun 1949. Perbedaan FMEA tradisional dan fuzzy-FMEA 
terletak pada proses perhitungan nilai risikonya. Jika pada FMEA 
nilai risiko dihitung dari perkalian dampak kegagalan (S), penye-
bab kegagalan (O), dan metode deteksi (D), pada fuzzy-FMEA 
nilai risiko diperoleh dari fungsi fuzzy S, O, dan D. Konsep fuzzy-
FMEA dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan yang 
dimiliki FMEA (Vahdhani, 2014; Mandal & Maiti, 2014; Liu 
dkk., 2015; Jong dkk., 2013; Chang dkk., 2013; Sant’Anna, 2012; 
Wang dkk., 2009), yakni untuk mencegah kemungkinan diperoleh 
nilai risiko yang sama dari hasil kombinasi perkalian kriteria dari 
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S, O, dan D yang berbeda karena ketiga kriteria tersebut dianggap 
memiliki bobot yang sama. Ilustrasi kondisi tersebut dapat dilihat 
pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Ilustrasi Kombinasi S, O, dan D pada Perhitungan RPN

No Kriteria
RPN

S O D
1 1 2 1 2
2 1 1 2 2
3 2 1 1 2

Kriteria S, O, dan D pada Tabel 2.4 dianggap memiliki 
pengaruh atau bobot yang sama untuk menentukan nilai risiko, 
sedangkan karakteristik S, O, dan D berbeda satu sama lain. 
Pendekatan ini tidak mempertimbangkan logika pengambilan 
keputusan yang berperan pada proses penilaian risiko. Chang dan 
Cheng (2010) menjelaskan lebih lanjut bahwa nilai risiko yang 
diperoleh dari perkalian nilai S, O, dan D pada analisis risiko 
dengan FMEA tidak mempertimbangkan hubungan tidak langsung 
antarkriteria, padahal hal ini perlu diperhatikan mengingat pada 
konteks pengambilan keputusan, hubungan satu sama lain dapat 
memiliki keterkaitan atau pengaruh. 

Menurut Markowski dan Mannan (2009), konsep fuzzy-
FMEA dapat memecahkan masalah tersebut karena logika fuzzy 
tepat digunakan untuk menggambarkan fenomena yang masih 
belum jelas atau me ngandung unsur ketidakpastian. Logika fuzzy 
dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah dengan batasan yang 
tidak spesifik dan mengandung ketidaktepatan serta ketidakpastian 
seperti analisis risiko dengan FMEA (Nielsen & Aven, 2003; Liu 
dkk., 2012). Beberapa peneliti seperti, Kumru dan Kumru (2013), 
Hadi-Vencheh dan Aghajani (2013), Wang dkk. (2009) serta Chin 
dkk. (2008) mengusulkan pendekatan fuzzy untuk metode FMEA 
dalam konsep analisis risiko dengan fuzzy-FMEA.
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Pemaparan singkat mengenai fuzzy-FMEA dapat menjawab 
persoalan yang terdapat pada kerangka penilaian risiko di instansi 
pemerintah. Kerangka dasar FMEA memberikan masukan kriteria 
risiko, yaitu metode deteksi sebagai jawaban dari kebutuhan ada-
nya deteksi dini terhadap risiko, sedangkan logika fuzzy meru pakan 
solusi fungsi perhitungan nilai risiko dengan pertimbang an pembo-
botan pada kriteria risiko. Gambar 2.9 pada subbab G  merupakan 
kerangka penilaian risiko yang dimiliki oleh fuzzy-FMEA yang 
mampu menjawab kebutuhan deteksi risiko dan menunjukkan 
kesesuaian dengan kerangka penilaian risiko yang di isyaratkan oleh 
PP No. 60 Tahun 2008. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh pe-
doman BPKP 2012 terkait penilaian risiko yang hanya memper-
timbangkan aspek dampak dan probabilitas saja. Fuzzy-FMEA juga 
dirancang untuk mempertimbangkan bobot pada kriteria risiko 
(dampak, probabilitas, dan metode deteksi risiko) yang dapat 
memengaruhi nilai risiko. Bobot tersebut tidak dipertimbangkan 
dalam metode penilaian risiko pada pedoman BPKP, sedangkan 
bagian penjelasan dalam PP No. 60 Tahun 2008 menyebutkan 
bahwa penilaian risiko dapat dilakukan dengan metode kualitatif 
dan kuantitatif. 

Fuzzy-FMEA merupakan metode penilaian risiko secara kuali-
tatif. Penggunaan metode penilaian risiko kualitatif dianjurkan 
pada kondisi organisasi yang tidak dapat menggunakan metode 
kuantitatif dengan alasan sulit untuk melakukan kuantifikasi risiko 
pada organisasi nonprofit, seperti instansi pemerintah. Hal ini 
disebabkan karena adanya keterbatasan data atau informasi yang 
bersifat kuantitatif serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk 
melakukan penilaian risiko dalam kondisi keterbatasan anggaran. 
Terlepas dari kekurangan metode kualitatif yang dipengaruhi sub-
jektivitas pihak penilai risiko, metode ini dapat digunakan untuk 
menggambarkan dampak risiko, melakukan pemeringkatan nilai 
risiko serta mengidentifikasi risiko internal dan eksternal, seper-
ti yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada Bab 1 Subbab D 
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mengenai kelebihan fuzzy-FMEA, metode ini merupakan metode 
penilaian risiko kualitatif yang dapat menjadi solusi alternatif pe-
nilaian risiko di instansi pemerintah.

G. Perbandingan Kerangka Dasar Analisis Risiko 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan 
Fuzzy-Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Secara umum, analisis risiko memiliki tujuan untuk mengidentifi-
kasi potensi risiko yang dapat terjadi pada konteks tertentu untuk 
mencegah kegagalan sebelum terjadi. Analisis risiko menjadi isu 
penting karena adanya kebutuhan penjaminan mutu, pengenda-
lian ketidaksesuaian serta pengendalian kegagalan terhadap produk 
maupun proses. Kegagalan pada produk atau proses diprediksi 
dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan pemborosan sumber 
daya yang dapat berujung pada kerugian secara finansial. 

Salah satu metode analisis risiko yang dapat digunakan ada-
lah failure mode and effect analysis (FMEA) (Chen dkk., 2014; 
Chen & Wu, 2013; Kurt & Ozilgen, 2013; McDermott dkk., 
2009) yang sudah cukup banyak dibuktikan dan diaplikasikan 
dalam berbagai bidang. Fleksibilitas kerangka penilaiannya pun 
menjadikan FMEA dapat dimodifikasi sesuai konteks penerapan, 
mi salnya pada konteks kesehatan disebut dengan health failure 
mode and effect analysis (HFMEA) yang merupakan modifikasi 
FMEA (DeRosier, Stalhandske, Bagian, & Nudell, 2002). Mc-
Dermott dkk. (2009) menyebutkan FMEA juga dapat digunakan 
untuk menganalisis risiko pada desain, proses, komponen, dan 
alat. Terlepas dari kelebihan yang dimilikinya, metode FMEA ba-
nyak memperoleh kritik, di antaranya terkait dengan kelemahan 
pada skala pemeringkatannya (Kumru & Kumru, 2013; Chang 
& Cheng, 2010) dan kombinasi perkalian nilai S, O, dan D 
yang bisa menghasilkan kesamaan angka RPN seolah-olah prioritas 
risikonya sama untuk mode kegagalan yang berbeda (Chang dkk., 
2013; Chang & Cheng, 2010; Seyed-Hosseini dkk., 2006). Hal 
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tersebut melahirkan metode integrasi antara FMEA dengan logi-
ka fuzzy yang diyakini dapat memperbaiki kelemahan pada skala 
penilaian FMEA yang biasa disebut fuzzy-FMEA (Silva, Gusmão, 
Poleto, Silva, & Costa, 2014; Mandal & Maiti, 2014; Kumru & 
Kumru, 2013; Jong dkk., 2013; Dinmohammadi & Shafiee, 2013; 
Chang & Cheng, 2010).

Perbandingan kerangka kerja analisis risiko dengan fuzzy-
FMEA dan kerangka dasar penilaian risiko untuk penerapan 
SPIP menunjukkan adanya keselarasan di antara keduanya. Hal 
ini menawarkan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan 
metode penilaian risiko di institusi pemerintah. Kerangka peng-
ukuran risiko dengan fuzzy-FMEA dapat menjawab kebutuhan 
penilaian risiko pada penerapan SPIP. Karakteristik penilaian risiko 
dengan fuzzy-FMEA sesuai dengan kebutuhan analisis risiko da-
lam penerapan SPIP karena FMEA cukup memiliki fleksibilitas 
untuk diterapkan pada berbagai tingkatan proses atau kegiatan. 
Fuzzy-FMEA merupakan metode penilaian risiko kualitatif yang 
dapat mendeskripsikan nilai risiko dan menjelaskan potensi risiko, 
penyebab, dampak serta metode deteksinya. Metode ini dapat me-
menuhi tujuan analisis risiko yang diinginkan oleh PP No. 60 Ta-
hun 2008, yaitu mengetahui potensi risiko dan dampak nya. Secara 
umum, FMEA memiliki kemampuan yang baik untuk peningkat-
an kualitas dan reliabilitas sistem sehingga integrasi nya pun dapat 
dikatakan demikian karena berfungsi sama sebagai metode anali-
sis risiko (Paciarotti dkk., 2014; Chang dkk., 2013; dan Chang 
& Sun, 2009). Selain itu, sebagai fungsi tindakan pengendalian, 
fuzzy-FMEA juga diharapkan memiliki kemampuan menurunkan 
potensi risiko serta mengembangkan tindakan perbaikan yang sama 
dengan metode FMEA tradisional. Perbandingan kerangka dasar 
pengukuran fuzzy-FMEA dengan kerangka dasar penilaian risiko 
berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 dapat dilihat pada Gambar 
2.9.
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Gambar 2.9 menunjukkan perbandingan kerangka kerja ana-
lisis risiko dengan fuzzy-FMEA dan kerangka dasar penilaian 
risiko untuk penerapan SPIP. Hasil perbandingan pada Gambar 
2.9 menunjukkan bahwa kerangka kerja fuzzy-FMEA dapat digu-
nakan untuk penilaian risiko kualitatif dalam rangka memenuhi 
per syaratan penilaian risiko yang terdapat dalam PP No. 60 Tahun 
2008. Pada Gambar 2.9 terlihat bahwa kebutuhan tahap awal 
penilaian risiko, yaitu pemahaman terhadap proses bisnis instan-
si pemerintah dapat dipenuhi dengan langkah identifikasi proses 
bisnis pada kerangka kerja FMEA. Identifikasi proses bisnis ini 
tentunya disesuaikan dengan ketentuan penataan tata laksana pe-
merintahan, sesuai Permenpan-RB Nomor 12 Tahun 2011. Tahap-
an kedua, yaitu identifikasi risiko dijelaskan secara lebih detail 
pada kerangka kerja fuzzy-FMEA. Tahap ini diawali dengan proses 
brainstorming terhadap proses bisnis yang akan dianalisis risikonya, 
kemudian melakukan identifikasi terhadap mode (jenis), dampak, 
kemung kinan, penyebab, dan metode deteksi risiko. Selanjutnya 
adalah menentukan skala penilaian risiko yang terdiri atas skala 
severity (S) yang menunjukkan tingkat keparahan dampak risiko, 
skala occurrence (O) yang menunjukkan tingkat kemungkinan ter-
jadinya risiko, dan skala detection (D) yang menunjukkan ting-
kat kesulitan mende teksi risiko. Langkah identifikasi risiko pada 
fuzzy-FMEA membantu memberikan gambaran detail mengenai 
langkah identifikasi risiko yang tidak dijelaskan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Setelah identifikasi risiko, 
tahapan dilanjutkan dengan penilaian risiko. Keluaran analisis 
risiko dengan fuzzy-FMEA adalah nilai F-RPN hasil fungsi fuzzy 
dari nilai dampak kegagalan (S), penyebab kegagalan (O), dan 
metode deteksi (D) yang kemudian digunakan untuk menentu-
kan nilai prioritas risiko. Semakin besar nilai F-RPN, prioritas 
risiko semakin tinggi. Prioritas nilai F-RPN ini dijadikan sebagai 
dasar tin dakan perbaikan dan pencegahan serta evaluasinya. Lang-
kah-langkah tersebut selaras dengan kerangka dasar tahapan pe-
nilaian risiko, rencana tindak serta tahap pengawasan dan evaluasi 
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pada penilaian risiko dalam PP No. 60 Tahun 2008. Nilai F-RPN 
pada kerangka fuzzy-FMEA diukur kembali untuk melihat efek-
tivitas tindakan pengen dalian risiko dan menjadi bahan masukan 
perbaikan terha dap bisnis proses. 

H. Kontekstualisasi Fuzzy-Failure Mode and Effect 
Analysis (Fuzzy-FMEA)

Metode Fuzzy-FMEA pada buku ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan penilaian risiko pada instansi pemerintah yang diper-
syaratkan PP No. 60 Tahun 2008. Jika kita memandang fuzzy-
FMEA sebagai sebuah sistem, metode atau alat baru yang akan 
diterapkan dalam sebuah organisasi, tentunya penting memper-
hatikan kesesuaiannya terhadap konteks organisasi (BSN, 2011). 
Jika kita pandang fuzzy-FMEA secara spesifik sebagai bagian dari 
manajemen risiko, SNI ISO 31000:2011 menyebutkan bahwa 
penting memperhatikan konteks organisasi yang akan menerapkan 
manajemen risiko sehingga sistem yang diterapkan dapat berjalan 
efektif. 

Institusi pemerintah sebagai sebuah organisasi yang berada da-
lam struktur pemerintahan tentunya memiliki fungsi, tugas, tang-
gung jawab, dan wewenang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundangan. Instansi pemerintah secara umum dibentuk dalam 
rangka menjalankan tugas pemerintahan untuk menjamin kese-
jahteraan rakyat dengan menjalankan fungsi administratif dan sub-
stantif yang ditetapkan peraturan perundangan. Untuk itu, segala 
hal yang berkaitan dengan penjalanan fungsi institusi pemerintah 
dan sistem yang mendukungnya harus memenuhi persyaratan pe-
rundangan yang melekat pada instansi pemerintah. Fuzzy-FMEA 
merupakan sebuah sistem yang ditawarkan sebagai alternatif agar 
instansi pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dalam 
melakukan penilaian risiko seperti yang diamanatkan PP No. 60 
Tahun 2008. Kontekstualisasi fuzzy-FMEA terhadap karakteristik 
instansi pemerintah penting dilakukan untuk memastikan efektivi-
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tas metode ini dalam penerapannya. Fuzzy-FMEA harus memenuhi 
persyaratan penilaian risiko yang ditetapkan pada Peraturan Pemer-
intah Nomor 60 Tahun 2008, kesesuaian fuzzy-FMEA berdasarkan 
konteks peraturan perundangan sudah dijelaskan sebelumnya pada 
Bab 2 Subbab G.

Selain konteks pemenuhan peraturan perundangan, aspek bu-
daya, struktur organisasi, kompetensi sumber daya, dan  anggaran 
juga merupakan aspek yang penting dipertimbangan untuk  proses 
adopsi sistem atau metode tertentu dalam sebuah organisasi. 
 Deshpande dan Webster (1989 dalam Ke & Wei, 2008) mendefi-
nisikan budaya organisasi sebagai “set of shared assumptions and 
understanding about organization functioning”. Hung, Huang, Lin, 
dan Tsai (2005) serta Ke dan Wei (2008) menyebutkan budaya 
organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pe-
nerapan sistem atau metode baru pada sebuah organisasi. Budaya 
organisasi terbukti secara sig nifikan berpengaruh positif terhadap 
keberhasilan penerapan sistem baru (Senarathna, Warren, Yeoh, & 
Salzman, 2014). 

Cameron dan Quin (2006) membagi budaya ke dalam empat 
kategori besar berdasarkan nilai inti yang dimiliki organisasi dalam 
melakukan penilaian, yaitu clan, adhocracy, hierarchy, dan market. 
Tipe budaya clan adalah tipe budaya organisasi yang menganut 
pada sistem organisasi keluarga yang memiliki karakteristik seperti 
berbagi nilai dan tujuan, kompak, partisipatif, individualis, dan 
ada rasa kekitaan. Tipe budaya adhocracy merupakan tipe budaya 
organisasi yang paling responsif terhadap kondisi hiperturbulen 
yang bersifat temporal, spesialis, dan dinamis. Organisasi adhocracy 
memiliki keyakinan “tents rather than palaces” untuk menunjukkan 
fleksibilitas organisasi ini ter hadap kondisi baru yang muncul. 
Kecepatan adaptasi, fleksibilitas, kreativitas pada kondisi ketidak-
pastian, ambigu, dan kelebihan informasi merupakan tujuan yang 
ingin dicapai organisasi dengan budaya adhocracy. Tipe budaya 
hierarchy merupakan budaya yang dilahirkan dari atribut klasik 
birokrasi yang diperkenalkan oleh Weber pada tahun 1947. Tipe 
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budaya ini cocok untuk organisasi yang ingin mewujudkan kondisi 
organisasi yang efisien, reliabel, kelancaran operasi, dan keluaran 
yang pasti. Organisasi yang menganut budaya ini dapat mencapai 
kesuksesannya jika menerapkan nilai-nilai kejelas an garis otoritas 
pengambilan keputusan, aturan, dan prosedur yang memiliki stan-
dardisasi serta memiliki mekanisme pengendalian dan akuntabilitas 
yang standar. Cameron dan Quinn (2006) menekankan bahwa 
organisasi dengan budaya ini disatukan oleh aturan dan kebijakan 
formal. 

Berbeda dengan ketiga jenis budaya organisasi yang lain-
nya, tipe budaya market menyadarkan nilai organisasi pada biaya 
transaksi dalam rangka mencapai tujuan orga nisasi. Tipe budaya 
market bukan menjadikan organisasi berfungsi menjadi pemasar-
an, namun lebih kepada menjadikan organisasi adalah pasar itu 
sendiri. Organisasi yang menerapkan budaya ini fokus pada tran-
saksi pemangku kepentingan internal, seperti pelanggan kontraktor, 
pemasok, regulator dan lainnya yang dilakukan untuk mencapai 
organisasi yang berdaya saing dan produktif. Profitabilitas dan 
memiliki basis pelanggan yang aman merupakan sasaran utama 
sebuah organisasi (Cameron dan Quinn, 2006).

Jika kita analisis instansi pemerintah dengan menggunakan 
pende katan nilai yang ada pada keempat tipe budaya organisasi 
di atas, instansi pemerintah masuk ke dalam organisasi tipe hier-
archy, terlihat dari peraturan dan struktur formal yang ada. Da-
lam beberapa kondisi, instansi pemerintah juga menerapkan tipe 
adhocracy dengan adanya kecenderungan pembentukan tim ad hoc 
yang dipilih untuk menghadapi permintaan perubahan baru pada 
organisasi, misalnya tim pengawas kegiatan, tim satgas SPIP atau 
kelompok kerja lain yang dibentuk dengan tujuan membantu pen-
capaian tujuan instansi pemerintah. Pada tipe hierarchy ini, tentu-
nya penilaian risiko juga diharuskan memiliki prosedur dan aturan 
yang memiliki standar serta mengacu pada peraturan perundangan 
yang melekat pada instansi pemerintah. Kerangka penilaian risiko 
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fuzzy-FMEA berdasarkan hasil analisis (penjelasan lebih lanjut pada 
Bab 2 Subbab G) memiliki fleksibilitas yang cukup baik untuk 
diterapkan sesuai persyaratan PP No. 60 Tahun 2008 mengenai 
kewajiban penilaian risiko pada instansi pemerintah. Proses pelak-
sanaan penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA juga dapat dilakukan 
oleh tim ad hoc dengan pimpinan instansi pemerintah sebagai pe-
nanggung jawab. Hal ini menyimpulkan bahwa fuzzy-FMEA sesuai 
untuk konteks instansi pemerintah.

Struktur organisasi juga berperan dalam proses adopsi sebuah 
sistem (Bayo-Moriones & Lera-López, 2007; Pierce & Delbecq, 
1977). Struktur instansi pemerintah di Indonesia secara umum 
menerapkan struktur organisasi mekanistik yang merupakan orga-
nisasi dengan struktur kendali, otoritas, dan komunikasi hirarkis 
(Burns & Stalker, 1961 dalam Courtright, Fairhurst, & Rogers, 
1989). Lai dan Guynes (1997) menyampaikan bahwa struktur 
organi sasi organik lebih siap menerima perubahan, namun Wil-
liams (1994 dalam Lai & Guynes, 1997) menyatakan bahwa or-
ganisasi mekanistik cenderung lebih efisien dalam proses adopsi 
karena resistensi dari level manajemen tingkat bawah dapat di-
hindari jika manajemen senior atau puncak memiliki komitmen 
untuk mendukung adopsi. Moch dan Morse (1977 dalam Lai 
& Guynes, 1997) menyebutkan bahwa kesulitan pada organisasi 
mekanistik adalah kemauan manajemen senior untuk mengadopsi 
sistem baru. Jika jajaran manajemen senior atau puncak sudah 
mengambil keputusan adopsi, manajemen pada tingkat bawah se-
cara otomatis akan mengikuti. Manajemen senior merupakan ele-
men yang bertanggung jawab sejak awal proses penentuan lingkup 
penilaian risiko, penentuan bobot kriteria risiko, pengendalian 
risiko ataupun evaluasi penerapan tindakan pengendalian risiko. 
Metode fuzzy-FMEA memberikan peran besar bagi manajemen 
senior dalam proses penilaian risiko. Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2008 menyebutkan secara eksplisit bahwa penanggung 
jawab penilaian risiko adalah pimpinan instansi pemerintah, dan 
peran tersebut diakomodasi oleh metode Fuzzy-FMEA. 
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Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah sumber 
daya manusia aparatur. Keluaran yang diharapkan dari area ini 
adalah tercapainya sumber daya manusia aparatur yang berintegri-
tas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. 
Proses rekrutmen yang profesional dan penetapan standar kom-
petensi setiap jabatan serta fungsi aparatur merupakan salah satu 
usaha mewujudkan hal tersebut. Instansi pemerintah menetapkan 
jenjang pendidikan aparatur minimal lulusan pendidikan ting-
gi (diploma dan sarjana) sebagai upaya pendorong terpenuhinya 
kualifikasi sumber daya manusia aparatur yang berkualitas. Pen-
didikan atau kemampuan dapat mendorong adopsi dan difusi 
inovasi (Raho, Belohlav, & Fiedler, 1987 dalam Lai & Guynes, 
1997; Bayo-Morionesa & Lera-López, 2007) sehingga konteks 
kompetensi sumber daya manusia merupakan konteks yang pen-
ting diperhatikan dalam proses adopsi sebuah sistem atau metode 
baru dalam organisasi. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkat an 
jumlah aparatur instansi pemerintah berpendidikan tinggi yang 
se mula pada tahun 2007 sebanyak 2.308.813 orang menjadi 
3.116.733 orang pada tahun 2014, naik sekitar 35% atau sekitar 
5 % pertahun (BPS, 2015). Jika dilihat presentasi kenaikan yang 
hanya 5% pertahun, jumlah tersebut dapat dikatakan cukup kecil. 
Namun, jika dilihat berdasarkan proporsi antara jumlah aparatur 
berpendidikan diploma dan sarjana dibandingkan aparatur berpen-
didikan sekolah dasar sampai SLTA, terjadi perubahan proporsi. 
Pada tahun 2007 perbandingannya 57%:43% menjadi 70%:30% 
pada tahun 2014. Jika melihat kondisi tersebut, terlihat upaya pe-
merintah meningkatkan profil kompetensi aparatur dalam rangka 
peningkatan kualitas layanan. 

Metode fuzzy-FMEA merupakan metode penilaian risiko yang 
cukup kompleks, namun jika mempertimbangkan sumber daya 
aparatur yang dimiliki instansi pemerintah saat ini, tentu saja 
kompleksitas tersebut dapat diatasi. Kesulitan penerapan metode 
fuzzy-FMEA terletak terdapat pada proses ana lisisnya, tetapi proses 
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identifikasi risikonya memiliki prinsip yang sama dengan proses 
identifikasi risiko pada umumnya, termasuk metode yang diperke-
nalkan pada panduan BPKP. Penjelasan pada buku ini diharapkan 
dapat membantu langkah penerapan metode fuzzy-FMEA yang 
diharapkan dapat memastikan hasil analisis risiko yang dilakukan 
instansi pemerintah lebih presisi sehingga keputusan yang tepat 
dapat diambil oleh instansi pemerintah terkait risiko.

Dalam menjalankan fungsinya, instansi pemerintah tidak ter-
lepas dari kebutuhan akan pemenuhan anggaran yang bersumber 
dari APBN, dan tidak dapat dipungkiri kondisi APBN Indonesia 
memiliki keterbatasan. Prioritas penggunaan anggaran ditentu-
kan melalui proses pengambilan keputusan berdasarkan usulan 
pemerin tah dan pertimbangan badan legislatif, yaitu Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR). Penyusunan anggaran harus sesuai dengan 
rencana kerja yang diusulkan pemerintah, salah satunya adalah 
reformasi biro krasi. Penilaian risiko merupakan salah satu unsur 
Sistem Pengen dalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditujukan da-
lam rangka pengawasan dan jaminan akuntabilitas kinerja birokrasi 
yang dalam implementasinya membutuhkan unsur ketersediaan 
dana. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memperbo-
lehkan penilaian risiko dengan menggunakan metode kualitatif, 
semikuantitatif ataupun kuantitatif. Penekanan utamanya adalah 
pemenuhan persyaratan metode yang memiliki kemampuan pe-
meringkatan dan mampu melakukan identifikasi risiko faktor in-
ternal, eksternal serta faktor lainnya yang dapat meningkatkan 
risiko. Fuzzy-FMEA memiliki kemampuan tersebut. Fuzzy-FMEA 
merupakan metode penilaian risiko kualitatif yang dari segi biaya 
relatif murah dan dipandang lebih efisien untuk kondisi ABPN 
yang terbatas jika dibandingkan dengan metode penilaian risiko se-
mikuantitatif dan metode kuantitatif. Selain itu, metode kualitatif 
juga cocok dipilih untuk organisasi yang berada pada tahap awal 
penerapan manajemen risiko dan memiliki keterbatasan untuk 
penyediaan informasi risiko yang bersifat kuantitatif. Kompleksitas 
penilaian risiko dengan metode ini tentunya lebih rendah diban-



Penilaian Risiko Instansi ...80

dingkan dengan metode semikuantitatif maupun kuantitatif. ISO 
9001:2015 menjelaskan bahwa dalam hal menangani risiko, organ-
isasi harus melakukannya secara proporsional. Biaya dan sumber 
daya yang dikeluarkan untuk melakukan penilaian risiko harus leb-
ih kecil dari manfaat yang akan diterima. Berdasarkan pemaparan 
tersebut, metode Fuzzy-FMEA secara substansi mampu memenuhi 
persyaratan peraturan perundangan dan lebih efisien dari segi ang-
garan. 
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BAB 3

Penilaian Risiko  
dengan Fuzzy-FMEA

 TUJUAN:

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat:
1. Mengetahui tahapan penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA.
2. Mengetahui langkah penentuan lingkup analisis.
3. Mengetahui langkah identifikasi pemangku kepentingan, 

fungsi, persyaratan, dan spesifikasi.
4. Mengetahui langkah identifikasi mode kegagalan, 

penyebab, dampak, dan sistem pengendaliannya. 
5. Mengetahui langkah penentuan skala penilaian risiko dan 

pembobotan kriteria risiko.
6. Mengetahui langkah penentuan fuzzy inference system.
7. Mengetahui langkah penilaian risiko dengan matriks risiko.
8. Mengetahui langkah perhitungan nilai risiko dan 

pemeringkatan risiko.
9. Mengetahui langkah tindakan perbaikan dan pencegahan 

serta evaluasi hasil penilaian risiko.
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A. Tahapan Penilaian Risiko dengan Fuzzy-FMEA
Proses penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA terdiri atas 15 tahap-
an, yaitu tahapan penentuan ruang lingkup; identifikasi fungsi, 
persyaratan, dan spesifikasi; identifikasi mode kegagalan potensial; 
identifikasi penyebab kegagalan; identifikasi dampak ke gagalan, 
identifikasi sistem pengendalian; penentuan skala penilaian risiko; 
pembobotan kriteria S, O, dan D; penentuan fuzzy inference sys-
tem; penilaian risiko dengan matriks risiko; perhitungan nilai ri-
siko (RPN dan F-RPN); prioritisasi risiko, tindakan perbaikan 
dan pencegahan; dan evaluasi hasil. Tahapan tersebut dapat dilihat 
pada Diagram Alir Penilaian Risiko dengan Fuzzy-FMEA pada 
Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penilaian Risiko dengan Fuzzy-FMEA
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B. Penentuan Ruang Lingkup 
Penentuan ruang lingkup analisis risiko merupakan langkah per-
tama yang harus dilakukan sebelum melangkah pada proses pe-
nilaian risiko. Lingkup analisis akan menjadi dasar sejauh mana 
analisis risiko akan dilakukan dan menentukan tujuan analisis 
risiko yang ingin dicapai agar proses penilaian risiko berjalan se-
suai harapan. Penentuan lingkup analisis dapat dilakukan dengan 
menggunakan beberapa perangkat pendukung, yaitu diagram alir, 
matriks hubung an, gambar, sketsa, skema, dan bill of material. 
Proses penentuan lingkup analisis dapat dilakukan dengan melaku-
kan identifikasi proses bisnis yang akan dianalisis. 

Salah satu faktor penentu efektivitas penilaian risiko suatu 
ke  giatan adalah tingkat pemahaman tim penilai risiko mengenai 
proses bisnis yang akan dinilai. Proses bisnis ini menjadi acuan tim 
penilai risiko untuk memahami proses operasional yang terjadi dan 
bagaimana mencatat semua informasi yang relevan untuk kepen-
tingan identifikasi dan analisis risiko. Identifikasi proses bisnis 
me rupakan tahap lanjutan setelah penentuan lingkup analisis pada 
tahapan penilaian risiko yang merupakan tahap penting agar hasil 
penilaian risiko dapat menghasilkan daftar, status, dan peta risiko 
yang tepat. Pemahaman terhadap proses bisnis yang akan dinilai 
dapat menghasilkan suatu kertas kerja yang memuat informasi ten-
tang alur, prosedur, formulir, instrumen pengendalian lainnya, dan 
informasi umum atas suatu kegiatan. Identifikasi proses bisnis juga 
penting dilakukan untuk memastikan seluruh tim penilai memiliki 
pandangan yang sama mengenai proses yang akan dinilai. Jika 
bisnis proses belum didefinisikan atau tidak tersedia, tim penilai 
risiko harus mendefinisikan proses yang akan dinilai risikonya, 
bahkan dapat meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan 
proses bisnis yang berjalan jika diperlukan. 

Secara umum, pembuatan proses bisnis lebih baik diawali 
de ngan mengikuti alur proses secara bertahap saat proses tersebut 
berlangsung. Setiap langkah proses dilakukan secara berurutan dan 
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diperhatikan secara seksama serta dicatat atau direkam sesuai de-
ngan kondisi nyata proses. Pada proses ini tim dapat meminta 
bantuan penanggung jawab proses jika ada proses detail yang ingin 
diketahui dan memastikan memiliki kesamaan pemahaman menge-
nai proses yang ditinjau. Langkah pembuatan proses bisnis dapat 
dilihat pada Gambar 3.2.

Berjalan melalui 
proses

Pengujian  
laju alir

Kaji ulang  
dan revisi

Penyesuaian 
simbol proses  

dan aliran

Pengelompokan 
dan pengorgani-
sasian langkah-
langkah proses

Mulai

Selesai

Gambar 3.2 Langkah Penyusunan Proses Bisnis

Pada langkah “berjalan melalui proses”, ada dua tahap yang 
dilakukan, yaitu melakukan identifikasi proses secara keseluru-
han dan mencatatnya. Pengelompokan subproses ke dalam proses 
besar dan pengaturan langkah proses dengan urutan yang benar 
dilakukan pada langkah “pengelompokan dan pengorganisasian 
langkah-langkah proses”. Langkah “penyesuaian simbol proses dan 
aliran” merupakan penyesuaian aliran proses yang telah dibuat de-
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ngan simbol-simbol yang berlaku secara umum, kemudian melaku-
kan pengecekan untuk memastikan tidak ada proses yang terlewat. 
Setelah ketiga proses sebelumnya sudah dilalui, hubungkan dengan 
anak panah untuk menentukan arah proses. Selanjutnya, “penguji-
an laju alir” merupakan simulasi proses sesuai dengan aliran proses 
yang dibuat. Langkah terakhir, melakukan revisi terhadap laju alir 
yang telah dibuat jika masih belum sesuai dengan kebutuhan pro-
ses yang sesungguhnya. 

Langkah penyusunan proses bisnis pada Gambar 3.2 sesuai 
dengan pedoman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) yang dituangkan dalam Perka BPKP Nomor PER-688/K/
D4/2012. Pedoman ini menjelaskan bahwa bagi instansi pemerin-
tah yang belum mempunyai Kebijakan Standard Operating Proce-
dure (KSOP), tim penilaian dapat memperoleh infomasi mengenai 
alur proses melalui wawancara, telaah dokumen, pengamatan, dan 
pendekatan lainnya yang dipandang perlu. Data yang diperoleh 
kemudian dituangkan menjadi sebuah bagan alir kegiatan dan 
pengendalian yang dilengkapi dengan narasinya. Bagan alir yang 
telah dibuat dapat dijadikan KSOP jika dilengkapi informasi yang 
mencakup anggaran, ruang lingkup, waktu, lokasi, masukan, kelu-
aran, pihak terkait, ketentuan atau peraturan yang relevan, sarana 
dan prasarana terkait serta lampiran formulir dan instrumen lain 
yang diperlukan.

Penentuan proses bisnis atau tata laksana institusi pemerin-
tahan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2011. 
Bisnis proses dibuat melalui serangkaian analisis dengan tujuan 
efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang 
jelas, efektif, efisien, dan terukur pada setiap institusi pemerintah. 
Pembuatan proses bisnis ini harus memerhatikan visi, misi, dan 
sasaran strategis, tugas dan fungsi serta keluaran sebuah institusi 
pemerintah. Proses bisnis yang baik diharapkan dapat memperbaiki 
kinerja pelayanan publik secara signifikan. 



Penilaian Risiko Instansi ...86

Proses bisnis secara garis besar menurut Permenpan dan RB 
Nomor 12 Tahun 2011 didefinisikan sebagai “sekumpulan aktivitas 
ker ja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran 
yang sesuai dengan kebutuhan pengguna”. Proses bisnis institu-
si pemerintah diwujudkan dalam bentuk SOP yang merupakan 
doku men tertulis yang memuat prosedur kerja secara rinci, tahap 
demi tahap, dan sistematis. Siklus Penataan Tata Laksana (business 
process) menurut Permenpan dan RB No. 12 Tahun 2011 dapat 
dilihat pada Gambar 3.3.

Perancangan

Analisis 
Kebutuhan

Pemberlakuan

Monitoring

Evaluasi Implementasi

Sumber: Permenpan dan RB No.12 (2011)
Gambar 3.3 Siklus Penataan Tata Laksana (Business Process)

Operasi pembentukan proses bisnis diawali dengan melaku-
kan analisis kebutuhan terkait kegiatan yang akan dibuat pro-
ses bisnisnya. Pada tahap kedua dilakukan perancangan dengan 
meng gunakan pendekatan pemodelan proses dengan menggunakan 
prinsip dan manfaat proses bisnis yang dikehendaki, yaitu efek-
tivitas dan efisiensi sistem. Pemodelan ini harus implementatif 
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dan diketahui keberhasilannya dengan melakukan pengujian atau 
simulasi yang kemudian baru dapat diberlakukan untuk kegiatan 
instansi. Instansi harus menyediakan infrastruktur pendukung be-
rupa teknologi informasi yang memadai agar proses bisnis ini bisa 
berjalan. Proses bisnis yang sudah berjalan dipantau dan secara 
berkelanjutan dievaluasi kehandalannya.

Agar diperoleh data yang tepat pada penyusunan proses bisnis 
maka dapat digunakan metode pengambilan data sebagai berikut. 
1) Focus Group Discussion (FGD)

Irwanto (2006) mendefinisikan FGD adalah “suatu proses 
pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai 
suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui dis-
kusi kelompok”. FGD dipilih karena memiliki kelebihan, 
yaitu narasumber dapat lebih terbuka dan merasa dipercaya 
serta dipahami sehingga akan diperoleh data yang lebih men-
dalam. Selain itu, adanya peluang diskusi yang lebih intensif 
dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik.

2) Wawancara
Wawancara adalah “proses memperoleh keterangan untuk 
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil berta tap 
muka antara si pewawancara dan responden dengan meng-
gunakan alat yang disebut panduan wawancara” (Nazir, 2011, 
193). Dalam sebuah penelitian, wawancara dilakukan untuk 
menggali data dan informasi yang dibutuhkan mengenai hal-
hal yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Wawancara bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 
wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara ter-
struktur dilakukan jika sudah diketahui informasi yang ingin 
diperoleh dan sudah mempersiapkan pedoman wawancara 
berisi kemungkinan pertanyaan yang akan ditanyakan. Wa-
wancara tidak terstruktur merupakan proses wawancara yang 
dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara yang 
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sistematis dan biasanya hanya berupa garis besar permasalah-
an yang ingin diketahui.

3) Observasi
Observasi adalah proses pengumpulan data primer dalam pe-
nelitian ilmiah dengan melakukan pencatatan informasi me-
ngenai subjek, objek pelaksanaan suatu kegiatan atau serang-
kaian kegiatan dalam rentang waktu tertentu, tanpa adanya 
komunikasi dengan individu yang diteliti (Indriantoro dan 
Supomo, 1999). Observasi dapat dilakukan dalam bebera-
pa cara, yaitu observasi secara langsung (direct observation), 
observasi terhadap perilaku dan lingkung an sosial, observasi 
mekanik, ataupun dengan observasi ter hadap dokumen. 

C. Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder)
Proses penentuan pemangku kepentingan merupakan langkah ke-
dua dari proses penilaian risiko. Proses analisis pemangku kepen-
tingan harus dilakukan untuk mengetahui pihak mana yang akan 
mengalami kerugian, berpotensi menerima dampak kegagalan atau 
pihak yang mengalami risiko. Pada konteks ini, yang dimaksud 
dengan pemangku kepentingan adalah pelanggan atau pengguna 
akhir, pemasok, termasuk di dalamnya pemerintah yang terkait 
dengan lingkup analisis risiko. Identifikasi pemangku kepenting-
an ini bermanfaat karena pengetahu an mereka mengenai lingkup 
risiko (proses atau produk) penting untuk membantu mendefi-
nisikan fungsi, persyaratan, dan spesifikasi proses atau produk yang 
akan dianalisis. 

Pemangku kepentingan merupakan pihak yang akan terke-
na dampak, baik langsung maupun tidak langsung, dari kegaga-
lan yang terjadi. Mereka dapat membantu memberikan ukuran 
dampak kerugian yang akan dialami jika kegagalan terjadi dan 
menjadi salah satu parameter penentu tujuan analisis risiko. Pro-
ses identifikasi pemangku kepentingan dapat dilakukan de ngan 
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melakukan kajian pada proses bisnis yang akan dianalisis nilai 
risikonya. 

D. Identifikasi Fungsi, Persyaratan, dan Spesifikasi 
Proses identifikasi fungsi, persyaratan, dan spesifikasi dilakukan un-
tuk mengklarifikasi tujuan dari desain (analisis risiko produk) dan 
tujuan proses (analisis risiko proses). Langkah ini juga merupakan 
langkah awal sebelum memulai melakukan identifikasi mode ke-
gagalan potensial. Langkah awal identifikasi bisa dilakukan dengan 
mengkaji secara bertahap, baik produk (desain produk) maupun 
proses (melihat bisnis proses) yang akan dianalisis risikonya. Iden-
tifikasi fungsi, persyaratan, dan spesifikasi pada dasarnya bertujuan 
untuk menentukan sumber mode kegagalan potensial pada produk 
atau proses yang termasuk dalam lingkup analisis. 

Identifikasi fungsi biasanya dilakukan secara bertahap pada 
setiap proses atau elemen produk. Persyaratan proses maupun pro-
duk menjadi data pendukung yang dapat menjadi acuan ketika 
proses atau produk tidak memenuhi persyaratan; kondisi tersebut 
juga bisa dikatakan mode kegagalan. Jika analisis risiko dilaku-
kan untuk desain produk, spesifikasi teknis menjadi acuan untuk 
menentukan mode kegagalan. Jika elemen pada produk yang me-
ngalami penyimpangan dari spesifikasinya, kondisi munculnya hal 
tersebut dapat dikatakan sebagai mode kegagalan desain produk 
tersebut. Segala bentuk penyimpangan pada fungsi, persyaratan, 
dan spesifikasi, baik produk maupun proses, dapat menjadi sumber 
potensial risiko kegagalan. 

E. Identifikasi Mode Kegagalan Potensial
Mode kegagalan merupakan kondisi di mana produk maupun 
pro ses tidak dapat memenuhi persyaratan proses atau desain yang 
da pat bersumber dari dampak kegagalan proses sebelumnya dan 
penyebab kegagalan pada proses berikutnya. Kegagalan dapat 
dikategorikan ke dalam empat jenis kegagalan, yaitu proses atau 
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produk tidak berfungsi secara total atau tidak dapat dioperasikan; 
tidak memenuhi spesifikasi secara keseluruhan; memenuhi spesi-
fikasi, tetapi tidak dapat berfungsi penuh karena ada pengaruh 
faktor luar, misalnya suhu, kelembaban, dan lingkungan; dan 
mengalami kegagalan interaksi proses atau elemen produk setelah 
integrasi. 

Mode kegagalan juga dapat digambarkan sebagai kondi-
si bagaimana kegagalan alat atau proses muncul atau berasal. 
Kegagal an bisa muncul pada kondisi ketika operasi tidak dapat 
dijalankan sebagaimana mestinya atau saat operasi tidak dapat 
dihentikan. Kegagalan dapat muncul juga ketika operasi yang 
dilakukan melebihi kapasitas (overload). Selain itu, kegagalan juga 
dapat terjadi jika produk atau proses digunakan atau dioperasikan 
pada kondisi dini pada saat produk atau proses masih belum dapat 
digunakan secara stabil. 

F. Identifikasi Penyebab Kegagalan 
Penyebab kegagalan merupakan sebab terjadinya kegagalan, baik 
pada proses maupun produk. Penyebab kegagalan merupakan ala-
san suatu proses atau produk tidak dapat berfungsi atau beroperasi 
sesuai yang dikehendaki. Komponen penyebab kegagal an dapat 
dari berbagai sumber, di antaranya adalah kesalahan pengope rasian 
atau penggunaan alat (method), ketidakcakapan operator atau peng-
guna produk terhadap persyaratan yang melekat pada produk atau 
proses (man) atau kinerja mesin tidak sesuai (machine). Selain 
itu, penyebab lain yang dapat menyebabkan kegagalan, misalnya 
kondisi lingkungan atau masukan atau bahan yang digunakan pada 
proses atau produk. 

Identifikasi penyebab kegagalan penting dilakukan untuk me-
ngetahui akar permasalahan yang sebenarnya sehingga ada ketepat-
an tindakan perbaikan dan pencegahan atas kegagalan tersebut. 
Identifikasi penyebab kegagalan dapat dibantu dengan pendekatan 
akar masalah (root cause analysis) dan metode yang umum dipakai 
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untuk mengetahui penyebab, misalnya cause and effect matrix dan 
fishbone diagram. 

G. Identifikasi Dampak Kegagalan 
Dampak kegagalan adalah efek yang ditimbulkan karena adanya 
kegagalan, baik pada proses maupun produk yang dirasakan oleh 
pihak pengguna (end user) ataupun pemangku kepentingan yang 
terkait dengan produk atau proses. Dampak kegagalan ini juga 
dapat dirasakan, baik oleh pelanggan internal maupun eksternal. 
Pelanggan internal adalah pihak atau elemen yang terkait secara 
langsung pada proses atau produk, sedangkan pelanggan ekster-
nal adalah pengguna akhir dari proses atau pun produk. Contoh 
dampak kegagalan, misalnya rasa sakit yang dialami oleh pelanggan 
akibat kesalahan penggunaan produk atau kerugian yang dialami 
perusahaan akibat produk yang dibuat cacat. 

Identifikasi dampak tidak dapat dipisahkan dari identifikasi 
mode kegagalan sehingga baru dapat dilakukan jika sudah diketa-
hui mode kegagalannya. Dampak kegagalan secara umum dapat 
dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu tidak signifikan, mi-
nor, moderat, mayor, dan katastropik. Dampak ini dapat diukur 
dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah value 
at risk yang digunakan untuk mengetahui dampak jika diketahui 
data historik dampak yang sama yang pernah terjadi sebelumnya. 
Biasanya dampak kerugian dikonversi ke dalam bentuk rupiah. 
Ukuran dampak juga dapat dinyatakan berdasarkan pengaruhnya 
terhadap kesehatan manusia, misalnya apakah dampak kegagalan 
ini dapat menyebabkan meninggal dunia atau kondisi kritis. Ukur-
an dampak lainnya juga bisa dilihat terhadap ukuran lingkungan, 
misalnya tingginya pencemaran limbah perairan dan lain-lain. Pada 
dasarnya ukuran dampak ini bergantung pada lingkup analisis ri-
sikonya itu sendiri dan pihak yang terkait atau dirugikan dengan 
adanya kegagalan yang terjadi. Pada analisis dengan fuzzy-FMEA 
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tingkat keparahan dampak yang terjadi karena kegagalan merupa-
kan kriteria severity yang dinotasikan dengan huruf S. 

H. Identifikasi Sistem Pengendalian 
Sistem pengendalian atau alat deteksi kegagalan merupakan sebuah 
cara yang digunakan untuk mendeteksi, baik kegagalan yang sudah 
terjadi maupun mencegah kegagalan terjadi. Sistem kendali atau 
deteksi kegagalan penting didefinisikan dengan jelas agar kegaga-
lan dapat diketahui dan dikendalikan sejak awal. Sistem kendali 
ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendali untuk pence-
gahan dan kendali deteksi. Kendali pencegahan bertujuan untuk 
menghilangkan penyebab kegagalan juga mengurangi probabilitas 
kegagalan itu terjadi, sedangkan kendali deteksi berfungsi untuk 
mengetahui mode dan penyebab kegagalan sehingga dapat segera 
dilakukan tindakan perbaikan.

McCaffrey dan Hagg-Rickert (2009) menjelaskan ada bebe-
rapa langkah atau teknis dalam rangka mengendalikan risiko ke-
gagalan. Teknik pertama adalah penghindaran dari paparan (expo-
sure avoidance) yang digunakan untuk menghilangkan kegagalan 
mendekati titik nol. Teknik ini dipilih karena risiko kegagalan sa-
ngat serius dan hanya efektif jika dihindari, bukan hanya diku rangi 
atau dipindahkan. Teknik ini dilakukan dengan menghilangkan ak-
tivitas tertentu yang berisiko. Teknik kedua adalah pencegahan ke-
rugian (loss prevention), yaitu teknik pengendalian dengan mence-
gah kemungkinan kerugian dan memfokuskan pada penurunan 
jumlah kerugian yang terjadi atau penekanan frekuensi kejadian 
kerugian karena kegagalan. Tindakan yang dapat dilakukan, misal-
nya dengan mengkaji ulang prosedur kerja maupun pelatihan staf 
atau operator pelaksana proses. 

Teknik ketiga adalah pengurangan kerugian (loss reduction), 
yaitu metode yang fokus pada pengurangan keparahan dampak 
yang dialami karena terjadinya kegagalan. Metode ini juga me-
nekankan pada pengambilan tindakan agar dampak yang ditim-
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bulkan dari kegagalan tidak semakin parah dan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar, baik finansial maupun sosial. Teknik 
keempat, yaitu pemisahan paparan kerugian (segregation of loss ex-
posure), merupakan teknik pengendalian kegagalan dengan melaku-
kan pemisahan atau isolasi terhadap kegagalan sehingga kegagalan 
tidak berdampak pada elemen atau proses yang lain. Teknik kelima 
adalah pengalihan (non-insurance transfer), yaitu teknik pengalihan 
kerugian karena kegagalan dengan memindahkan tanggung jawab 
kepada pihak lain, misalnya asuransi. 

I. Penentuan Skala Penilaian Risiko 
Berka (1983) menyebut skala secara umum sebagai standar atau 
ukuran, sedangkan Rossi (2014, 45) mendefinisikan skala sebagai 
“serangkaian objek standar yang nilainya telah ditetapkan dengan 
benar”. Skala secara sederhana dapat dilihat sebagai titik tanda 
yang terdapat pada sebuah alat ukur yang memiliki kesamaan ja-
rak. Skala biasanya digunakan untuk mengukur atau menentukan 
tingkatan atau banyaknya sesuatu. Sama halnya dengan pengukur-
an yang lain, pengukuran atau penilaian risiko juga membutuhkan 
skala. Skala dalam penilaian risiko ada tiga, yaitu skala keparahan 
dampak kegagalan (severity), skala  kemungkinan terjadinya kega-
galan (occurrence), dan skala tingkat kemudahan/kesulitan metode 
deteksi dalam mendeteksi kegagalan (detection), dengan rentang 
nilai dari 1 sampai dengan 10. Tahapan penentuan skala dalam 
pengukuran atau penilaian risiko merupakan tahap penting yang 
tidak boleh terlewat. 

Data yang diukur pada penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA 
adalah data kualitatif. Nazir (2011) menjelaskan bahwa penting 
untuk memperhatikan teknik penentuan skala dengan benar pada 
pengukuran dengan data yang bersifat kualitatif. Goods dan Hatt 
(1952 dalam Nazir, 2011) menyatakan bahwa skala penilaian risiko 
ini harus dapat mengubah semua fakta kualitatif menjadi suatu 
urutan kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penilaian risiko 
adalah skala pemeringkatan (rating). Nazir (2011) mengungkap-



Penilaian Risiko Instansi ...94

kan jika penilaian risiko dengan skala hanya dilakukan oleh satu 
orang, penilaian tersebut dianggap tidak reliabel. Contoh skala 
dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3 dalam Bab 
2 Subbab C. Skala tersebut merupakan skala nilai tegas yang akan 
diubah menjadi variabel frekuensi kejadian (O) pada saat peng-
olahan nilai risiko dengan fuzzy-FMEA. Penjelasan mengenai skala 
pengukuran dalam bentuk variabel lingustik dijelaskan lebih lanjut 
pada Subbab K dalam bab ini.

J. Pembobotan Kriteria Risiko S, O, dan D 
Pembobotan terhadap kriteria risiko, yaitu S, O, dan D dilaku-
kan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kriteria 
risiko pada konteks risiko yang akan dinilai. Salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk pembobotan adalah metode hierarchy 
analytical process (AHP). Metode yang dikembangkan oleh Thomas 
L. Saaty pada tahun 1970 ini merupakan salah satu metode peng-
ambilan keputusan yang sudah umum digunakan. Metode ini 
adalah sebuah kerangka pengambilan keputusan terkait persoalan 
yang kompleks yang bertujuan untuk menentukan pilihan terbaik 
dari beberapa alternatif yang dapat diambil. Metode AHP dapat 
menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan 
dengan menentukan masalah terlebih dahulu dan memiliki penge-
tahuan untuk memecahkan masalah tersebut, kemudian membuat 
struktur hierarki dari masalah tersebut. AHP dapat memberikan 
nilai frekuensi kejadian pada pertimbangan subjektif tentang pen-
tingnya tiap variabel yang akan dipilih, kemudian menyintesis ber-
bagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang memiliki 
prioritas paling tinggi.

Suryadi dan Ramdhani (1998) menyampaikan bahwa ada dua 
tahapan utama yang harus dilakukan untuk menggunakan metode 
ini, yaitu menyusun hierarki permasalahan dan menentukan prio-
ritas elemen dengan membuat perbandingan berpasangan, mengisi 
matriks perbandingan berpasangan serta melakukan sintesis terha-



Penilaian Risiko dengan ... 95

dap hasil nilai perbandingan pada matriks. Skala penilaian bobot 
pada AHP dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Skala Penilaian Bobot
Nilai Definisi Penjelasan
1 Sama penting Dua variabel menyumbang sama besar pada 

sifat itu.
3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan pertimbangan sedi kit menyo-

kong satu variabel atas yang lainnya.
5 Jelas lebih penting Pengalaman dan pertimbangan de ngan kuat 

menyokong satu variabel atas va riabel lainnya.
7 Sangat jelas lebih pen ting Satu variabel dengan kuat disokong dan do-

minannya telah terlihat dalam praktik.
9 Mutlak lebih penting Bukti yang menyokong variabel yang satu atas 

variabel lainnya memiliki ting kat penegasan 
tertinggi yang mung kin menguatkan.

2,4,6,8 Nilai-nilai di antara dua 
pertimbangan yang ber de-
katan

Kompromi diperlukan antara dua 
pertimbang an.

Sumber: Saaty (1993)

K. Penentuan Fuzzy Inference System 
Fuzzy inference system (FIS) adalah sistem komputasi yang bekerja 
atas dasar prinsip logika fuzzy yang terdiri atas antarmuka fuzzi-
fikasi, dasar aturan, basis data, unit pengambilan keputusan ser-
ta antarmuka defuzzifikasi (Sivanandam dkk., 2007). FIS dalam 
FMEA digunakan sebagai sistem pendukung keputusan yang mem-
bantu pengolahan nilai risiko metode FMEA untuk mengetahui 
nilai risiko prioritas. Pada FIS FMEA, nilai-nilai tegas S, O, dan 
D dikonversikan oleh unit fuzzifikasi ke nilai fuzzy yang sesuai. 
Hasil pengukuran S, O, dan D yang telah melalui proses fuzzifika-
si tersebut, kemudian diproses kembali oleh unit penalaran dengan 
menggunakan unit basis pengetahuan dan menghasilkan himpunan 
(himpunan-himpunan) fuzzy sebagai keluarannya. Langkah terakhir 
dikerjakan oleh unit defuzzifikasi, yaitu menerjemahkan semua 
himpunan keluaran itu ke dalam nilai F-RPN yang tegas. Struktur 
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dasar inferensi fuzzy untuk analisis risiko fuzzy-FMEA dan penje-
lasannya dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Input fungsi 
keanggotaan

Aturan 
(If-Then)

Output fungsi 
keanggotaan

Fuzzifikasi  
S, O,D

Evaluasi aturan

Defuzzifikasi 
(F-RPN)

Input Fuzzy

Output Fuzzy

Nilai Crisp

S O D

Gambar 3.4 Struktur Fuzzy Inference System untuk Fuzzy-FMEA

1) Fuzzifikasi Variabel S, O, dan D
Proses fuzzifikasi merupakan proses mengubah variabel non 
fuzzy S, O, dan D (variabel numerik) menjadi variabel fuzzy 
(variabel linguistik). Pada konteks analisis risiko, skala 1 sam-
pai dengan 10 yang dimiliki oleh kriteria risiko S, O, dan 
D diubah ke dalam variabel lingustik very low, low, moder-
ate, high, dan very high. Sistem inferensi fuzzy bekerja ber-
dasarkan aturan dan masukan fuzzy. Langkah pertama adalah 
 mengubah masukan tegas (crisp) S, O, dan D menjadi masu-
kan fuzzy S, O, dan D yang dilakukan oleh unit fuzzifikasi. 
Untuk setiap variabel masukan S, O, dan D, fungsi fuzzifikasi 
(fuzzification function) ditentukan untuk mengubah variabel 
masukan tegas S, O, dan D menjadi nilai pendekatan fuzzy. 
Fungsi fuzzifikasi dibuat berdasarkan hasil pembobotan yang 
diperoleh dari proses pembobotan S, O, dan D dengan AHP. 
Proses fuzzifikasi dapat dilakukan setelah menentukan fungsi 
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masukan S, O, dan D. Contoh fungsi masukan (input) dapat 
dilihat pada Gambar 3.5 sampai dengan Gambar 3.7. 

Membership function plots

Input variable 'severity'
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Gambar 3.5 Fungsi Keanggotaan Input Severity

Membership function plots

Input variable 'occurence'
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Gambar 3.6 Fungsi Keanggotaan Input Occurrence
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Membership function plots
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Gambar 3.7 Fungsi Keanggotaan Input Detection

2) Evaluasi Aturan
Evaluasi aturan menggambarkan pengetahuan para ahli me-
ngenai interaksi antara masukan nilai S, O, dan D dan 
ke luaran nilai risikonya (F-RPN) yang direpresentasikan 
dalam aturan jika-maka logika fuzzy. Aturan ini biasanya di-
deskripsikan dalam bentuk kemungkinan, misalnya jika nilai 
S adalah very low, nilai O adalah very low, dan nilai D adalah 
very low maka nilai keluarannya adalah none. Evaluasi aturan 
dapat dilakukan setelah menentukan aturan jika-maka yang 
akan menghubungkan masukan dengan keluaran. 

Penggunaan aturan jika-maka pada logika fuzzy memung-
kinkan pertimbangan yang menyeluruh dari setiap aspek yang 
dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Semakin 
banyak faktor yang dipertimbangkan, semakin banyak atur-
an yang harus dibuat dan membutuhkan seorang ahli atau 
tim ahli yang memiliki pengetahuan tentang hal yang akan 
diputuskan untuk menetapkan aturan tersebut. Jumlah ahli 
tergantung pada jumlah kepakaran yang dibutuhkan. Pem-
buatan aturan jika-maka akan lebih mudah jika dibuat dalam 
bentuk matriks yang memuat semua kemungkinan yang ter-
jadi dan keputusan yang diharapkan. Tabel 3.2 menunjukkan 
contoh matriks untuk pembuatan aturan jika-maka dari suatu 
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pengambilan keputusan dalam produksi barang dengan setiap 
anteseden (input) dan konsekuen (output) memiliki tiga ting-
kat, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Tabel 3.2 Contoh Matriks Pembuatan Aturan Jika-Maka
No. Anteseden 1:  

Permintaan
Anteseden 2:  
Persediaan

Konsekuen 1:  
Produksi

1. Rendah Tinggi Rendah
2. Rendah Sedang Rendah
3. Rendah Rendah Rendah
4. Sedang Tinggi Rendah
5. Sedang Sedang Sedang
6. Sedang Rendah Sedang
7. Tinggi Tinggi Tinggi
8. Tinggi Sedang Tinggi
9. Tinggi Rendah Tinggi

Aturan pertama dari Tabel 3.2 menyatakan bahwa jika jumlah 
permintaan rendah dan persediaan tinggi maka produksi rendah. 
Bagian dari tabel yang sangat membutuhkan keahlian adalah pe-
nentuan konsekuen (output). Dengan menggunakan metode ma-
triks ini, kesalahan duplikasi aturan maupun aturan yang terle-
wat dapat dihindari. Contoh aturan jika-maka dapat dilihat pada 
Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Contoh Aturan If-Then 
Fuzzy-FMEA
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3) Unit Defuzzifikasi (F-RPN)
Unit defuzzifikasi digunakan untuk menghasilkan nilai F- 
RPN yang diinginkan dari suatu daerah hasil konsekuen fuzzy 
yang dibentuk dari keluaran nilai S, O, dan D pada area 
fungi keanggotaan keluaran. Sistem inferensi fuzzy-FMEA 
hanya dapat membaca nilai yang tegas sehingga diperlukan 
suatu mekanisme untuk mengubah nilai fuzzy keluaran RPN 
itu menjadi nilai tegas F-RPN. Oleh karena itu, fungsi utama 
dari unit defuzzifikasi adalah memuat fungsi-fungsi penegasan 
dalam sistem inferensi fuzzy-FMEA. Fungsi keluaran ini ber-
fungsi meng ubah variabel keluaran fuzzy menjadi variabel 
nilai tegas kembali. Fungsi keluaran menunjukkan hubung-
an variabel lingustik dengan nilai tegasnya. Contoh fungsi 
keluar an fuzzy-FMEA dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Membership function plots

Output variable 'FMEA'
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Gambar 3.9 Fungsi Keanggotaan Output 

Berdasarkan Gambar 3.9 dapat diuraikan konversi dari 
variabel keluaran fuzzy menjadi varibel keluaran nilai tegas. 
Interpretasi Gambar 3.9 dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Interpretasi Fungsi Keanggotaan Output 

No. Variabel Output Lingustik Variabel Output Crisp
1 Very low ƒ(x;1,1,200)
2 Low ƒ(x;1,200,400)
3 Medium ƒ(x;200,400,600)
4 Medium high ƒ(x;400,600,800)
5 High ƒ(x; 600,800,1000)
6 Very high ƒ(x;800,1000,1000)

Berdasarkan Tabel 3.3 diperoleh penjelasan fungsi keang-
gotaan sebagai berikut: 
1) Kategori very low (VL)

(200–x)/(200–1)   1 ≤ x ≤ 200
x < 1

x ≥ 200

1

0
ƒ(x;1,1,200= { }

2) Kategori low (L)

    (x–1)/(200–1)          1 ≤ x ≤ 200
(400–x)/(400–200)   200 ≤ x ≤ 400

x < 1

x ≥ 400

0

0
ƒ(x;1,200,400= { }

3) Kategori medium (M)

(x–200)/(400–200)   200 ≤ x ≤ 400
(600–x)/(600–400)   400 ≤ x ≤ 600

x < 200

x ≥ 600

0

0
ƒ(x;200,400,600= { }

4) Kategori medium high (MH)

(x–400)/(600–400)   400 ≤ x ≤ 600
(800–x)/(800–600)   600 ≤ x ≤ 800

x < 400

x ≥ 800

0

0
ƒ(x;400,600,800= { }

5) Kategori high (H)

 

(x–600)/(800–600)     600 ≤ x ≤ 800
(800–x)/(1000–800)   800 ≤ x ≤ 1000

x < 600

x ≥ 1000

0

0
ƒ(x;600,800,1000= { }
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6) Kategori very high (VH)

(x–800)/(1000–800)   800 ≤ x ≤ 1000
x < 800

x ≥ 1000

0

1
ƒ(x;800,1000,1000= { }

L. Penilaian Risiko dengan Matriks Risiko 
Tahapan selanjutnya setelah menentukan sistem inferensi fuzzy 
adalah melakukan penilaian risiko dengan matriks risiko. Matriks 
risiko ini diperoleh dari hasil identifikasi mode kegagalan, dampak 
kegagalan, penyebab, dan metode deteksi kegagalan. Matriks ini 
dibuat untuk mengetahui nilai kriteria risiko S, O, dan D untuk 
setiap mode kegagalan yang ada. Nilai S, O, dan D dari matriks 
ini diperoleh dari skala S, O, dan D (lihat Tabel 2.1 sampai de-
ngan Tabel 2.3) yang kemudian akan digunakan sebagai masukan 
nilai pada sistem inferensi fuzzy untuk memperoleh nilai F-RPN 
atau nilai risiko prioritas yang diolah dengan fungsi fuzzy. Ilustra-
si matriks risiko ini dapat dilihat pada Gambar 3.10, sedangkan 
matriks lengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. 

Elemen  
dan FungsiID Mode 

Kegagalan
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Gambar 3.10 Matriks Penilaian Risiko

Nilai masukan S, O, dan D yang diperoleh dari matriks risiko 
dikonversi ke dalam kategori variabel keluaran. Jika nilai tegas 
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dari skala 1 sampai dengan 10 pada fungsi keanggotaan masukan 
S, O, dan D diubah ke dalam lima kategori variabel lingusitik, 
nilai yang diperoleh untuk setiap kriteria S, O, dan D pada setiap 
mode kegagalan akan dikonversi ke dalam lima kategori variabel 
keluaran tersebut. Ilustrasi konversi variabel nilai tegas skala 1 
sampai dengan 10 menjadi variabel lingustik lima kategori dapat 
dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Konversi Skala Crisp Menjadi Linguistik

No. Skala Crisp Skala Lingustik
1 1–2 Very low
2 3–4 Low
3 5–6 Moderate
4 7–8 High
5 9–10 Very high

M. Penghitungan Fuzzy-Risk Priority Number (F-RPN)
Perhitungan nilai risiko dengan fuzzy dilakukan dengan mengolah 
nilai masukan S, O, dan D ke dalam sistem inferensi fuzzy FMEA 
yang sudah dibuat. Nilai F-RPN dihitung untuk semua nilai S, O, 
dan D pada setiap mode kegagalan yang diperoleh dari matriks 
risiko. Nilai F-RPN diperoleh dari hasil pengolahan S, O, dan 
D terhadap semua aturan yang ditetapkan dalan sistem inferensi 
fuzzy. Contoh perhitungan fuzzy secara manual lebih jelas dapat 
dilihat pada subbab 4.12, namun perhitungan keseluruhan nilai 
F-RPN selanjutnya dibantu dengan perangkat lunak MatLab.

N. Prioritisasi Risiko 
Prioritisasi risiko adalah proses pemeringkatan nilai risiko atau nilai 
F-RPN. Pemeringkatan dilakukan dengan tujuan untuk mengeta-
hui nilai risiko paling tinggi sampai dengan risiko paling rendah 
dan menentukan prioritas penanganan terhadap risiko yang telah 
diketahui. Pada analisis risiko dengan FMEA tradisional, pemering-
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katan ini dilakukan hanya dengan melihat nilai RPN (merupakan 
hasil perkalian S x O x D) dari paling tinggi ke rendah, tanpa 
mempertimbangkan bobot masing-masing kriteria S, O, dan D. 
Berbeda dengan FMEA tradisional, pemeringkatan pada konteks 
penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA sudah mempertimbangkan 
bobot kriteria S, O, dan D. Hal ini dilakukan pada proses per-
hitungan nilai risiko pada sistem inferensi fuzzy dengan memasuk-
an pembobotan S, O, dan D yang diperoleh dari hasil pembo-
botan dengan metode AHP sehingga nilai RPN berubah menjadi 
F-RPN. Nilai F-RPN inilah yang menjadi dasar pemeringkatan 
risiko pada metode fuzzy-FMEA dalam proses pengambilan kepu-
tusan. 

O. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 
Tindakan perbaikan merupakan suatu tindakan yang diambil un-
tuk memperbaiki suatu kondisi kegagalan atau kerugian yang di-
alami, sedangkan tindakan pencegahan dalam manajemen risiko 
merupakan bentuk pengendalian risiko yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya risiko baru atau mencegah terulangnya kem-
bali risiko yang sudah terjadi. Tindakan perbaikan dan pence-
gahan harus ditentukan dengan tepat agar kerugian yang terjadi 
dapat diatasi dan tidak menimbulkan kerugian yang baru sehingga 
analisis terhadap kerugian yang sudah diketahui berdasarkan hasil 
penilaian risiko penting untuk dilakukan. Tindakan perbaikan dan 
pencegahan dapat ditetapkan dengan melakukan pemetaan terha-
dap kondisi atau masalah yang dihadapi. 

Tague (2005) mengungkapkan bahwa metode 5W2H (sia-
pa, apa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana, dan berapa ba-
nyak) meru pakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
melakukan pemetaan masalah secara detail. Metode ini merupa-
kan pengembangan dari metode Kipling (5W1H) yang digagas 
oleh Rudyard Kipling dan kemudian dikembangkan oleh Alan 
Robinson menjadi 5W2H. Metode ini merupakan metode per-
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tanyaan terkait proses atau masalah yang ingin dipetakan. Metode 
ini merupakan salah satu metode pemecah masalah yang baik den-
gan melibatkan pemikiran investigasi. Tahap pertama yang harus 
dilakukan untuk menerapakan metode ini adalah melakukan kaji an 
terhadap masalah yang ingin dipecahkan dan memastikan pe mang-
ku kepentingan terkait memiliki pemahaman yang sama terhadap 
masalah yang akan dianalisis. Tahap kedua, membuat pertanyaan 
yang relevan dengan konteks permasalahan. Tahap ketiga adalah 
menjawab semua pertanyaan yang sudah dibuat. Jika ada per-
tanyaan yang belum diketahui jawabannya, perlu dibuat rencana 
pencarian jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Terakhir, yaitu 
memikirkan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi mas-
alah berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Pertanyaan 
5W2H dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Daftar Pertanyaan 5W2H

5W2H Typical Questions For Process Improvement Questions
Who? Who does this?

Who should be involved but is not?
Who is involved but shouldn’t be?
Who has to approve?

Should someone else do it?
Could fewer people do it?
Could approvals be eliminated?

What? What is done?
What is essential?

Does every step have to be done?
Are steps omitted?

When? When is this activity started?
When does it end?
When is it repeated?

Can it be done at a different time?
Can cycle time be shortened?
Can it be done less frequently?

Where? Where is this activity done? Can it be done elsewhere?
Why? Why do we do this? Can it be eliminated?

Can another group do it?
Can it be outsourced?

How? How is this done? Is there a better way?
How 
Much?

How much does it cost? How much less could it cost?

Sumber: Tague (2005)
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P. Evaluasi Hasil 
Evaluasi hasil merupakan tindakan membandingkan nilai risiko 
pada awal pengukuran terhadap nilai risiko setelah dilakukan tin-
dakan perbaikan ataupun tindakan pencegahan. Evaluasi hasil pada 
prinsipnya mengukur kembali nilai risiko setelah adanya perlakuan 
terhadap proses maupun produk sebagai tindakan perbaikan dari 
hasil penilaian risiko pada tahap awal atau tahap sebelum dilaku-
kan penilaian ulang terhadap risiko. Evaluasi hasil ini bertujuan 
untuk melihat efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan ter-
hadap risiko dengan indikator penurunan nilai risiko (F-RPN) 
pada proses ataupun produk yang ditinjau. Pelaporan evaluasi hasil 
dapat menggunakan format pada Lampiran 3.
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BAB 4

Studi Kasus  
Penilaian Risiko  
dengan Fuzzy-FMEA

 TUJUAN:

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat:
1. Mengetahui gambaran umum objek studi kasus penilaian 

risiko dengan metode fuzzy-FMEA.
2. Mengetahui penerapan metode fuzzy-FMEA pada studi 

kasus pengendalian rekaman, mulai dari tahap penentuan 
ruang lingkup analisis sampai dengan tahapan evaluasi 
hasil analisis. 

A. Gambaran Umum Objek Studi Kasus
Studi kasus yang diangkat pada buku ini adalah proses penilaian 
risiko pada salah satu proses yang dijalankan di satuan kerja salah 
satu instansi pemerintahan XYZ yang bergerak di bidang peneli-
tian. Lingkup penilaian risiko dilakukan pada proses pengendalian 
rekaman. Pemilihan lingkup analisis ini dilakukan dengan asumsi 
setiap instansi pemerintah memiliki proses pengendalian rekaman, 
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walaupun dalam konteks istilah yang berbeda, sehingga ilustrasi 
penerapan fuzzy-FMEA dapat mudah dipahami oleh pihak yang 
akan menggunakan. Studi kasus penilaian risiko dilakukan pada 
organisasi setingkat Eselon II. Konteks proses yang ditinjau ber-
sifat melekat pada setiap tingkatan di instansi pemerintahan me-
mungkinkan studi kasus ini dapat diterapkan di setiap tingkatan 
organisasi pemerintahan. 

B. Lingkup Analisis Risiko
Jika pada bab sebelumnya berisi penjelasan mengenai penentu-
an lingkup analisis maka bab ini akan membahas contoh kasus 
lingkup analisis risiko, yaitu proses pengendalian rekaman. Proses 
pengendalian rekaman adalah proses pengendalian terhadap reka-
man yang digunakan dalam kegiatan sistem manajemen mutu pada 
suatu organisasi atau dapat disebut juga pengendalian arsip dan 
sudah terdefinisi dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) 
pengendalian rekaman. Proses pengendalian rekaman memiliki 
dua tujuan, yaitu pertama untuk menetapkan metode identifikasi, 
pengumpulan (koleksi), pengindeksan, pengarsipan, penyimpanan, 
pemeliharaan, pengambilan kembali, dan pemus nahan rekaman. 
Kedua, untuk mengidentifikasi penyimpanan arsip, melindungi 
dari kerusakan dalam periode waktu yang ditentukan serta me-
mastikan bahwa rekaman mutu mudah ditemukan kembali apabila 
diperlukan. 

Lingkup proses pengendalian rekaman menjadi dasar pertim-
bangan batasan analisis risiko yang akan dilakukan, sedangkan 
tujuan dari pengendalian rekaman merupakan landasan dalam 
penetapan tujuan analisis risiko. Berdasarkan tujuan pengendalian 
rekaman maka tujuan analisis risiko dapat didefinisikan sebagai 
tindakan identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh lingkup 
proses yang ada pada pengendalian rekaman, yaitu proses pene-
tapan metode identifikasi, pengumpulan (koleksi), pengindeksan, 
pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan, pengambilan kembali, 
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dan pemusnahan rekaman. Selain itu, analisis risiko juga bertujuan 
untuk mengidentifikasi risiko pada proses identifikasi penyimpanan 
arsip, melindungi arsip dari kerusakan serta memastikan bahwa 
rekaman mutu mudah ditemukan kembali apabila diperlukan.

Pada studi kasus ini, proses bisnis pengendalian rekaman su-
dah didefinisikan dalam bentuk diagram alir proses pengendalian 
rekaman sehingga tahapan pendefinisian proses bisnis tidak dijelas-
kan. Jika proses belum terdefinisi maka langkah yang dijelaskan 
dalam bab tiga subbab A harus diikuti untuk memperoleh bisnis 
proses yang akan dianalisis. Proses bisnis pengendalian rekaman 
yang dijadikan studi kasus pada bab ini dapat dilihat pada Gambar 
4.1.

Pengendalian rekaman dilakukan dalam sistem berbasis si-
tus web yang disebut dengan SEMAR. SEMAR merupakan sis-
tem yang diciptakan dalam rangka keberhasilan segera (quick win) 
pene rapan reformasi birokrasi berbentuk e-government pada satu -
an kerja pemerintah yang dijadikan studi kasus dalam buku ini. 
Nama SEMAR dipilih untuk mencitrakan sistem yang kental de-
ngan unsur lokal, kebijaksanaan, dan kecerdasan. SEMAR merupa-
kan sistem yang berbasis situs web yang mengelola seluruh proses 
kritis sistem manajemen mutu secara elektronik. Konsep SEMAR 
menggunakan prinsip mini Enterprise Resources Planning (ERP) 
dengan tujuan agar proses berjalan transparan, terukur, cepat, dan 
akurat. Hadirnya SEMAR diharapkan akan mempermudah akses 
bagi seluruh pihak yang menjalankan sistem manajemen mutu 
dalam organisasi dan mengampanyekan peduli lingkungan hidup 
(less paper). SEMAR tidak hanya mengelola pengendalian rekaman, 
namun juga proses pengendalian dokumen, audit internal, kepega-
waian, pengendalian ketidaksesuaian, dan proses lainnya.  
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C. Identifikasi Pelanggan dan Pemangku Kepentingan 
(Stakeholder)

Badan Standardisasi Nasional mendefinisikan pelanggan sebagai 
“organisasi atau orang yang dapat atau menerima produk” (BSN, 
2015b). Pelanggan merupakan bagian dari pemangku kepen-
tingan, menurut SNI ISO 9000:2015 yang membagi pemangku 
kepen tingan menjadi tiga bagian, seperti pemasok, pelanggan, dan 
regulator. Identifikasi pemangku kepentingan penting dilakukan 
untuk memperoleh kesamaan pandangan mengenai analisis risiko 
yang akan dilakukan karena mereka merupakan pihak yang akan 
meneri ma dampak dari proses atau produk yang mengalami kega-
galan. 

Berdasarkan Gambar 4.1, pihak yang terlibat langsung dalam 
proses pengendalian rekaman adalah wakil manajemen (WM), 
sekretaris wakil manajemen (SMW), kepala bidang/bagian/kelom-
pok fungsi, dan penanggung jawab rekaman. WM memiliki tugas 
dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh rekaman sistem 
manajemen mutu (SMM) telah diidentifikasi dan terpelihara da-
lam jangka waktu tertentu sehingga semua rekaman tersebut siap 
diidentifikasi, mudah dicari dan didapatkan kembali serta sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan. SWM bertugas untuk 
mengidentifikasi seluruh rekaman SMM dan memastikan bahwa 
setiap bidang/bagian/kelompok fungsi menjalankan kegiatan pe-
meliharaan rekaman sesuai ketentuan SOP ini. Kepala bidang/
bagian/kelompok fungsi bertugas dan bertanggung jawab memasti-
kan kegiatan pemeliharaan rekaman SMM pada bidang/subbagian/
kelompok fungsinya berjalan secara efektif sesuai dengan keten-
tuan SOP ini. Kemudian, penanggung jawab rekaman bertang-
gung jawab memelihara arsip sesuai dengan tanggung jawabnya 
menurut ketentuan SOP ini. Jika mengacu pada lingkup proses 
pengendalian rekaman, seluruh personil yang terlibat dalam proses 
sistem manajemen mutu dapat menjadi pihak yang terkait atau 
pelanggan dari prosedur pengendalian rekaman ini. Pada proses 
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pengendalian rekaman ini terdapat pihak di luar organisasi yang 
terlibat dapat proses pengendalian rekaman ini, yaitu biro umum. 
Pihak-pihak tersebut memerlukan perhatian penting pada proses 
penilaian risiko. 

D. Identifikasi Fungsi, Persyaratan, dan Spesifikasi 
Proses pengendalian rekaman memiliki tiga fungsi utama yang ha -
rus dijalankan, yaitu fungsi identifikasi arsip, pemeliharaan rekam-
an, dan penyusutan rekaman. Pertama, fungsi identifikasi arsip 
me miliki tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu membuat daftar 
re kam an yang akan disimpan di setiap fungsi organisasi terkait, 
seperti bidang atau bagian atau kelompok fungsi yang dilengkapi 
dengan jadwal retensinya. Keluaran dari fungsi ini adalah daf-
ta r induk rekaman yang dapat dilihat pada Gambar 4.2. Fungsi 
identifikasi arsip juga melibatkan proses pemeriksaan, persetujuan, 
dan pengoreksian serta proses revisi atau modifikasi arsip. Kedua, 
fungsi pemeliharaan rekaman melibatkan proses penyediaan tempat 
pe nyimpanan rekaman, penentuan metode penyimpanan, penge-
lolaan, dan penunjukan penanggung jawab rekaman. Selain itu, 
fungsi pemeliharaan rekaman juga mengandung proses pengambil-
an kembali rekaman dan penggandaan rekaman. 

Selain fungsi identifikasi arsip dan pemeliharaan rekaman, 
pro sedur pengendalian rekaman juga memiliki fungsi mengatur 
pe nyusutan rekaman. Penyusutan rekaman diatur berdasarkan per-
aturan kearsipan, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Ta-
hun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 
2009 mengenai Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan 
dan Non Kepegawaian. Penyusutan rekaman mengandung proses 
peninjauan batas penyimpanan, penyeleksian arsip aktif dan non-
aktif, penyerahan arsip ke pusat rekaman, pemindahan arsip serta 
pemusnahan arsip.
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Selain ketiga fungsi tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan 
dalam proses pengendalian rekaman adalah ketersediaan sistem 
pendukung yang dibutuhkan agar proses berjalan dengan lancar. 
Identifikasi sistem pendukung SOP merupakan hal penting yang 
harus disertakan sebagai bagian dari persyaratan yang harus di-
penuhi dan dinilai risikonya. Beberapa sistem pendukung dalam 
pengendalian rekaman adalah formulir daftar rekaman, daftar arsip 
aktif dan nonaktif, berita acara pemindahan arsip, komputer pri-
badi, lemari penyimpanan, alat tulis kantor, dan lain-lain. Sistem 
pendukung tersebut menjadi masukan yang dipertimbangkan da-
lam proses pengendalian rekaman. 

Kualifikasi personil juga merupakan hal yang patut dipertim-
bangkan dalam analisis risiko untuk proses pengendalian rekam an 
agar dapat menjalankan tugas dengan lancar. Beberapa persya rat an 
yang harus dimiliki personil dalam proses pengendalian rekam-
an, di antaranya mengetahui persyaratan pengendalian rekaman 
menurut ISO 9001, mengetahui tata cara pengelolaan arsip un-
tuk instansi pemerintah, dan mengetahui peraturan perundang an 
terkait kegiatan pengarsipan. Fungsi dan persyaratan proses pe-
ngen dalian rekaman dapat menjadi sumber untuk menentukan 
mode kegagalan potensial yang akan dimasukan ke dalam matriks 
penilaian risiko. 
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E. Identifikasi Mode Kegagalan Potensial
Identifikasi mode kegagalan pada pengendalian rekaman dapat 
dilakukan dengan mempertimbangkan proses bisnis pengenda-
lian rekaman, stakeholder pengendalian rekaman serta fungsi dan 
persya ratan pengendalian sistem. Identifikasi risiko dilakukan de-
ngan me ninjau setiap proses, subproses, dan elemen atau kom-
ponen pro ses pengendalian rekaman. Pada studi kasus ini, mode 
kegagal an ditinjau berdasarkan proses bisnis pada Gambar 4.1 dan 
beberapa contoh hasil identifikasi mode kegagalan dapat dilihat 
pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Daftar Mode Kegagalan

ID Proses Mode Kegagalan
1 Kesalahan penulisan rekaman pada daftar rekaman 

2 Kesalahan perekaman tidak terkoreksi

3 Kesalahan masukan daftar induk rekaman pada SEMAR

4 Kesalahan pemilihan tempat penyimpanan rekaman 

5 Kesalahan pencatatan peminjaman/permintaan dokumen 

F. Identifikasi Penyebab Kegagalan 
Proses identifikasi penyebab kegagalan dapat dilihat dari setiap 
mode kegagalan yang ada dengan menggunakan matriks cause effect 
atau fishbone diagram. Untuk membantu mengetahui sumber dan 
penyebab kegagalan, kita dapat membuat kerangka identifikasi 
risiko dengan pendekatan sumber kegagalan dari tenaga kerja, 
fasilitas, metode, bahan baku, dan modal atau lebih dikenal de-
ngan 5M (man, machine, method, material, money). Pada Tabel 4.1, 
diketahui terdapat 5 mode kegagalan sehingga diperoleh se puluh 
fishbone diagram yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari 
mode kegagalan dan penyebabnya. Fishbone diagram sebab akibat 
pada proses pengendalian rekaman dapat dilihat pada Gambar 4.3 
sampai dengan Gambar 4.7. 
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Gambar 4.3 Fishbone Diagram untuk Kegagalan Kesalahan Penulisan 
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Gambar 4.4 Fishbone Diagram untuk Kegagalan Tidak Terkoreksinya 
Kesalahan Perekaman
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Gambar 4.6 Fishbone Diagram untuk Kegagalan Pemilihan Tempat 
 Penyimpanan Rekaman
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Gambar 4.7 Fishbone Diagram untuk Kegagalan Kesalahan Pencatatan 
Peminjaman/Permintaan Rekaman

Berdasarkan fishbone diagram pada Gambar 4.3 sampai 4.7, 
penyebab kegagalan berdasarkan mode kegagalan dapat dilihat 
pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Penyebab Kegagalan

ID Proses Mode Kegagalan Penyebab
1 Kesalahan penulis an 

rekaman pada daftar 
rekaman 

• Proses input terburu-buru.
• Ketidaktelitian pada proses input.
• Tidak konsentrasi.

2 Kesalahan perekaman 
tidak terkoreksi

• Proses verifikasi terburu-buru.
• Ketidaktelitian verifikator.
• Tidak konsentrasi.

3 Kesalahan input daftar 
induk rekaman pada 
SEMAR

• Proses input terburu-buru.
• Ketidaktelitian pada proses input.
• Tidak konsentrasi.
• Tidak ada standar input rekaman pada 

SEMAR.
• Instruksi kerja input data pada apli kasi 

SEMAR tidak ditetapkan.
• Kesalahan pemrograman sistem.
• Data tidak tersimpan.
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ID Proses Mode Kegagalan Penyebab
4 Kesalahan pemilihan 

tempat penyimpanan 
rekaman 

• Kurangnya pengetahuan petugas akan 
pentingnya pemilihan tempat pe nyim-
panan rekaman. 

• Tidak diberikan pelatihan penyimpanan 
rekaman.

• Kesalahan pengkategorian jenis rekaman.
• Tidak ada acuan atau ketentuan 

 peng ategorian rekaman.
5 Kesalahan pencatatan 

peminjaman atau 
permintaan rekaman 

• Proses pencatatan terburu-buru.
• Kesalahan pengisian kolom pencatat an.
• Tidak konsentrasi.
• Buku pencatatan tidak tersedia.
• Tidak ada permintaan penyediaan bu  ku 

pencatatan.

G. Identifikasi Dampak Kegagalan 
Dampak kegagalan merupakan kerugian yang diperoleh karena 
terjadinya kegagalan. Dampak kegagalan dapat diketahui dengan 
melakukan analisis secara detail pada setiap mode kegagalan yang 
ada dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan yang 
menderita kerugian karena terjadinya kegagalan tersebut. Proses 
penentuan dampak dapat dilakukan dengan menggunakan metode 
forum group discussion antara pemilik proses dengan pemangku 
kepentingan proses. Tabel 4.1 menjelaskan lima mode kegagalan 
dalam studi kasus proses pengendalian rekaman. Berdasarkan mode 
kegagalan tersebut, dampak kegagalan dapat disimpulkan seperti 
pada Tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Daftar Dampak Kegagalan

ID Proses Mode Kegagalan Dampak Kegagalan 
1 Kesalahan penulisan 

rekaman pada daftar 
rekaman 

• Penulisan ulang daftar rekaman (re-
work)

• Penggunaan daftar rekaman tidak valid
2 Kesalahan perekaman 

tidak terkoreksi
• Daftar rekaman tidak valid

3 Kesalahan pemasukan 
daftar induk rekaman 
pada SEMAR

• Pemasukan data ulang (rework)
• Penggunaan daftar rekaman tidak va lid

4 Kesalahan pemilihan 
tempat penyimpanan 
rekaman 

• Rekaman rusak 
• Rekaman sulit ditemukan kembali saat 

dibutuhkan
5 Kesalahan pencatatan 

peminjaman/permintaan 
rekaman

• Daftar rekaman tidak valid
• Rekaman hilang

H. Identifikasi Sistem Pengendalian 
Sistem pengendalian risiko penting ditetapkan sebagai metode de-
teksi dini terhadap potensi risiko atau kegagalan yang mungkin 
terjadi. Sistem pengendalian juga berfungsi sebagai alat pencegahan 
risiko atau terjadinya risiko berulang. Pada studi kasus pengenda-
lian rekaman, metode deteksi kegagalan ditetapkan berdasarkan 
mode kegagalan yang ada dan dampak kerugian yang dialami 
akibat dari kegagalan tersebut. Metode deteksi kegagalan dapat 
ditentukan dengan diskusi antara pemilik proses dengan pemangku 
kepentingan proses atau metode pemilihan lain, seperti metode 
Delphi dan Analytical Hierarchy Process. Metode deteksi kegagalan 
pada studi kasus pengendalian rekaman dapat dilihat pada Tabel 
4.4.
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Tabel 4.4 Daftar Metode Deteksi Kegagalan

ID Proses Mode Kegagalan Metode Deteksi
1 Kesalahan penulisan rekaman pada daftar 

rekaman 
Verifikasi daftar 

rekaman
2 Kesalahan perekaman tidak terkoreksi Audit

3 Kesalahan pemasukan daftar induk rekam-
an pada SEMAR

Audit

4 Kesalahan pemilihan tempat penyimpanan 
rekaman 

Audit

5 Kesalahan pencatatan peminjaman/permin-
taan rekaman 

Audit

I. Penentuan Skala Penilaian Risiko 
Penilaian risiko dapat dilakukan setelah ditentukan skala penilaian-
nya untuk setiap kriteria risiko. Pada analisis risiko dengan fuzzy-
FMEA, skala yang digunakan harus berbentuk variabel peluang 
terjadinya kegagalan (occurrence) dengan skala nilai tegas yang 
harus ditentukan sebelum menentukan skala linguistiknya. Skala 
nilai tegas untuk kriteria S, O, dan D memiliki rentang 1 sam-
pai dengan 10 yang menjelaskan tingkatan setiap kriteria risiko. 
Skala 1 adalah tingkatan terendah, sedangkan skala 10 adalah 
skala tertinggi. Jika skala S, O, dan D masing-masing bernilai 10, 
dapat diartikan bahwa tingkat keparahan dampak kegagalan pa ling 
tinggi (S), tingkat peluang terjadinya kegagalan paling tinggi (O), 
dan  kegagalan tersebut paling sulit dideteksi (D). Skala nilai tegas 
yang dapat digunakan untuk memperoleh nilai S, O, dan D sesuai 
dengan mode kegagalannya pada studi kasus pengendalian rekaman 
dapat dilihat pada Tabel 4.5 sampai dengan Tabel 4.7.
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Tabel 4.5 Skala Pengukuran Kriteria Severity

Ranking Severity Deskripsi
10 Hazardous without 

warning
Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 
sangat berbahaya

9 Hazardous without 
warning 

Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 
berbahaya

8 Very high Sistem tidak beroperasi
7 High Sistem beroperasi, tetapi tidak dapat dijalan-

kan secara penuh
6 Medium Sistem beroperasi dan aman, tetapi 

 mengalami penurunan kinerja sehingga me-
mengaruhi keluaran

5 Low Mengalami penurunan kinerja secara bertahap
4 Very low Efek yang kecil pada kinerja sistem
3 Minor Sedikit berpengaruh pada kinerja sistem
2 Very minor Efek yang diabaikan pada kinerja sistem
1 No effect Tidak ada efek

Sumber: Cicek dan Celik (2013)

Tabel 4.6 Skala Pengukuran Kriteria Occurrence

Rangking Occurrence Deskripsi
10 Very high ≥ 100 per seribu atau ≥ 1 dalam 10
9
8
7

High 50 per seribu atau 1 dalam 20
20 per seribu atau 1 dalam 50
10 per seribu atau 1 dalam 100

6
5
4

Moderate 2 per seribu atau 1 dalam 500
0,5 per seribu atau 1 dalam 2000
0,1 per seribu atau 1 dalam 10.000

3
2

Low 0,01 per seribu atau 1 dalam 100.000
≤ 0,001 per seribu atau 1 dalam 100.000

1 Very low Kegagalan dihilangkan melalui pengendalian pre-
ventif

Sumber: McDermott dkk. (2009)
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Tabel 4.7 Skala Pengukuran Kriteria Detection

Rangking Detection Kriteria
10 Absolutely 

impossible
Sistem kontrol tidak akan selalu mampu untuk men-
deteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan 
dan mode kegagalan. 

9 Very remote Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat kecil 
untuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau 
mekanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

8 Remote Sistem kontrol memiliki kemungkinan kecil untuk 
mampu mendeteksi penyebab potensial atau me-
kanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

7 Very low Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat ren dah 
untuk mampu mendeteksi penyebab po tensial kega-
galan dan mode kegagalan. 

6 Low Sistem kontrol memiliki kemungkinan rendah un-
tuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau me-
kanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

5 Moderate Sistem kontrol memiliki kemungkinan sedang untuk 
mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kega-
galan dan mode kegagalan. 

4 Moderately 
high

Sistem kontrol memiliki kemungkinan mene ngah 
tinggi untuk mendeteksi penyebab poten sial atau 
mekanisme kegagalan dan mode kega galan. 

3 High Sistem kontrol memiliki kemungkinan tinggi un tuk 
mendeteksi penyebab potensial atau me ka nisme kega-
galan dan mode kegagalan. 

2 Very high Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat ting  gi 
untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme 
kegagalan dan mode kegagalan. 

1 Almost certain Sistem kontrol akan selalu mendeteksi penyebab po-
tensial atau mekanisme kegagalan dan mo de kega-
galan. 

Sumber: Cicek dan Celik (2013)

J. Pembobotan Kriteria Risiko S, O, dan D 
Pembobotan skala risiko S, O, dan D penting dilakukan untuk 
menentukan fungsi fuzzy yang akan digunakan pada pengolahan 
data untuk memperoleh F-RPN. Metode yang digunakan dalam 
studi kasus ini adalah metode pembobotan dengan menggunakan 
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perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dengan metode 
analytical hierarchy process. Pembobotan dilakukan dengan metode 
AHP yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab 3 Subbab J. Data 
pembobotan diperoleh dari hasil pengisian kuesioner pembobotan 
kepada narasumber ahli yang terkait dengan proses yang dapat 
dilihat pada Lampiran 1. Narasumber dalam studi kasus ini adalah 
wakil manajemen, sekretaris wakil manajamen, dan penanggung 
jawab rekaman. Hasil perbandingan yang diperoleh kemudian di-
hitung bobotnya dengan menggunakan bantuan Software Expert 
Choice atau dilakukan secara manual dengan langkah yang dapat 
dilihat pada Lampiran 5 sebagai alternatif perhitungan pembobot-
an jika tidak memiliki perangkat lunak tersebut. Pada dasarnya, 
penghitungan dengan bantuan perangkat lunak atau secara manual 
memakai prinsip yang sama, namun penghitungan manual memi-
liki keterbatasan dari aspek perbedaan pembulatan angka hasil 
penghitungan serta dari aspek kepraktisan sehingga penggunaan 
perangkat lunak lebih dianjurkan. 

Studi kasus ini menggunakan asumsi hasil penilaian berdasar-
kan keterangan narasumber ahli mengenai proses ini. Hasil pe-
nilaian untuk pembobotan kriteria risiko dapat dilihat pada Tabel 
4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Penilaian Pembobotan Kriteria S, O, dan D

Kriteria A Tingkat Kepentingan Relatif Kriteria B

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Occurrence

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Detection
Occurence 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Detection

Pengolahan data dilakukan berdasarkan Tabel 4.8 dengan 
menggunakan bantuan software expert choice yang hasilnya dapat 
dilihat pada Gambar 4.8 berikut ini:
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Gambar 4.8 Hasil Pembobotan

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa bobot prioritas paling tinggi 
adalah kriteria penyebab kegagalan (O), yaitu sebesar 0.649. Bobot 
prioritas urutan kedua adalah dampak (S) dengan nilai 0.279 serta 
urutan ketiga, yaitu metode deteksi kegagalan (D) dengan nilai 
0.072. Jika membandingkan hasil penghitungan manual (Lam-
piran 5) dengan Software Expert Choice (Gambar 4.8), nilai hasil 
pembobotan keduanya berkesesuaian. Hasil penghitungan manual 
juga menunjukan bahwa prioritas paling tinggi adalah kriteria 
penyebab kegagalan (O), yaitu 0.714286. Pada posisi kedua adalah 
kriteria dampak kegagalan (S) dengan bobot 0.238095, sedangkan 
urutan ketiga adalah kriteria metode deteksi (D) dengan nilai bo-
bot 0.047619. Nilai inkonsistensi hasil penghitungan menggung-
kan perangkat lunak (Gambar 4.8), yaitu 0.06 juga berkesesuaian 
dengan hasil perhitungan secara manual, yaitu 0.055938. Nilai 
inkonsistensi hasil penghitungan menggunakan perangkat lunak 
ataupun manual menunjukkan bahwa hasil pembobotan dapat 
diterima karena nilai inkonsistensi pembobotan di bawah nilai 
0.1 (Saaty, 1993). Saaty menambahkan bahwa nilai inkonsistensi 
menunjukan nilai consistency ratio (CR) yang merupakan perban-
dingan antara nilai consistency index (CI) terhadap nilai random 
index (RI). Penghitungan nilai CR digunakan untuk mengukur 
nilai konsistensi suatu perbandingan berpasangan dalam matriks 
pendapat. Ketidakkonsistensian penilaian dalam membandingkan 
antara satu kriteria dengan kriteria yang lain dapat terjadi kare-
na perbandingan tersebut bersifat bebas satu sama lain. Nilai CI 
menunjukkan ketidakkonsistensian perbandingan tersebut yang 
diperoleh dengan rumus berikut ini: 



Penilaian Risiko Instansi ...126

CI=
λmax–n

n–1

Di mana λmax adalah nilai Eigen terbesar dari matriks berordo 
n yang merupakan jumlah kriteria yang dibandingkan. Nilai IR 
menunjukkan rata-rata indeks konsistensi 500 matriks yang diper-
oleh dari hasil penelitian Saaty pada tahun 1980. Hasil perbanding-
an berpasangan dapat diterima jika nilai CR ≤ 0.1 (Saaty, 1993). 

Hasil perhitungan bobot kriteria S, O, dan D yang disaji-
kan pada Gambar 4.8 menjadi penentu fungsi fuzzy yang akan 
digunakan untuk memperoleh nilai F-RPN. Berdasarkan hasil 
pembo botan, fungsi fuzzy yang digunakan akan mengutamakan 
Occurrence, lalu Severity dan baru kemudian Detection jika terdapat 
nilai atau angka crisp yang sama dari hasil penilaian risiko pada 
matriks risiko.

K. Penentuan Fuzzy Inference System 
Fuzzy Inference System (FIS) harus ditentukan terlebih dahulu agar 
hasil penilaian risiko pada matriks risiko dapat digunakan un-
tuk menghitung nilai F-RPN. Proses penentuan FIS pada studi 
kasus ini menggunakan metode fuzzy dengan metode penalaran 
Mamdani yang sering dikenal dengan metode maximum-minimum. 
Metode yang diguna kan dalam studi kasus ini adalah fungsi imp-
likasi minimum. Variabel masukan dibagi menjadi tiga himpunan 
fuzzy, yaitu untuk variabel masukan S, O, dan D serta variabel 
keluarannya memiliki satu himpunan fuzzy, yaitu F-RPN. Berikut 
ini penjelasan detail langkah pembuatan FIS pada studi kasus 
pengendalian rekaman. 

1. Pembentukan Himpunan Masukan (Input) Fuzzy
Variabel fuzzy yang akan digunakan dibagi menjadi tiga dan diberi-
kan simbol, yaitu (S) untuk tingkat keparahan dampak kegaga-
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lan, (O) untuk besarnya peluang terjadi kegagalan, dan (D) untuk 
tingkat kesulitan deteksi kegagalan. Ketiga variabel ini merupakan 
variabel masukan dengan nilai antara 1 hingga 10 yang terbagi atas 
lima kategori, yaitu 
1) Very low (VL) 
2) Low (L)
3) Moderate (M)
4) High (H) 
5) Very high (VH)

Penilaian untuk setiap kategori indeks bilangan tegas S, O, 
dan D dapat dilihat pada Tabel 4.5 hingga Tabel 4.7. Langkah 
pembentukan himpunan masukan fuzzy sebagai berikut. 
a) Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Masukan (Input)

Parameter fungsi keanggotaan variabel masukan S, O, dan 
D dapat dilihat pada Tabel 4.9 sampai dengan Tabel 4.11. 
Sebagai contoh, untuk kategori very low memiliki tipe kurva 
segitiga dan memiliki nilai parameter [1 1 3].

Tabel 4.9 Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Input Severity

Kategori Tipe Kurva Parameter
Very Low (VL) Segitiga [1 1 3]
Low (L) Segitiga [1 3 5]
Moderate (M) Trapesium [3 5 6 8]
High (H) Segitiga [6 8 10 ]
Very High (VH) Segitiga [8 10 10]

Tabel 4.10 Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Input Occurrence

Kategori Tipe Kurva Parameter
Very Low (VL) Segitiga [1 1 3]
Low (L) Segitiga [1 3 7]
Moderate (M) Trapesium [2 5 6 9]
High (H) Segitiga [4 8 10]
Very High (VH) Segitiga [8 10 10]
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Tabel 4.11 Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Input Detection

Kategori Tipe Kurva Parameter
Very Low (VL) Segitiga [1 1 3]
Low (L) Segitiga [1 3 6]
Moderate (M) Trapesium [3 5 6 8]
High (H) Segitiga [5 8 10]
Very High (VH) Segitiga [8 10 10]

b) Perhitungan Fungsi Keanggotaan Masukan (Input)
Penghitungan fungsi keanggotaan masukan dibuat berdasar-
kan tipe kurva untuk setiap kategori mengacu pada Tabel 4.9 
sampai dengan Tabel 4.11 berikut ini:
1) Severity (S)

a) Kategori Very Low (VL)

(3–x)/(3–1)   1 ≤ x ≤ 3
x ≤ 1

x ≥ 3

1

0
ƒ(x;1,1,3)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 1 
Nilai keanggotaan masukan 2 = (3-2)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3 = 0
Nilai keanggotaan masukan 4 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10  = 0

Fungsi keanggotaan severity untuk ka tegori very 
low dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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µ[x]

Gambar 4.9 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity Kategori Very Low

b) Kategori Low (L)

(x–1)/(3–1)   1 ≤ x ≤ 3
(5–x)/(5–3)   3 ≤ x ≤ 5

x < 1

x ≥ 5

0

0
ƒ(x;1,3,5)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 0
Nilai keanggotaan masukan 2  = (2-1)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3  = (3-1)/(3-1) = 1
Nilai keanggotaan masukan 4  = (5-4)/(5-3) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10  = 0

Fungsi keanggotaan severity untuk kategori low 
dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Membership function plots

Input variable 'severity'
1

0
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0,5

52

VL L

63 7 94 8 10

μ[x]

 

Gambar 4.10 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity Kategori Low 

c) Kategori Moderate (M)

(x–3)/(5–3)   3 ≤ x ≤ 5

(8–x)/(8–6)   6 ≤ x ≤ 8

x < 3

5 ≤ x ≤ 6

x ≥ 8

0

1

0

ƒ(x;3,5,6,8)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0
Nilai keanggotaan masukan 4  = (4-3)/(5-3) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 5  = 1 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 1
Nilai keanggotaan masukan 7  = (8-7)/(8-6) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10  = 0

Fungsi keanggotaan severity untuk kategori 
moderate dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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Membership function plots

Input variable 'severity'
1

0

1
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Gambar 4.11 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity Kategori 
 Moderate

d) Kategori High (H)

  (x–6)/(8–6)  6 ≤ x ≤ 8
(10–x)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10

x < 6

x ≥ 10

0

0
ƒ(x;6,8,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0
Nilai keanggotaan masukan 7  = (7-6)/(8-6) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 8  = (8-6)/(8-6) =1
Nilai keanggotaan masukan 9  = (10-9)/(10-8)= 0,5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan severity untuk kategori high 
dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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Membership function plots

Input variable 'severity'
1

0

1
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52 63 7 94 8 10
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Gambar 4.12 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity Kategori High

e) Kategori Very High (VH)

(x–8)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10
x < 8

x ≥ 10

0

1
ƒ(x;8,10,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1  = 0
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = (9-8)/(10-8) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 1

Fungsi keanggotaan severity untuk kategori very 
high dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut ini: 
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Membership function plots

Input variable 'severity'
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Gambar 4.13 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity Kategori Very 
High

Variabel masukan severity (S) menggunakan 
kurva untuk merepresentasikan setiap ka tegori, yai-
tu kurva segitiga siku-siku pada variabel very low 
(VL) dan very high (VH) untuk meng akhiri vari-
abel suatu daerah fuzzy. Kurva segitiga sama sisi 
digunakan untuk merepresentasikan variabel low (L) 
dan high (H), sedangkan kurva trapesium digu-
nakan untuk merepresentasikan variabel moderate 
(M). Representasi variabel masukan severity dalam 
bentuk kurva dapat dilihat pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Severity (S)
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2) Occurrence (O)
a) Kategori Very Low (VL)

(3–x)/(3–1)   1 ≤ x ≤ 3
x < 1

x ≥ 3

1

0
ƒ(x;1,1,3)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1  = 1 
Nilai keanggotaan masukan 2  = (3-2)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan occurrence untuk kategori 
very low dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

µ[x]

Gambar 4.15 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Occurrence Kategori Very 
Low
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b) Kategori Low (L)

(x–1)/(3–1)  1 ≤ x ≤ 3
(7–x)/(7–3)     3 ≤ x ≤ 7

x < 1

x ≥ 7

0

0
ƒ(x;1,3,7)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1  = 0
Nilai keanggotaan masukan 2  = (2-1)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3  = (3-1)/(3-1) = 1
Nilai keanggotaan masukan 4  = (7-4)/(7-3) = 0,75
Nilai keanggotaan masukan 5  = (7-5)/(7-3) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10  = 0

Fungsi keanggotaan occurrence untuk kategori 
low dapat dilihat pada Gambar 4.16.

µ[x]

Gambar 4.16 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Occurrence Kategori Low
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c) Kategori Moderate (M)

(x–2)/(5–2)   2 ≤ x ≤ 5

(9–x)/(9–6)   6 ≤ x ≤ 9

x < 2

5 ≤ x ≤ 6

x ≥ 9

0

1

0

ƒ(x;2,5,6,9)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = (3-2)/(5-2) = 0,33
Nilai keanggotaan masukan 4  = (4-2)/(5-2) = 0,67
Nilai keanggotaan masukan 5  = (5-2)/(5-2) = 1
Nilai keanggotaan masukan 6  = 1
Nilai keanggotaan masukan 7  = (9-7)/(9-6) = 0,67
Nilai keanggotaan masukan 8  = (9-8)/(9-6) = 0,33
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0
Nilai keanggotaan masukan 10  = 0

Fungsi keanggotaan occurrence untuk kategori 
moderate dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

µ[x]

Gambar 4.17 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Occurrence Kategori 
Moderate
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d) Kategori High (H)

  (x–4)/(8–4)  4 ≤ x ≤ 8
(10–x)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10

x < 4

x ≥ 10

0

0
ƒ(x;4,8,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = (5-4)/(8-4) = 0,25 
Nilai keanggotaan masukan 6  = (6-4)/(8-4) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 7  = (7-4)/(8-4) = 0,75
Nilai keanggotaan masukan 8  = (10-8)/(10-8) = 1
Nilai keanggotaan masukan 9  = (10-9)/(10-8) = 0.5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan occurrence untuk kategori 
high dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

µ[x]

Gambar 4.18 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Occurrence Kategori High 
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e) Kategori Very High (VH)

(x–8)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10
x ≤ 8

x ≥ 10

0

1
ƒ(x;8,10,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1 = 0
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = (9-8)/(10-8) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 1

Fungsi keanggotaan occurrence untuk kategori 
very high dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

µ[x]

Gambar 4.19 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Occurrence Kategori Very 
High
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Variabel masukan occurrence (O) menggunakan 
kurva untuk merepresentasikan setiap kategori, yai-
tu kurva segitiga siku-siku pada variabel very low 
(VL) dan very high (VH) untuk mengawali dan 
mengakhiri variabel suatu daerah fuzzy. Kurva se-
gitiga digunakan untuk merepresentasikan variabel 
low (L) dan high (H), sedangkan kurva trapesium 
digunakan untuk merepresentasikan variabel mod-
erate (M). Representasi variabel masukan occurrence 
dapat dilihat pada Gambar 4.20.

µ[x]

Gambar 4.20 Fungsi Seluruh Anggota dan Nilai Variabel Occurrence (O)

3) Detection (D) 
a) Kategori Very Low (VL)

(3–x)/(3–1)   1 ≤ x ≤ 3
x ≤ 1

x ≥ 3

1

0
ƒ(x;1,1,3)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1  = 1 
Nilai keanggotaan masukan 2  = (3-2)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5  = 0 
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Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan detection untuk kategori 
very low dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

μ[x]

 
Gambar 4.21 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection Kategori Very 
Low 

b) Kategori Low (L)

(x–1)/(3–1)  1 ≤ x ≤ 3
(6–x)/(6–1)     3 ≤ x ≤ 6

x < 1

x ≥ 6

0

0
ƒ(x;1,3,6)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 0
Nilai keanggotaan masukan 2  = (2-1)/(3-1) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 3  = (3-1)/(3-1) = 1
Nilai keanggotaan masukan 4  = (6-4)/(6-3) = 0,67
Nilai keanggotaan masukan 5  = (6-5)/(6-3) = 0,33
Nilai keanggotaan masukan 6  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7  = 0 
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Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan detection untuk ka tegori 
low dapat dilihat pada Gambar 4.22.

 

μ[x]

Gambar 4.22 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection Kategori Low

c) Kategori Moderate (M)

(x–3)/(5–3)   3 ≤ x ≤ 5

(8–x)/(8–6)   6 ≤ x ≤ 8

x < 3

5 ≤ x ≤ 6

x ≥ 8

0

1

0

ƒ(x;3,5,6,8)= { }
Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0
Nilai keanggotaan masukan 4  = (4-3)/(5-3) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 5  = 1 
Nilai keanggotaan masukan 6  = 1
Nilai keanggotaan masukan 7  = (8-7)/(8-6) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 8  = 0
Nilai keanggotaan masukan 9  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0
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Fungsi keanggotaan detection untuk kategori 
moderate dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

μ[x]

 
Gambar 4.23 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection Kategori 
 Moderate

d) Kategori High (H)

  (x–5)/(8–5)  5 ≤ x ≤ 8
(10–x)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10

x < 5

x ≥ 10

0

0
ƒ(x;5,8,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 2  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4  = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6 = (6-5)/(8-5) = 0,33 
Nilai keanggotaan masukan 7  = (7-5)/(8-5) = 0,67
Nilai keanggotaan masukan 8  = (8-5)/(8-5) = 1
Nilai keanggotaan masukan 9  = (10-9)/(10-8) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 0

Fungsi keanggotaan detection untuk ka tegori 
high dapat dilihat pada Gambar 4.24. 
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μ[x]

Gambar 4.24 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection Kategori High

e) Kategori Very High (VH)

(x–8)/(10–8)   8 ≤ x ≤ 10
x < 8

x ≥ 10

0

1
ƒ(x;8,10,10)= { }

Nilai keanggotaan masukan 1  = 0
Nilai keanggotaan masukan 2 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 3 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 4 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 5 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 6 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 7 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 8 = 0 
Nilai keanggotaan masukan 9 = (9-8)/(10-8) = 0,5
Nilai keanggotaan masukan 10 = 1

Fungsi keanggotaan detection untuk ka tegori 
very high dapat dilihat pada Gambar 4.25.
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μ[x]

 
Gambar 4.25 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection Kategori Very 
High

Variabel masukan detection (D) menggunakan 
kurva untuk merepresentasikan setiap kategori, yai-
tu kurva segitiga siku-siku pada variabel very low 
(VL) dan very high (VH) untuk mengakhiri varia-
bel suatu daerah fuzzy. Kurva segitiga digunakan 
untuk merepresentasikan variabel low (L) dan high 
(H), sedangkan kurva trapesium digunakan untuk 
merepresentasikan variabel mode rate (M). Represen-
tasi variabel masukan detection dapat dilihat pada 
Gambar 4.26. 
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μ[x]

 
Gambar 4.26 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Detection

2. Pembentukan Himpunan Keluaran (Output) Fuzzy
Batas nilai keluaran adalah 1000 karena nilai tertinggi untuk setiap 
masukan S, O, dan D adalah 10. Rentang nilai keluaran F-RPN 
adalah 100 sampai dengan 1000 dan dibagi atas 10 kategori, yaitu: 
1) None (N) 
2) Very low (VL)
3) Low (L) 
4) High low (HL) 
5) Low medium (LM) 
6) Medium (M) 
7) High medium (HM) 
8) Low high (LH)
9) High (H) 
10) Very high (VH).
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Langkah-langkah pembentukan variabel keluaran adalah sebagai 
berikut.
1) Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Keluaran (Output)

Parameter fungsi keanggotaan dari variabel keluaran dapat 
dilihat pada Tabel 4.12. Sebagai contoh, kategori none (N) 
memiliki tipe segitiga sehingga parameter fungsi keanggotaan 
variabel keluarannya adalah [100 100 200]. Penjelasan rinci 
mengenai parameter, fungsi, dan gambar fungsi keanggotaan 
keluaran dapat dilihat pada subbab bagian kedua.

Tabel 4.12 Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Output

Kategori Tipe Kurva Parameter
N Segitiga [100 100 200]
VL Segitiga [100 200 300]
L Segitiga [200 300 400]
HL Segitiga [300 400 500]
LM Segitiga [400 500 600]
M Segitiga [500 600 700]
HM Segitiga [600 700 800]
LH Segitiga [700 800 900]
H Segitiga [800 900 1000]
VH Segitiga [900 1000 1000]

2) Penghitungan Fungsi Keanggotaan Keluaran (Output)
Penghitungan fungsi keanggotaan keluaran untuk setiap ka-
tegori yang terdapat pada Tabel 4.12 adalah sebagai berikut.
a) Kategori None (N)

(200–x)/(200–100)   100 ≤ x ≤ 200
x < 100

x ≥ 200

1

0
ƒ(x;100,100,200)= { }
Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori none disa-
jikan pada Gambar 4.27. 
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Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
100 200 300 400 500 600 700 800 900

181

1000
0

1

0,5

μ[x]

N

Gambar 4.27 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori None

b) Kategori Very Low (VL)

(x–100)/(200–100)  100 ≤ x ≤ 200
(300–x)/(300–200)     200 ≤ x ≤ 300

x < 100

x ≥ 300

0

0
ƒ(x;100,200,300)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori very low 
disajikan pada Gambar 4.28. 

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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Gambar 4.28 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Very 
Low
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c) Kategori Low (L)

(x–200)/(300–200)  200 ≤ x ≤ 300
(400–x)/(400–300)     300 ≤ x ≤ 400

x < 200

x ≥ 400

0

0
ƒ(x;200,300,400)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori low disaji-
kan pada Gambar 4.29.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Gambar 4.29 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Low 

d) Kategori High Low (HL)

(x–300)/(400–300)  300 ≤ x ≤ 400
(500–x)/(500–400)     400 ≤ x ≤ 500

x < 300

x ≥ 500

0

0
ƒ(x;300,400,500)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori high low 
disajikan pada Gambar 4.30.
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Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Gambar 4.30 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori High 
Low

e) Kategori Low Medium (LM)

(x–400)/(500–400)  400 ≤ x ≤ 500
(600–x)/(600–500)     500 ≤ x ≤ 600

x < 400

x ≥ 600

0

0
ƒ(x;400,500,600)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori low medium 
disajikan pada Gambar 4.31.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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Gambar 4.31 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Low 
Medium
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f ) Kategori Medium (M)

(x–500)/(600–500)  500 ≤ x ≤ 600
(700–x)/(700–600)     600 ≤ x ≤ 700

x < 500

x ≥ 700

0

0
ƒ(x;500,600,700)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori medium 
disajikan pada Gambar 4.32.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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181

1000
0

1

0,5

μ[x]

M

 
Gambar 4.32 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Medium

g) Kategori High Medium (HM)

(x–600)/(700–600)  600 ≤ x ≤ 700
(800–x)/(800–700)     700 ≤ x ≤ 800

x < 600

x ≥ 800

0

0
ƒ(x;600,700,800)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori high medi-
um disajikan pada Gambar 4.33.
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Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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Gambar 4.33 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori High 
Medium

h) Kategori Low High (LH)

(x–700)/(800–700)  700 ≤ x ≤ 800
(900–x)/(900–800)     800 ≤ x ≤ 900

x < 700

x ≥ 900

0

0
ƒ(x;700,800,900)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori low high 
disajikan pada Gambar 4.34.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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Gambar 4.34 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Low 
High
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i) Kategori High (H)

  (x–800)/(900–800)    800 ≤ x ≤ 900
(1000–x)/(1000–900)     900 ≤ x ≤ 1000

x < 800

x ≥ 1000

0

0
ƒ(x;800,900,1000)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori tinggi disa-
jikan pada Gambar 4.35.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
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Gambar 4.35 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori High

j) Kategori Very High (VH)

(x–900)/(1000–900)   900 ≤ x ≤ 1000
x < 900

x ≥ 1000

0

1
ƒ(x;900,1000,1000)= { }

Fungsi keanggotaan keluaran untuk kategori sangat ting-
gi disajikan pada Gambar 4.36.
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Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Gambar 4.36 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Output Kategori Very 
High

Representasi kurva dari variabel keluaran untuk kes-
eluruhan kategori dapat dilihat pada Gambar 4.37.

Membership function plots plot points:

Output variable 'FMEA'
100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Gambar 4.37 Fungsi Anggota dan Nilai Variabel Keluaran (Output)

3. Aturan Fuzzy
Aturan fuzzy menggambarkan tingkat kekritisan dari sebuah kega-
galan untuk setiap kombinasi variabel masukan. Semua aturan ini 
secara konvensional diformulasikan dalam bentuk linguistik dan 
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diekspresikan dalam bentuk jika-maka. Aturan fuzzy selengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel 4.13. Sebagai contoh, jika nilai masuk-
an severity (S) adalah very low (VL), nilai masukan occurrence (O) 
adalah very low (VL), dan nilai masukan detection (D) adalah very 
low (VL) maka diperoleh nilai keluaran fuzzy RPN berdasarkan 
aturan tersebut bernilai none (N).

Tabel 4.13 Dasar Aturan Variabel Masukan untuk Penentuan Ke luaran 
Fuzzy (Aturan Fuzzy)
No. Severity Occurrence Detection Fuzzy Output

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Very Low (VL) Very Low (VL) Very Low (VL) None (N)

2 Very Low (VL) Very Low (VL) Low (L) None (N)

3 Very Low (VL) Very Low (VL) Medium (M) Very Low (VL)

4 Very Low (VL) Very Low (VL) High (H) Very Low (VL)

5 Very Low (VL) Very Low (VL) Very High (VH) Low (L)

6 Very Low (VL) Low (L) Very Low (VL) Very Low (VL)

7 Very Low (VL) Low (L) Low (L) Low (L)

8 Very Low (VL) Low (L) Medium (M) Low (L)

9 Very Low (VL) Low (L) High (H) High Low (HL)

10 Very Low (VL) Low (L) Very High (VH) Low Medium (LM)

11 Very Low (VL) Medium (M) Very Low (VL) Very Low (VL)

12 Very Low (VL) Medium (M) Low (L) Low (L)

13 Very Low (VL) Medium (M) Medium (M) Low (L)

14 Very Low (VL) Medium (M) High (H) High Low (HL)

15 Very Low (VL) Medium (M) Very High (VH) High Low (HL)

16 Very Low (VL) High (H) Very Low (VL) Low (L)

17 Very Low (VL) High (H) Low (L) High Low (HL)

18 Very Low (VL) High (H) Medium (M) Low Medium (LM)

19 Very Low (VL) High (H) High (H) Medium (M)

20 Very Low (VL) High (H) Very High (VH) High Medium (HM)

21 Very Low (VL) Very High (VH) Very Low (VL) High Low (HL)

22 Very Low (VL) Very High (VH) Low (L) Low Medium (LM)
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No. Severity Occurrence Detection Fuzzy Output

(1) (2) (3) (4) (5)

23 Very Low (VL) Very High (VH) Medium (M) Medium (M)

24 Very Low (VL) Very High (VH) High (H) High Medium (HM)

25 Very Low (VL) Very High (VH) Very High (VH) High (H)

26 Low (L) Very Low (VL) Very Low (VL) None (N)

27 Low (L) Very Low (VL) Low (L) None (N)

28 Low (L) Very Low (VL) Medium (M) Very Low(VL)

29 Low (L) Very Low (VL) High (H) Low (L)

30 Low (L) Very Low (VL) Very High (VH) Low (L)

31 Low (L) Low (L) Very Low (VL) Very Low(VL)

32 Low (L) Low (L) Low (L) Low (L)

33 Low (L) Low (L) Medium (M) High Low (HL)

34 Low (L) Low (L) High (H) Low Medium (LM)

35 Low (L) Low (L) Very High (VH) Medium (M)

36 Low (L) Medium (M) Very Low (VL) High Low (HL)

37 Low (L) Medium (M) Low (L) Low Medium (LM)

38 Low (L) Medium (M) Medium (M) Medium (M)

39 Low (L) Medium (M) High (H) High Medium (HM)

40 Low (L) Medium (M) Very High (VH) Low High (LH) 

41 Low (L) High (H) Very Low (VL) Low Medium (LM)

42 Low (L) High (H) Low (L) Medium (M)

43 Low (L) High (H) Medium (M) High Medium (HM)

44 Low (L) High (H) High (H) Low High (LH) 

45 Low (L) High (H) Very High (VH) High (H)

46 Low (L) Very High (VH) Very Low (VL) Low Medium (LM)

47 Low (L) Very High (VH) Low (L) Low Medium (LM)

48 Low (L) Very High (VH) Medium (M) Medium (M)

49 Low (L) Very High (VH) High (H) High (H)

50 Low (L) Very High (VH) Very High (VH) High (H)

51 Medium (M) Very Low (VL) Very Low (VL) Very Low(VL)

52 Medium (M) Very Low (VL) Low (L) Very Low(VL)
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No. Severity Occurrence Detection Fuzzy Output

(1) (2) (3) (4) (5)

53 Medium (M) Very Low (VL) Medium (M) Low (L)

54 Medium (M) Very Low (VL) High (H) High Low (HL)

55 Medium (M) Very Low (VL) Very High (VH) Low Medium (LM)

56 Medium (M) Low (L) Very Low (VL) Low (L)

57 Medium (M) Low (L) Low (L) High Low (HL)

58 Medium (M) Low (L) Medium (M) Low Medium (LM)

59 Medium (M) Low (L) High (H) Medium (M)

60 Medium (M) Low (L) Very High (VH) High Medium (HM)

61 Medium (M) Medium (M) Very Low (VL) Low Medium (LM)

62 Medium (M) Medium (M) Low (L) Medium (M)

63 Medium (M) Medium (M) Medium (M) High Medium (HM)

64 Medium (M) Medium (M) High (H) Low High (LH) 

65 Medium (M) Medium (M) Very High (VH) High (H)
66 Medium (M) High (H) Very Low (VL) Low (L)

67 Medium (M) High (H) Low (L) High Low (HL)

68 Medium (M) High (H) Medium (M) Low Medium (LM)

69 Medium (M) High (H) High (H) High Medium (HM)

70 Medium (M) High (H) Very High (VH) Low High (LH) 

71 Medium (M) Very High (VH) Very Low (VL) Low High (LH) 

72 Medium (M) Very High (VH) Low (L) Medium (M)

73 Medium (M) Very High (VH) Medium (M) High Medium (HM)

74 Medium (M) Very High (VH) High (H) Low High (LH) 

75 Medium (M) Very High (VH) Very High (VH) High (H)

76 High (H) Very Low (VL) Very Low (VL) None (N)

77 High (H) Very Low (VL) Low (L) Very Low (VL)

78 High (H) Very Low (VL) Medium (M) Low (L)

79 High (H) Very Low (VL) High (H) Low (L)

80 High (H) Very Low (VL) Very High (VH) High Low (HL)

81 High (H) Low (L) Very Low (VL) Very Low (VL)

82 High (H) Low (L) Low (L) Low (L)
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No. Severity Occurrence Detection Fuzzy Output

(1) (2) (3) (4) (5)

83 High (H) Low (L) Medium (M) High Low (HL)

84 High (H) Low (L) High (H) Low Medium (LM)

85 High (H) Low (L) Very High (VH) Medium (M)

86 High (H) Medium (M) Very Low (VL) Low (L)

87 High (H) Medium (M) Low (L) High Low (HL)

88 High (H) Medium (M) Medium (M) Low Medium (LM)

89 High (H) Medium (M) High (H) Medium (M)

90 High (H) Medium (M) Very High (VH) High Medium (HM)

91 High (H) High (H) Very Low (VL) Low Medium (LM)

92 High (H) High (H) Low (L) Medium (M)

93 High (H) High (H) Medium (M) High Medium (HM)

94 High (H) High (H) High (H) Low High (LH) 

95 High (H) High (H) Very High (VH) High (H)

96 High (H) Very High (VH) Very Low (VL) ) Medium (M)

97 High (H) Very High (VH) Low (L) High Medium (HM)

98 High (H) Very High (VH) Medium (M) Low High (LH) 

99 High (H) Very High (VH) High (H) High (H)

100 High (H) Very High (VH) Very High (VH) Very High (VH)

101 Very High (VH) Very Low (VL) Very Low (VL) Very Low (VL)

102 Very High (VH) Very Low (VL) Low (L) Very Low (VL)

103 Very High (VH) Very Low (VL) Medium (M) Low (L)

104 Very High (VH) Very Low (VL) High (H) Low (L)

105 Very High (VH) Very Low (VL) Very High (VH) High Low (HL)

106 Very High (VH) Low (L) Very Low (VL) Low (L)

107 Very High (VH) Low (L) Low (L) High Low (HL)

108 Very High (VH) Low (L) Medium (M) High Low (HL)

109 Very High (VH) Low (L) High (H) Low Medium

110 Very High (VH) Low (L) Very High (VH) Medium (M)

111 Very High (VH) Medium (M) Very Low (VL) High Low (HL)

112 Very High (VH) Medium (M) Low (L) High Low (HL)
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No. Severity Occurrence Detection Fuzzy Output

(1) (2) (3) (4) (5)

113 Very High (VH) Medium (M) Medium (M) Low Medium (LM)

114 Very High (VH) Medium (M) High (H) Medium (M)

115 Very High (VH) Medium (M) Very High (VH) High Medium (HM)

116 Very High (VH) Medium (M) Very Low (VL) Low Medium (LM)

117 Very High (VH) High (H) Low (L) Medium (M)

118 Very High (VH) High (H) Medium (M) High Medium (HM)

119 Very High (VH) High (H) High (H) Low High (LH)

120 Very High (VH) High (H) Very High (VH) High (H)

121 Very High (VH) High (H) Very Low (VL) High Medium (HM)

122 Very High (VH) Very High (VH) Low (L) Low High (LH)

123 Very High (VH) Very High (VH) Medium (M) High (H)

124 Very High (VH) Very High (VH) High (H) Very High (VH)

125 Very High (VH) Very High (VH) Very High (VH) Very High (VH)

L. Penilaian Risiko dengan Matriks Risiko 
Ilustrasi penilaian risiko pada studi kasus pengendalian rekaman ini 
dilakukan oleh tiga orang penilai. Penilai risiko disebut tim penilai 
yang selanjutnya akan melakukan tugasnya untuk menilai risiko 
pada setiap mode kegagalan yang ada pada proses pengendalian 
rekaman. Penilaian tidak dilakukan oleh tim dengan pertimbang-
an untuk menjaga reliabilitas hasil penilaian karena seperti yang 
dikemukakan oleh Nazir (2011), pada proses penilaian dengan 
menggunakan skala pemeringkatan, penilai harus dilakukan lebih 
dari satu orang karena jika dilakukan hanya oleh satu orang maka 
hasilnya dianggap kurang reliabel. Tim penilai risiko adalah pihak 
yang memahami proses secara baik. Dalam hal ini, pemangku 
kepentingan maupun pemilik proses me rupakan personil yang te-
pat untuk melakukan penilaian risiko ini. 

Penilaian risiko proses pengendalian rekaman dilakukan de-
ngan menggunakan matriks risiko yang dapat dilihat pada Tabel 
4.14.
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Matriks penilaian risiko pada Tabel 4.14 digunakan tim pe-
nilai risiko untuk menilai risiko pada proses pengendalian reka-
man. Ilustrasi penilaian dilakukan oleh tiga orang penilai yang ter-
diri atas pemilik dan pemangku kepentingan proses. Selanjutnya, 
diperoleh hasil penilaian risiko yang dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Hasil penilaian risiko pada Tabel 4.15 dihitung nilai rata- 
ratanya terlebih dahulu dengan rataan geometrik sebelum dilaku-
kan penghitungan nilai risikonya. Forman dan Selly (2001) meng-
ungkapkan alasan rataan geometrik dipilih karena angka penilaian 
dalam FMEA merupakan rentang dan memiliki sifat yang berbeda. 
Penghitungan rataan geometrik dari kriteria S, O, dan D menggu-
nakan rumus sebagai berikut: 

ΠG=
n

X
n

i=1
i

Keterangan: 
G = rata-rata ukur geomterik
n = jumlah sampel
Π = Perkalian nilai sampel ke –i
Xi  = Nilai sampel ke i

Hasil rataan geometrik dapat dilihat pada Tabel 4.15 pada 
kolom (15) sampai dengan (17). Hasil penghitungan rataan geo-
metrik kriteria S, O, dan D mendasari penghitungan nilai RPN 
(FMEA tradisional) dan F-RPN (fuzzy-FMEA). Penghitungan nilai 
RPN dilakukan dengan rumus perkalian kriteria S x O x D, se-
dangkan F-RPN dihitung dengan menggunakan sistem inferensi 
fuzzy yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh perhitungan 
F-RPN secara manual dapat dilihat pada Subbab M. Penghitung-
an nilai F-RPN secara otomatis pada studi kasus ini menggunakan 
perangkat lunak MatLab.
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M. Penghitungan Fuzzy-Risk Priority Number (F-RPN)
Penghitungan nilai F-RPN pada studi kasus ini menggunakan 
perangkat lunak MatLab dengan FIS yang sudah ditetapkan sebe-
lumnya. Ilustrasi perhitungan nilai F-RPN dengan menggunakan 
perangkat lunak MatLab adalah sebagai berikut. 

Jika nilai S = 1, O = 1, dan D = 1 maka penghitungan un-
tuk memperoleh nilai F-RPN diawali dengan mengubah nilai 
S, O, dan D ke dalam variabel linguistik sesuai dengan skala 
lingustik yang sudah ditentukan. Berdasarkan nilai masukan 
tersebut maka diketahui nilai input severity (S) bernilai 1 
dengan kategori variabel linguistiknya very low, nilai input 
occurrence (O) bernilai 1 dengan kategori variabel lingustik-
nya very low, dan nilai input detection (D) bernilai 1 dengan 
kategori variabel lingustiknya very low.

 Ilustrasi perolehan nilai tersebut dapat dilihat pada Gambar 
4.38. 

Berdasarkan gambar 4.38 maka dengan menggunakan fungsi 
implikasi minimum Mamdani diperoleh nilai keluaran: 

Aturan 1 (A1) = min (µS VL [1]; µO VL [1]; µD VL [1]) 
       = min (1, 1, 1)
       = 1

Langkah pada gambar 4.38 diulang untuk keseluruhan atur-
an pada Tabel 4.13. Hasil keseluruhan nilai keluaran berdasarkan 
Tabel 4.13 dapat dilihat pada Tabel 4.16.
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Gambar 4.38 Ilustrasi Perolehan Nilai Keluaran (Output) (S =1; O = 1; D 
=1)
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Tabel 4.16 Evaluasi Variabel Input (S = 1, O = 1 dan D = 1)

Aturan S =1 O = 1 D= 1 Nilai A 
(Min)Kategori µS[x] Kategori µO[x] Kategori µD[x]

1 VL 1 VL 1 VL 1 1
2 VL 1 VL 1 L 0 0
3 VL 1 VL 1 M 0 0
4 VL 1 VL 1 H 0 0
5 VL 1 VL 1 VH 0 0
6 VL 1 L 0 VL 1 0
7 VL 1 L 0 L 0 0
8 VL 1 L 0 M 0 0
9 VL 1 L 0 H 0 0
10 VL 1 L 0 VH 0 0
11 VL 1 M 0 VL 1 0
12 VL 1 M 0 L 0 0
13 VL 1 M 0 M 0 0
14 VL 1 M 0 H 0 0
15 VL 1 M 0 VH 0 0
16 VL 1 H 0 VL 1 0
17 VL 1 H 0 L 0 0
18 VL 1 H 0 M 0 0
19 VL 1 H 0 H 0 0
20 VL 1 H 0 VH 0 0
21 VL 1 VH 0 VL 1 0
22 VL 1 VH 0 L 0 0
23 VL 1 VH 0 M 0 0
24 VL 1 VH 0 H 0 0
25 VL 1 VH 0 VH 0 0
26 L 0 VL 1 VL 1 0
27 L 0 VL 1 L 0 0
28 L 0 VL 1 M 0 0
29 L 0 VL 1 H 0 0
30 L 0 VL 1 VH 0 0
31 L 0 L 0 VL 1 0
32 L 0 L 0 L 0 0
33 L 0 L 0 M 0 0
34 L 0 L 0 H 0 0
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Aturan S =1 O = 1 D= 1 Nilai A 
(Min)Kategori µS[x] Kategori µO[x] Kategori µD[x]

35 L 0 L 0 VH 0 0
36 L 0 M 0 AN 1 0
37 L 0 M 0 L 0 0
38 L 0 M 0 M 0 0
39 L 0 M 0 H 0 0
40 L 0 M 0 VH 0 0
41 L 0 H 0 VL 1 0
42 L 0 H 0 L 0 0
43 L 0 H 0 M 0 0
44 L 0 H 0 H 0 0
45 L 0 H 0 VH 0 0
46 L 0 VH 0 VL 1 0
47 L 0 VH 0 L 0 0
48 L 0 VH 0 M 0 0
49 L 0 VH 0 H 0 0
50 L 0 VH 0 VH 0 0
51 M 0 VL 1 VL 1 0
52 M 0 VL 1 L 0 0
53 M 0 VL 1 M 0 0
54 M 0 VL 1 H 0 0
55 M 0 VL 1 VH 0 0
56 M 0 L 0 VL 1 0
57 M 0 L 0 L 0 0
58 M 0 L 0 M 0 0
59 M 0 L 0 H 0 0
60 M 0 L 0 VH 0 0
61 M 0 M 0 VL 1 0
62 M 0 M 0 L 0 0
63 M 0 M 0 M 0 0
64 M 0 M 0 H 0 0
65 M 0 M 0 VH 0 0
66 M 0 H 0 VL 1 0
67 M 0 H 0 L 0 0
68 M 0 H 0 M 0 0
69 M 0 H 0 H 0 0
70 M 0 H 0 VH 0 0
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Aturan S =1 O = 1 D= 1 Nilai A 
(Min)Kategori µS[x] Kategori µO[x] Kategori µD[x]

71 M 0 VH 0 VL 1 0
72 M 0 VH 0 L 0 0
73 M 0 VH 0 M 0 0
74 M 0 VH 0 H 0 0
75 M 0 VH 0 VH 0 0
76 H 0 VL 1 VL 1 0
77 H 0 VL 1 L 0 0
78 H 0 VL 1 M 0 0
79 H 0 VL 1 H 0 0
80 H 0 VL 1 VH 0 0
81 H 0 L 0 VL 1 0
82 H 0 L 0 L 0 0
83 H 0 L 0 M 0 0
84 H 0 L 0 H 0 0
85 H 0 L 0 VH 0 0
86 H 0 M 0 VL 1 0
87 H 0 M 0 L 0 0
88 H 0 M 0 M 0 0
89 H 0 M 0 H 0 0
90 H 0 M 0 VH 0 0
91 H 0 H 0 VL 1 0
92 H 0 H 0 L 0 0
93 H 0 H 0 M 0 0
94 H 0 H 0 H 0 0
95 H 0 H 0 VH 0 0
96 H 0 VH 0 VL 1 0
97 H 0 VH 0 L 0 0
98 H 0 VH 0 M 0 0
99 H 0 VH 0 H 0 0

100 H 0 VH 0 VH 0 0
101 VH 0 VL 1 VL 1 0
102 VH 0 VL 1 L 0 0
103 VH 0 VL 1 M 0 0
104 VH 0 VL 1 H 0 0

Tabel 4.16 lanjutan
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Aturan S =1 O = 1 D= 1 Nilai A 
(Min)Kategori µS[x] Kategori µO[x] Kategori µD[x]

105 VH 0 VL 1 VH 0 0
106 VH 0 L 0 VL 1 0
107 VH 0 L 0 L 0 0
108 VH 0 L 0 M 0 0
109 VH 0 L 0 H 0 0
110 VH 0 L 0 VH 0 0
111 VH 0 M 0 VL 1 0
112 VH 0 M 0 L 0 0
113 VH 0 M 0 M 0 0
114 VH 0 M 0 H 0 0
115 VH 0 M 0 VH 0 0
116 VH 0 H 0 VL 1 0
117 VH 0 H 0 L 0 0
118 VH 0 H 0 M 0 0
119 VH 0 H 0 H 0 0
120 VH 0 H 0 VH 0 0
121 VH 0 VH 0 AN 1 0
122 VH 0 VH 0 L 0 0
123 VH 0 VH 0 M 0 0
124 VH 0 VH 0 H 0 0
125 VH 0 VH 0 VH 0 0

Dari Tabel 4.15, diperoleh aturan-aturan yang memiliki dae-
rah hasil fungsi implikasi minimum berdasarkan masukan S = 1, 
O = 1, dan D = 1 untuk keseluruhan aturan (125 aturan). Misal, 
untuk aturan 1, jika nilai S berkategori very low (VL), nilai O 
berkategori very low (VL), dan nilai D berkategori very low (VL) 
memiliki nilai minimum 1 maka berdasarkan aturan fuzzy di Tabel 
4.13, aturan tersebut menghasilkan nilai keluaran berkategori none 
(N). Aturan yang memiliki daerah hasil fungsi minimum dapat 
dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.16 lanjutan
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Tabel 4.17 Aturan yang Memiliki Daerah Hasil Fungsi Minimum (S = 1, 
O = 1, dan D = 1)

Aturan S = 1 O = 1 D = 1 Nilai 
A 

(Min)

Nilai 
OutputKategori µO[x] Kategori µS[x] Kategori µD[x]

1 VL 1 VL 1 VL 1 1 N

Berdasarkan Tabel 4.16, nilai minimum hanya dimiliki oleh 
aturan 1 sehingga dapat dihitung batas nilai untuk µF-RPN. Pada 
nilai µF-RPN[x] = 1, nilai x dapat dicari berdasarkan perhitungan 
fungsi keanggotaan keluaran none (N) sebagai berikut.

1 = (200-x)/(200-100)
x = 100

Berdasarkan nilai tersebut maka batas nilai untuk µF-RPN 
menjadi:

(200–x)/(200–100) 100 ≤ x ≤ 200
x < 10

μF–RPN [X]=   {   }
1. Komposisi Aturan
Berdasarkan uraian di atas, komposisi semua nilai keluaran untuk 
S = 1, O = 1, dan D = 1 menggunakan aturan maksimum akan 
diperoleh daerah hasil fungsi implikasi minimum yang dapat dili-
hat pada Gambar 4.39.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,9

0

0,8
0,7
0,6

1

μ[x]

Gambar 4.39 Komposisi Semua Keluaran (Output) untuk Masukan (In-
put) (S = 1, O = 1, dan D = 1)
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Berdasarkan penghitungan, aplikasi fungsi implikasi tidak 
memiliki titik potong antara semua aturan yang memiliki nilai 
daerah hasil sehingga nilai daerah hasil secara keseluruhan adalah 
sebagai berikut.

(200–x)/(200–100)   100 ≤ x ≤ 200
x < 10

μFRPN [X]=   {     }
2. Proses Defuzzifikasi
Proses defuzzifikasi (proses penegasan) dilakukan dengan meng-
gunakan metode centroid (lihat Bab 2, Subbab D, Subsubbab 7). 
Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah proses pengubahan 
himpunan fuzzy pada variabel masukan efek kegagalan (S), pelu-
ang kegagalan (O), dan deteksi kegagalan (D) yang diperoleh dari 
komposisi keluaran aturan fuzzy menjadi bilangan tegas tertentu, 
yaitu nilai F-RPN. Daerah solusi fuzzy dapat dilihat pada Gambar 
4.40.

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,9

0

0,8
0,7
0,6

1

μ[x]

A

Gambar 4.40 Daerah Solusi Masukan (Input) Fuzzy (S = 1, O = 1, dan   
D = 1)

Berdasarkan contoh dari Tabel 4.16 yang menjelaskan bahwa 
hanya ada satu aturan yang memiliki nilai, nilai tegas x ditentukan 
dengan luas area A pada Gambar 4.40 di atas. Momen terhadap 
nilai keanggotaan juga hanya satu yang disimbolkan de ngan M. 
Nilai tegas titik pusat dihitung menggunakan rumus:

Titik Pusat = =Momen M
Luas A
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dengan M adalah momen terhadap nilai keanggotaan dan A adalah 
luas setiap daerah solusi fuzzy. Rumus penghitungan nilai momen, 
luas, dan titik pusat adalah sebagai berikut:

Momen (M):

0.01

M=

= = 30000 – 23333.33 = 6666,667x2 – x3

∫ 200

200
100

100

(2–0,01x) x dx

3

Luas (A):

A = = = 50Alas x Tinggi (200–100) x 1
2 2

Titik pusat:

Titik Pusat = = = 133,33Momen 6666,67
Luas 50

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, hasil evaluasi variabel 
masukan proses FMEA, yaitu F-RPN dengan nilai severity (S) = 1, 
occurrence (O) = 1, dan detection (D) = 1 adalah 133,33.

Berdasarkan prinsip perhitungan di atas maka diperoleh nilai 
F-RPN yang dapat dilihat pada Tabel 4.18.



Studi Kasus Penilaian ... 173

Ta
be

l 
4.

18
 H

as
il 

Pe
rh

itu
ng

an
 N

ila
i R

PN
 d

an
 F

-R
PN

ID
 

Pr
os

es
M

od
e 

K
eg

ag
al

an
D

am
pa

k 
K

eg
ag

al
an

Pe
ny

eb
ab

 K
eg

ag
al

an
M

et
od

e 
D

et
ek

si
S

O
D

R
P

N
F-

R
P

N

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

1
K

es
al

ah
an

 p
en

ul
isa

n 
re

ka
m

an
 p

ad
a 

da
fta

r 
re

ka
m

an
 

• 
Pe

nu
lis

an
 u

la
ng

 d
af

ta
r 

re
ka

m
an

 (
re

w
or

k)
•  

Pr
os

es
 in

pu
t 

te
rb

ur
u-

bu
ru

• 
K

et
id

ak
te

lit
ia

n 
pa

da
 p

ro
se

s 
in

pu
t

• 
Ti

da
k 

ko
ns

en
tr

as
i

Ve
rifi

ka
si 

da
fta

r 
re

ka
m

an

2,
88

4,
93

3,
91

2,
29

2
28

,4
6

22
,5

8
13

,2
1

42
9,

43
42

63
3

28
7,

28

2
K

es
al

ah
an

 p
er

ek
am

an
 

ya
ng

 t
id

ak
 t

er
ko

re
ks

i
•  

Pe
ng

gu
na

an
 d

af
ta

r 
 re

ka
m

an
 t

id
ak

 v
al

id
• 

Pr
os

es
 v

er
ifi

ka
si 

te
rb

ur
u-

bu
ru

• 
K

et
id

ak
te

lit
ia

n 
ve

rifi
ka

to
r

• 
Ti

da
k 

ko
ns

en
tr

as
i

Au
di

t 
5,

94
3,

30
2,

00
1,

26

1
19

,6
3

11
,8

9
7,

49

34
1,

88
29

4,
19

23
7,

98
3

K
es

al
ah

an
 in

pu
t 

da
fta

r 
in

du
k 

re
ka

m
an

 p
ad

a 
SE

M
AR

• 
In

pu
t 

da
ta

 u
la

ng
 

(r
ew

or
k)

• 
Pr

os
es

 in
pu

t 
te

rb
ur

u-
bu

ru
• 

K
et

id
ak

te
lit

ia
n 

pa
da

 p
ro

se
s 

in
pu

t
• 

Ti
da

k 
ko

ns
en

tr
as

i
• 

Ti
da

k 
ad

a 
sta

nd
ar

 i
np

ut
 r

ek
am

an
 

pa
da

 S
EM

AR
• 

In
str

uk
si 

ke
rja

 in
pu

t d
at

a 
pa

da
 

ap
lik

as
i S

EM
AR

 t
id

ak
 d

ite
ta

pk
an

• 
K

es
al

ah
an

 p
em

ro
gr

am
an

 s
ist

em
 

• 
D

at
a 

in
pu

t t
id

ak
 t

er
sim

pa
n

Au
di

t 
5,

77
3,

63
5,

59
4,

48
4,

72

2,
88

1,
59

1,
44

3,
30

69
,2

3
10

6,
55

85
,3

7
89

,8
7

54
,9

5

30
,2

4
27

,4
7

50
7,

43
62

7,
23

56
0,

36
58

8,
41

41
8,

21

33
3,

74
32

1,
20

• 
Pe

ng
gu

na
an

 d
af

ta
r 

re
ka

m
an

 t
id

ak
 v

al
id

• 
Pr

os
es

 in
pu

t t
er

bu
ru

-b
ur

u
• 

K
et

id
ak

te
lit

ia
n 

pa
da

 p
ro

se
s 

in
pu

t
• 

Ti
da

k 
ko

ns
en

tr
as

i
• 

Ti
da

k 
ad

a 
sta

nd
ar

 i
np

ut
 r

ek
am

an
 

pa
da

 S
EM

AR
• 

In
str

uk
si 

ke
rja

 i
np

ut
 d

at
a 

pa
da

 
ap

lik
as

i S
EM

AR
 t

id
ak

 d
ite

ta
pk

an
• 

K
es

al
ah

an
 p

em
ro

gr
am

an
 s

ist
em

 
• 

D
at

a 
in

pu
t 

tid
ak

 t
er

sim
pa

n

Au
di

t 
5,

65
4,

00
2,

52
4,

16
2,

47

2,
29

4,
16

1,
59

2,
62

59
,1

9
37

,2
9

61
,5

6
36

,4
9

33
,8

8

61
,5

6
23

,4
9

39
2,

94
40

6,
61

35
9,

23
34

6,
10

40
6,

52

28
9,

34
30

9,
79



Penilaian Risiko Instansi ...174

ID
 

Pr
os

es
M

od
e 

K
eg

ag
al

an
D

am
pa

k 
K

eg
ag

al
an

Pe
ny

eb
ab

 K
eg

ag
al

an
M

et
od

e 
D

et
ek

si
S

O
D

R
P

N
F-

R
P

N

(1
)

(2
)

(3
)

(4
)

(5
)

(6
)

(7
)

(8
)

(9
)

(1
0)

4
K

es
al

ah
an

 p
em

ili
ha

n 
te

m
pa

t 
pe

ny
im

pa
na

n 
re

ka
m

an
 

• 
Re

ka
m

an
 r

us
ak

 
• 

Ti
da

k 
di

be
rik

an
 p

el
at

ih
an

 
pe

ny
im

pa
na

n 
re

ka
m

an
 

• 
K

ur
an

gn
ya

 p
en

ge
ta

hu
an

 p
et

ug
as

 
ak

an
 p

en
tin

gn
ya

 p
em

ili
ha

n 
te

m
pa

t 
pe

ny
im

pa
na

n 
re

ka
m

an
 

Au
di

t 
8,

32
3,

91

5,
24

2,
29

74
,5

7

99
,8

4

54
3,

53

56
3,

15

• 
Re

ka
m

an
 s

ul
it 

di
te

m
uk

an
 k

em
ba

li 
sa

at
 

di
bu

tu
hk

an

• 
K

es
al

ah
an

 p
en

ga
te

go
ria

n 
je

ni
s 

re
ka

m
an

• 
Ti

da
k 

ad
a 

ac
ua

n/
ke

te
nt

ua
n 

 pe
ng

at
eg

or
ia

n 
re

ka
m

an

Au
di

t 
4,

93
3,

30

2,
71

1,
26

20
,5

2

16
,8

7

40
3,

98

26
1,

22

5
K

es
al

ah
an

 p
en

ca
ta

ta
n 

pe
m

in
ja

m
an

/p
er

m
in

ta
an

 
do

ku
m

en
 

• 
D

af
ta

r 
re

ka
m

an
 t

id
ak

 
v a

lid
• 

Ti
da

k 
ko

ns
en

tr
as

i
• 

K
es

al
ah

an
 p

en
gi

sia
n 

ko
lo

m
 

pe
nc

at
at

an

Au
di

t 
6,

21
1,

26
1,

82
1,

26
9,

86
14

,2
3

26
7,

56
30

5,
10

• 
Re

ka
m

an
 h

ila
ng

• 
Bu

ku
 p

en
ca

ta
ta

n 
tid

ak
 t

er
se

di
a

• 
Pr

os
es

 p
en

ca
ta

ta
n 

te
rb

ur
u-

bu
ru

Au
di

t 
6,

32
2,

88
4,

93
2,

29
41

,7
1

71
,3

3
40

3,
61

53
0,

50



Studi Kasus Penilaian ... 175

N. Prioritas Risiko 
Prioritas risiko atau pemeringkatan nilai risiko adalah pengurutan 
besarnya nilai RPN hasil analisis risiko. Pengurutan nilai risiko 
pada konteks analisis risiko dengan fuzzy-FMEA ditentukan ber-
dasarkan besarnya nilai F-RPN yang menggambarkan tinggi dan 
rendahnya tingkat risiko. Berdasarkan hasil penghitungan nilai 
F-RPN pada Tabel 4.18, prioritisasi risiko pada proses peng ukuran 
risiko dengan fuzzy-FMEA pada konteks proses pengendalian 
rekam an dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Hasil pada Tabel 4.19 menunjukkan nilai F-RPN berkisar 
dari 237.98 sampai dengan 627.23. Nilai F-RPN tertinggi, yaitu 
627.23 terjadi pada mode kegagalan kesalahan input daftar induk 
ulang (rework). Prioritas perbaikan untuk menurunkan nilai risiko 
dilihat berdasarkan nilai F-RPN yang paling tinggi kemudian ber-
lanjut ke nilai F-RPN yang lebih rendah. 
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O. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 
Tindakan perbaikan dan pencegahan bertujuan menurunkan nilai 
risiko. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang ada pada studi 
kasus pengendalian rekaman ini dimulai dari mode kegagalan yang 
memiliki nilai F-RPN paling tinggi, yaitu kesalahan input daftar 
induk rekaman pada SEMAR. Tindakan perbaikan dan pencega-
han dapat diketahui setelah melakukan analisis pemetaan masalah 
yang dilakukan dengan metode 5W2H. Tabel 4.20 merupakan 
contoh usulan tindakan perbaikan dan pencegahan dengan meng-
gunakan metode 5W2H untuk mode kegagalan kesalahan input 
daftar induk rekaman pada SEMAR 

Tabel 4.20 Usulan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan dengan 5W2H

No Pertanyaan Jawaban
1. What? : Masalah apa yang 

akan diselesaikan?
Kesalahan input daftar induk rekaman pada SEMAR

2. Why? : Mengapa hal tersebut 
dilakukan?

Kesalahan tersebut berdampak pada proses input 
ulang dan jika tidak dilakukan maka berpotensi 
menggunakan daftar rekaman yang tidak valid yang 
akan berdampak pa da proses pengendalian rekaman 
dan peng operasian sistem manajemen mutu di 
organisasi

3. Where? : Dimana proses 
perbaikan ini dilakukan?

Proses perbaikan dilakukan pada bisnis proses pe-
ngendalian rekaman 

4. Who? : Siapa yang akan 
melakukan perbaikan?

Pemilik proses dan sekretaris wakil manajemen

5. When? : Kapan target penyele-
saiannya?

Target penyelesaian kesalahan ini akan dilakukan 
dalam jangka waktu dua minggu ke depan 

6. How? : Bagaimana langkah 
penyelesaiannya?

Memperbaiki kesalahan daftar rekaman dengan 
melakukan input ulang dan mela ku kan pengubahan 
alur proses bisnis pe ngendalian rekaman dengan 
menambahkan proses verifikasi setelah tahap 
input data pada sistem SEMAR sebagai tindakan 
pencegahan agar kesalahan tidak berulang atau 
frekuensi kejadiannya bisa diturunkan

7. How much? : Berapa biaya 
yang dibutuhkan untuk proses 
perbaikan?

Proses perbaikan memerlukan biaya sekitar 
Rp1.000.000
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Berdasarkan Tabel 4.20, tindakan perbaikan yang dilakukan 
adalah melakukan input ulang daftar induk rekaman, sedang-
kan tindakan pencegahannya adalah mengubah proses bisnis pe-
ngendalian rekaman dengan menambahkan proses verifikasi input 
data pada sistem SEMAR. Tindakan perbaikan dan pencegahan 
tersebut diharapkan dapat menurunkan nilai risiko yang ditandai 
dengan turunnya nilai F-RPN. Semua langkah pada Tabel 4.20 
diulang untuk setiap mode kegagalan dengan tujuan untuk mem-
peroleh tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat agar nilai 
risikonya bisa menurun.

P. Evaluasi Hasil 
Evaluasi hasil pada prinsipnya membandingkan nilai risiko sebelum 
dan sesudah perbaikan dengan harapan nilai risiko setelah tindakan 
perbaikan dan pencegahan akan menurun. Langkah evaluasi risiko 
dilakukan dengan melakukan penilaian ulang pada proses pengen-
dalian rekaman dengan format penilaian risiko seperti yang sudah 
dilakukan pada penilaian awal risiko. Penilaian ulang risiko meng-
gunakan matriks risiko yang sudah disusun sebelumnya, kemudi-
an melakukan perhitungan nilai F-RPNnya. Penilaian dilakukan 
setelah proses perbaikan dan pencegahan sudah dijalankan dengan 
baik serta tidak memiliki periode waktu khusus. Periode waktu 
penilaian ulang terhadap risiko dapat ditetapkan oleh organisasi 
berdasarkan konteks kebutuhan proses dan peraturan perundangan 
yang berkaitan. Contoh hasil evalusi penilaian risiko pada pro-
ses pengendalian pengendalian rekaman dapat dilihat pada Tabel 
4.21. Pada Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa tindakan perbaikan dan 
pencegahan dapat menurunkan nilai risiko, yang ditandai dengan 
turunnya nilai seluruh variabel input (S, O, dan D) serta diikuti 
dengan turunnya F-RPN dari 627.23 menjadi 286.21.
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BAB 5

Penyusunan Prosedur 
Penilaian Risiko

 TUJUAN:

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat:
1. Mengetahui pentingnya prosedur penilaian risiko bagi 

instansi pemerintah.
2. Mengetahui konsep prosedur dalam organisasi.
3. Mengetahui prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan 

prosedur. 
4. Mengetahui format prosedur yang harus digunakan instansi 

pemerintah.
5. Mengetahui komponen dan langkah pengembangan 

prosedur. 
6. Mengetahui proses penerapan prosedur.
7. Mampu mengembangkan prosedur penilaian risiko dengan 

fuzzy-failure mode and effect anaysis (fuzzy-FMEA).

Jika bab satu sampai dengan bab empat membahas urgensi risiko, 
konsep risiko, penilaian risiko dengan metode fuzzy-failure mode 
and effect analyis (fuzzy-FMEA), dan studi kasus penilaian risiko 
yang lebih menekankan pada teknis pelaksanaan penilaian risiko,  
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bab ini akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan prosedur 
penilaian risiko. Pada penerapannya, untuk memenuhi persyaratan 
penilaian risiko pada PP No. 60 Tahun 2008, instansi pemerintah 
wajib memiliki dokumen prosedur penilaian risiko. Prosedur ini 
dibutuhkan untuk menjamin proses penilaian risiko pada instansi 
pemerintah berjalan secara konsisten, terdokumentasi, dan jelas 
langkah-langkah pelaksananaanya sehingga tujuan peni laian risiko 
tercapai. Proses penyusunan prosedur pada instansi pemerintah 
harus sesuai dengan struktur prosedur yang dibuat untuk me-
menuhi persyaratan kesesuaian pada Permenpan dan RB Nomor 
35 tahun 2012. Bab ini akan menjelaskan mengenai pentingnya 
prosedur penilaian risiko, konsep prosedur pada organisasi secara 
umum, prinsip penyusunan prosedur pada instansi pemerintah, 
proses penerapan prosedur, dan pengembangan prosedur penilaian 
risiko dengan pendekatan fuzzy-FMEA. 

A. Pendahuluan
Pengukuran risiko pada umumnya dilakukan untuk mengetahui 
tingkat risiko, baik pada proses maupun pada produk. Penilaian 
risiko penting dilakukan tidak hanya untuk mengetahui tingkatan 
nilai risikonya, tetapi juga untuk menekan kerugian tindakan per-
baikan dan pencegahan terhadap risiko yang ada. Penilaian risiko 
pada instansi pemerintah merupakan hal penting untuk dilakukan 
karena selalu dihadapkan pada risiko dalam menjalankan tugasnya. 
Selain itu, PP No. 60 Tahun 2008 juga mewajibkan analisis risiko 
sebagai bentuk dari pengendalian internal instansi pemerintah. Ha-
sil penilaian risiko ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam 
proses perencanaan kegiatan pengendalian risiko yang mungkin 
terjadi. Penilaian risiko dapat dilakukan secara periodik, misalnya 
setiap triwulan atau semester, yang ditetapkan oleh setiap organ-
isasi. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala setiap tahun 
dan berkelanjutan untuk menekan tingkat kerugian pada aset yang 
dimiliki pemerintah, baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata. 
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Mengacu pada peraturan yang mewajibkan kepada setiap in-
stansi pemerintah untuk melakukan penilaian risiko maka penting 
untuk memastikan adanya penetapan sistem atau prosedur untuk 
menilai risiko dan metode yang akan digunakan. Peraturan Pe-
merintah Nomor 60 Tahun 2008 hanya menyebutkan risiko dapat 
dinilai secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga instansi pe-
merintah harus memilih atau menetapkan terlebih dahulu metode 
penilaian risiko yang akan digunakan dalam penerapan prosedur 
penilaian risiko. Salah satu metode yang dapat digunakan oleh 
instansi pemerintah untuk menilai risiko adalah fuzzy-FMEA. 

Bab ini akan menjelaskan mengenai langkah penyusunan 
prosedur secara umum dan contoh prosedur penilaian risiko de-
ngan pendekatan fuzzy-FMEA. Bab ini juga menjelaskan prinsip 
penyusunan dan pelaksanaan prosedur, format prosedur, kom-
ponen prosedur, pengembangan prosedur, penerapan prosedur, dan 
prosedur penilaian risiko. Penulis mengharapkan prosedur ini dapat 
menjadi acuan dalam menyusun prosedur penilaian risiko untuk 
instansi pemerintah. 

B. Prinsip-Prinsip Penyusunan dan Pelaksanaan Prosedur
Penyusunan dan pelaksanaan prosedur pada instansi pemerintah 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne-
gara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012. Peraturan 
ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengenai penyusunan 
prosedur, yaitu prinsip kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan 
efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada 
pengguna atau pihak yang dilayani, kepatuhan hukum serta ke-
pastian hukum. Prinsip kemudahan dan kejelasan menuntut agar 
prosedur dapat dimengerti serta diterapkan dengan mudah oleh 
seluruh pelaksana. Efisiensi dan efektivitas menjelaskan bahwa 
prosedur yang dibuat merupa kan prosedur yang telah dinilai efek-
tivitas serta efisiensinya. Keselarasan berkaitan dengan keselarasan 
satu prosedur terhadap prosedur lainnya. Prinsip keterukuran me-
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nitikberatkan pada  keluaran prosedur, yaitu prosedur harus memi-
liki standar kualitas dan baku mutu untuk mengukur keberha-
silannya. Prinsip selanjutnya adalah dinamis, yaitu prinsip yang 
menjelaskan bahwa prosedur yang disusun harus dapat disesuaikan 
secara fleksibel dengan kebutuhan mutu pelayanan di instansi pe-
merintah. Prinsip berorientasi pada pengguna atau pihak lain yang 
dilayani me nerangkan bahwa prosedur yang disusun harus mem-
pertimbangan kebutuhan pelanggan agar tercapai kepuasan pelang-
gan. Prinsip kepatuhan hukum terkait pemenuhan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku, sedangkan prinsip kepastian hukum terkait 
dengan legalitas prosedur, yaitu sebuah prosedur harus dikeluarkan 
dan diberlakukan oleh pejabat yang berwenang.

Mengacu pada Permenpan dan RB No. 35 tahun 2012, ter-
dapat enam prinsip pelaksanaan atau penerapan prosedur yang ha-
rus diperhatikan pemerintah, yaitu konsisten, komitmen, perbaikan 
berkelanjutan, mengikat, seluruh unsur memiliki peran penting, 
dan terdokumentasi dengan baik. Prinsip konsisten menjelaskan 
bahwa penerapan prosedur pada instansi pemerintah harus dilaku-
kan secara konsisten oleh setiap pihak yang terkait dalam prosedur 
tersebut secara bekelanjutan. Prinsip komitmen menunjukkan bah-
wa seluruh pihak pelaksana prosedur pada setiap tingkatan organi-
sasi harus memiliki komitmen penuh untuk menjalankan prosedur 
yang telah ditetapkan. Perbaikan berkelanjutan merupakan prinsip 
yang menggambarkan prosedur harus bersifat fleksibel untuk me-
nerima semua masukan perbaikan untuk memperoleh prosedur 
yang efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan organisasi. 
Prinsip menuntut agar prosedur yang diterapkan memiliki ke-
mampuan untuk mengikat pelaksana untuk melakukan tugas dan 
fungsinya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 

Keseluruh an proses tidak dapat berjalan dengan baik jika ada 
pihak atau unsur yang terlibat dalam proses tersebut tidak men-
jalankan perannya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip seluruh 
unsur pelaksana memiliki peran penting adalah prinsip yang harus 
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dipahami oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan prosedur. 
Prinsip ter akhir, yaitu terdokumentasi dengan baik. Prinsip ini 
penting karena seluruh data aktivitas organisasi akan terekam de-
ngan baik jika prinsip ini dijalankan sehingga organisasi dapat 
dengan mudah memperoleh data yang diperlukan yang dapat di-
jadikan acuan dalam menjalankan organisasi di masa mendatang.

C. Format Prosedur
Pada dasarnya, tidak ada ketentuan baku mengenai format pem-
buatan prosedur. ISO/TS 10013:2001 sebagai dokumentasi sistem 
manajemen mutu tidak menjelaskan aturan tertentu mengenai for-
mat sebuah prosedur, namun secara umum menjelaskan bebe rapa 
pendekatan mengenai format prosedur, yaitu dapat berbentuk tu-
lisan atau teks, peta aliran proses, grafik, tabel atau kombinasi nya. 
Instansi pemerintah memiliki peraturan khusus mengenai pem-
buatan prosedur, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012. Peraturan 
tersebut menjadi acuan dalam membuat prosedur penilaian risiko 
pada instansi pemerintah yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

ISO/TS 10013: 2001 menjelaskan bahwa sebuah prosedur 
yang baik adalah prosedur yang sederhana dan dapat menyampai-
kan informasi sesuai yang dimaksud oleh prosedur tersebut (IOS, 
2001). Format prosedur juga harus memiliki kemampuan un-
tuk memfasilitasi kon sistensi prosedur pada konteks pelaksanaan-
nya. Terdapat empat faktor penting yang harus dipertimbangkan 
dalam penyusunan prosedur, yaitu jumlah keputusan yang akan 
dibuat pada prosedur, langkah-langkah yang ada dalam prosedur, 
p enanggung jawab, dan pelaksana prosedur serta tujuan prosedur 
itu sendiri. 

Senada dengan penjelasan pada ISO/TS 10013:2001, secara 
prinsip Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 mengenai Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Negara 
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memiliki prinsip yang sama terkait penyusunan prosedur. Berikut 
ini adalah beberapa beberapa format penyusunan prosedur yang 
dijelaskan dalam peraturan tersebut. 
1) Langkah Sederhana (Simple Steps)

Format ini ditujukan untuk membuat format yang paling 
sederhana. Format ini dipilih jika prosedur yang akan dibuat 
memiliki lingkup kegiatan kecil atau sederhana, dan jumlah 
keputusan yang diambil sedikit. Format sederhana cocok di-
gunakan dalam konteks pelaksanaan prosedur berjumlah kecil 
dan langkah prosedurnya tidak lebih dari sepuluh tahapan. 

2) Tahapan Berurutan (Hierarchical Steps)
Format berurutan merupakan format pengembangan dari 
langkah sederhana. Pada format ini, jumlah pengambilan 
keputusannya sedikit sama dengan format sederhana. Per-
bedaannya terletak pada jumlah langkah yang dibutuhkan 
dalam prosedur. Format ini membutuhkan langkah-langkah 
lebih detail yang biasanya dijelaskan kembali lebih rinci pada 
subbagian.

3) Grafik (Graphic)
Format grafik cocok digunakan ketika kegiatan dijelaskan 
dalam prosedur panjang dan spesifik serta menggunakan foto 
atau diagram untuk menjelaskan kegiatan. Format ini sangat 
berguna bagi pihak eksternal organisasi yang menjadi pe-
mangku kepentingan prosedur tersebut. 

4) Diagram Alir (Flowcharts) 
Format ini digunakan untuk prosedur yang membutuhkan 
pengambilan keputusan yang kompleks dan membutuhkan 
alternatif jawaban yang memengaruhi proses selanjutnya. For-
mat ini juga memberikan kemudahan bagi pelaksana karena 
menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dalam 
bentuk proses pengerjaan sebagai hasil dari keputusan yang 
telah diambil. Pemahaman mengenai simbol-simbol yang di-
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gunakan untuk menjelaskan proses diagram alir merupakan 
cara memahami prosedur dengan format ini. Pada dasarnya, 
semua simbol yang digunakan pada proses ini merupakan 
pengembangan dari simbol dasar pembuatan diagram alir, 
yang terdiri atas simbol kotak yang menggambarkan proses, 
simbol kapsul yang menggambarkan terminator, simbol belah 
ke tupat sebagai simbol keputusan, dan anak panah sebagai 
sebagai arah alur proses. Format prosedur dalam bentuk di-
agram alir ini terdiri dari dua jenis, yaitu diagram alir linear 
dan diagram alir bercabang. 

a) Diagram Alir Linear 
Diagram alir linear memiliki dua bentuk, yaitu vertikal dan 
horizontal. Adanya unsur kegiatan yang disatukan, yaitu un-
sur kegiatan atau unsur pelaksananya, dan penulisan rumusan 
kegiatan secara singkat di dalam simbol yang digunakan me-
rupakan ciri utama dari diagram alir ini. 

b) Diagram Alir Bercabang 
Format diagram alir bercabang berkebalikan dengan diagram 
alir linear. Diagram ini memisahkan unsur pelaksana dengan 
kegiatannya dalam kolom-kolom tertentu. Prosedur kegiatan 
digambarkan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara 
bercabang. Setiap simbol tidak diberikan tulisan mengenai 
kegiatan, kecuali pada simbol keputusan untuk menjelaskan 
alternatif jawaban hasil keputusan. 

Format diagram alir bercabang ditetapkan menjadi format 
yang wajib digunakan untuk penyusunan prosedur pada instansi 
pemerintah walaupun secara prinsip keempat format tersebut dapat 
digunakan. Penjelasan lebih spesifik mengenai format prosedur 
untuk setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut.
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1) Format Diagram Alir 
Instansi pemerintah diwajibkan menggunakan format diagram 
alir bercabang dalam penyusunan prosedur kegiatan atau 
proses dalam instansi pemerintah (kementerian/lembaga dan 
pemerintah daerah) dengan asumsi memuat kegiatan yang 
berjumlah banyak dan kompleks. Format ini tetap berlaku 
sebagai langkah standardisasi format prosedur, walaupun pada 
kenyataannya ada kegiatan yang bersifat sederhana. 

2) Simbol Diagram Alir
Simbol yang digunakan untuk menyusun prosedur ada lima 
simbol yang terdiri atas empat simbol dasar diagram alir dan 
satu simbol penghubung ganti halaman. Kelima simbol yang 
dipergunakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Simbol Diagram Alir

No. Simbol Deskripsi

1 Terminator mendeskripsikan kegiatan mulai dan ber akhir

2 Process mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

3 Decision mendeskripsikan kegiatan pengambilan ke putusan

4 Arrow mendeskripsikan arah kegiatan/proses

5 Off-Page Connector mendeskripsikan hubungan antar sim-
bol yang berbeda halaman

Sumber: Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012

D. Komponen Prosedur
Komponen prosedur merupakan bagian yang harus ada dalam 
prosedur. ISO 10013: 2001 menjelaskan prosedur minimal me-
ngandung lima unsur, yaitu judul, tujuan, lingkup, tujuan dan 
we wenang, dan deskripsi kegiatan. Judul prosedur merupakan 
identitas mengenai prosedur itu sendiri dan harus jelas serta dapat 
menggambarkan keseluruhan prosedur agar pelaksana prosedur 
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dapat memahami isi prosedur dengan mudah. Komponen tujuan 
adalah bagian prosedur yang menjelaskan arah atau sasaran yang 
ingin dicapai oleh prosedur. Tujuan prosedur harus dideskripsikan 
dengan jelas agar pelaksana prosedur dapat memahami prosedur 
yang akan dijalankan. Komponen lingkup merupakan batasan area 
prosedur diberlakukan, baik batasan proses, pelaksana maupun 
area berlakunya prosedur. Komponen selanjutnya adalah tanggung 
jawab dan wewenang, yaitu komponen prosedur yang menjelaskan 
tanggung jawab dan wewenang pelaksana dan atau fungsi organi-
sasi. Komponen ini juga menjelaskan keterkaitan proses terhadap 
pelaksananya, sedangkan deskripsi kegiatan merupakan komponen 
dalam prosedur yang menjelaskan kegiatan apa saja yang harus 
dilakukan dalam suatu prosedur. Sebuah organisasi harus mem-
perhatikan beberapa aspek agar dapat mendeskripsikan kegiatannya 
dengan baik, yaitu definisi kebutuhan, pelanggan dan pemasok; 
penggambaran proses dalam bentuk diagram alir atau deskripsi; 
penetapan penanggung jawab; penjelasan mengenai mengapa, ka-
pan, dimana; dan bagaimana setiap kegiatan tersebut dilakukan. 
Selain itu, organisasi juga harus mengidentifikasi proses pengen-
dalian kegiatan dan menjelaskan proses pengendaliannya. Lebih 
lanjut, organisasi juga harus menetapkan sumber daya yang diper-
lukan, dokumentasi, masukan dan hasil kegiatan serta tindak an 
pengukuran untuk mendeskripsikan kegiatan. 

Jika mengacu pada Permenpan dan RB No. 35 tahun 2012, 
prosedur mengandung dua komponen, yaitu unsur prosedur (iden-
titas dan isi) dan unsur dokumentasi (proses pendokumentasian 
prosedur). Identitas berisi hal-hal yang berkaitan dengan identitas 
prosedur, misalnya judul dan nomor prosedur, sedangkan unsur 
isi berisi kegiatan, pelaksana, baku mutu, dan keterangan. Berikut 
ini penjelasan lebih detail mengenai unsur prosedur dan unsur 
dokumentasi. 



Penilaian Risiko Instansi ...190

1) Unsur Prosedur
a) Unsur identitas

Unsur identitas memuat hal terkait logo dan nama in-
stansi, nomor prosedur, tanggal pembuatan, tanggal re-
visi, tanggal efektif, pengesahan, judul prosedur, dasar 
hukum, keterkaitan, kualifikasi pelaksana, peralatan dan 
perlengkapan, pencatatan dan pendataan. Contoh ilus-
trasi tampilan unsur identitas dapat dilihat pada Gambar 
5.1. 

LOGO
(Nama instansi/

Perusahaan/
Organisasi)

No. SOP :
Tgl. Terbit :
Tgl. Efektif :
No. Revisi :
Halaman : dari

(JUDUL SOP)

Disahkan oleh :  (Jabatan)

                    (Nama Pengesah)
                    (No. Identitas Pegawai)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
(Komponen ini menjelaskan berba gai 
peraturan perundang-undangan yang 
mendasari adanya prosedur beserta atur-
an pelaksanaannya)

(Komponen ini menjelaskan kuali-
fikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan perannya pada prosedur 
yang distandarkan)

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
(Komponen ini menjelaskan keterkai-
tan prossedur yang distandarkan dengan 
prosedur lain yang distandarkan yang 
terkait langsung de ngan kegiatan pada 
prosedur berkenaan)

(Komponen ini menjelaskan daftar per-
alatan utama [pokok] dan perlengkapan 
yang dibutuhkan untuk menjalankan 
prosedur)

Peringatan Pencatatan dan Pendaftaran
(Komponen ini menjelaskan kemung-
kinan-kemungkinan yang terjadi ke tika 
prosedur dilaksanakan atau tidak dilak-
sanakan)

(Komponen ini menjelaskan ber ba gai hal 
yang perlu didata dan di catat oleh pe-
jabat tertentu me ngenai dan bagaimana 
prosedur pen catatan dokumen dilakukan 
oleh organisasi)

Gambar 5.1 Unsur Identitas Prosedur
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b) Isi Prosedur 
Bagian isi prosedur menguraikan langkah atau proses 
yang terdapat dalam prosedur berupa diagram alir ber-
cabang yang mengandung unsur langkah kegiatan, pelak-
sana serta baku mutu (kelengkapan, waktu, hasil, dan 
keterangan) yang berperan sebagai pengendali produk 
akhir prosedur. Contoh bagian isi prosedur dapat dilihat 
pada Gambar 5.2 berikut ini:

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Kabid Kasubid Analisis Asdep Kelengkapan Waktu Output

1. Menugaskan Kasubid untuk 
mempersiapkan konsep laporan 
konsinyering

Agenda kerja 15 Menit Disposisi

2. Memerintahkan analisis untuk 
mengumpulkan bahan laporan 
konsinyering

Disposisi 15 Menit Disposisi

3. Mengumpulkan dan menyerahkan 
bahan konsinyering kepada Kasubid

Disposisi 1 Hari Bahan, 
Laporan, 
Disposisi

SOP  
Pengumpul-
an Bahan

4. Mengonsep laporan konsinyering 
dan menyerahkan kepada Kabid

Bahan 
Laporan

2 Jam Konsep, 
Laporan, 
Disposisi

5. Memeriksa konsep laporan 
konsinyering. Jika setuju 
menyampaikan kepada Asdep. Jika 
tidak setuju menyerahkan kepada 
Kasubid untuk diperbaiki

Konsep 
Laporan

1 Jam Draft 
Laporan, 
Disposisi

6. Memeriksa draft laporan 
konsinyering. Jika setuju 
menandatangani dan menyerahkan 
kepada Kabid. Jika tidak setuju 
mengembalikan kepada Kabid 
untuk diperbaiki

Draft 
Laporan

1 Jam Laporan, 
Disposisi

7. Menyerahkan laporan konsinyering 
kepada Kasubid untuk 
didokumentasikan

Laporan 10 Menit Disposisi

8. Menyerahkan laporan 
konsinyering kepada analis untuk 
didokumentasikan

Laporan 10 Menit Disposisi

9. Mendokumentasikan laporan 
konsinyering

Laporan Laporan, 
Bukti Do-
kumentasi

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Sumber: Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012

Gambar 5.2 Contoh Bagian Flowchart Prosedur di Institusi Pemerintah

2) Unsur Dokumentasi 
Unsur dokumentasi berkaitan dengan segala sesuatu yang 
memuat hal terkait proses dokumentasi sebuah prosedur yang 
mengandung unsur halaman judul (judul prosedur, satuan 
kerja, tahun pembuatan, dan lain-lain), keputusan pimpinan 
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terkait kekuatan hukum prosedur (pengesahan prosedur), 
daftar isi prosedur, dan penjelasan singkat penggunaan 
prosedur (ruang lingkup, ringkasan, dan definisi). Contoh 
halaman judul dapat dilihat pada Gambar 5.3.

Standar Operasional Prosedur 
Kementerian/Lembaga/Pemda ....

Logo/
LambangKementerian/
Lembaga/Pemda

Judul Dokumen
SOP AP

Tahun 
Pembuatan

Alamat Instansi
Kementerian/Lembaga/Pemda
Jl. ..........................................
Telepon: .................................
Kota ......................................

2012

Sumber: Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012

Gambar 5.3 Contoh Halaman Judul Dokumen Prosedur di 
Instansi Pemerintah

E. Pengembangan Prosedur
Penyusunan dan pengembangan prosedur harus dilakukan dengan 
tepat agar memperoleh prosedur yang efektif dan efisien. Tahap-
an pengembangan prosedur untuk instansi pemerintah memiliki 
mini mal lima tahap, yaitu pengumpulan informasi dan identifikasi 
alternatif, analisis dan pemilihan alternatif, penulisan prosedur, 
pengujian dan kaji ulang prosedur serta pengesahan prosedur. 
Tahapan ketiga dan keempat dapat dilakukan berulang kali sam-
pai memperoleh prosedur yang dinilai efektif dan efisien. Tahap-
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an prosedur umumnya menggunakan tahapan tersebut, namun 
fleksibilitas tahapan proses pembuatan prosedur bisa disesuaikan 
dengan kebutuhan konteks organisasi. Beberapa tahapan pembua-
tan prosedur dapat dilihat pada Gambar 5.4.

Pengumpulan 
informasi dan 

identifikasi 
alternatif

Penulisan 
prosedur

Analisis dan 
pemilihan 
alternatif

Pengujian  
dan reviu 
prosedur

Pengesahan 
prosedur

Sumber: Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012

Gambar 5.4 Tahapan Pengembangan Prosedur

Berikut ini penjelasan rinci mengenai tahap pembuatan 
prosedur sesuai dengan Gambar 5.4.
1) Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif Prosedur 

Tahapan ini dilakukan dengan mengacu pada hasil penilaian 
kebutuhan. Pengelompokan jenis informasi dan data yang 
dikehendaki, baik primer maupun sekunder, dilakukan untuk 
mempermudah pengumpulan informasi. Beberapa pendekat-
an yang dapat digunakan dalam tahapan ini, misalnya curah 
pendapat (brainstorming), diskusi terfokus, wawancara, survei, 
tolok ukur (benchmarking), telaah dokumen, dan lainnya. 
Pemilihan pendekatan tersebut erat kaitannya kondisi organi-
sasi, berikut ini pemaparannya. 
a) Curah Pendapat (Brainstorming)

Pendekatan ini dilakukan jika tim yang bertanggung 
jawab mengumpulkan informasi dinilai tidak memilki 
infomasi yang cukup untuk menyusun sebuah prosedur. 
Kondisi ini biasanya terjadi pada organisasi yang baru 
berdiri atau organisasi yang belum memiliki prosedur. 
Teknik ini membantu tim memahami prosedur yang 
dibutuhkan oleh organisasi. 
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b) Diskusi Terfokus 
Pendekatan ini dapat dipilih jika tim penyusun prosedur 
memiliki informasi yang cukup untuk menyusun 
prosedur, namun ingin lebih menggali informasi dari 
pihak-pihak terkait yang memiliki kemampuan teknis 
terkait dengan informasi yang dikumpulkan. Pendekatan 
ini cocok diterapkan untuk pengembangan prosedur agar 
menghasilkan prosedur yang efisien, cepat, dan tepat.

c) Wawancara 
Wawancara biasanya dilakukan agar tim memperoleh 
informasi yang lebih dalam dari narasumber ahli yang 
memiliki kemampuan teknis mengenai prosedur yang 
akan disusun. Teknik ini akan berhasil jika komponen 
seperti instrumen (panduan wawancara), narasumber, 
dan pewawancara dipilih dengan tepat.

d) Survei
Survei dipilih untuk memperoleh data dengan jumlah 
informan banyak. Survei dapat dilakukan untuk menge-
tahui gambaran mengenai kualitas pelayanan yang di-
inginkan oleh pelanggan atau masyarakat. Responden 
berasal dari masyarakat yang dipilih dengan menggu-
nakan teknik probabilitas (probability sampling) ataupun 
teknik non-probabilitas (non-probability sampling), seperti 
teknik pengambilan sampel secara acak (simple random 
sampling), pengambilan sampel dengan pertimbangan 
tertentu (purposive sampling), dan teknik pengambilan 
sampel lainnya.

e) Tolok Ukur (Benchmarking)
Teknik tolok ukur dilakukan dengan membandingkan 
satu prosedur dengan prosedur lainnya untuk pengem-
bangan suatu prosedur. Perbandingan dilakukan antara 
unit sejenis yang telah memiliki prosedur tertentu yang 
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memiliki kesamaan karakteristik dan berpotensi dilaku-
kan peningkatan. Teknik ini memiliki keunggulan dari 
segi waktu yang dibutuhkan perumusan suatu prosedur.

f ) Telaah Dokumen 
Telaah dokumen adalah pendekatan pencarian informasi 
sekunder yang dilakukan untuk memperoleh informasi 
dari dokumen-dokumen berkaitan, misalnya peraturan 
perundang-undangan, jurnal atau referensi lain yang dib-
utuhkan untuk menyusun prosedur.

Pendekatan di atas dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan 
organisasi dan digunakan secara simultan hingga memperoleh 
prosedur yang baik. Data informasi yang diperoleh digunakan 
untuk menyusun prosedur baru maupun mengembangkan 
prosedur yang sudah ada.

2) Analisis dan Pemilihan Alternatif
Tahap ini merupakan langkah yang dilakukan untuk menen-
tukan prosedur dan alternatif pilihannya agar sesuai dengan 
kebutuhan organisasi. Aspek yang menjadi pertimbangan da-
lam tahapan ini adalah kemudahan dan kejelasan, efisiensi 
dan efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi 
pada pengguna, kepatuhan hukum, dan kepastian hukum. 

3) Penulisan prosedur 
Penulisan prosedur merupakan langkah menuangkan kom-
ponen prosedur yang terdiri atas unsur dokumentasi dan un-
sur prosedur, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ke 
dalam bentuk tulisan di atas kertas. Unsur prosedur (iden-
titas dan isi prosedur) dan unsur dokumentasi dituangkan 
ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan jenis prosedur yang 
akan dibuat. Poin penting yang harus diperhatikan adalah 
penulisan prosedur dapat memberikan gambaran keterkaitan 
antarproses yang ada dalam prosedur.
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4) Pengujian dan Telaah Prosedur 
Langkah pengujian dan telaah prosedur adalah proses verifika-
si terhadap hasil penulisan prosedur. Tahapan ini merupakan 
salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan prosedur 
karena tahap ini memastikan proses yang dituliskan sesuai de-
ngan proses bisnis organisasi yang dilakukan. Proses pengujian 
prosedur dilakukan untuk mengetahui apakah prosedur terse-
but implementatif atau tidak, dan dapat dilakukan dengan 
dua cara, yaitu simulasi dan uji coba prosedur.

Simulasi merupakan proses pengujian prosedur de ngan 
melakukan simulasi pelaksanaan prosedur, namun tidak pada 
proses pelaksanaan yang sebenarnya. Simulasi ini dijalank-
an dengan membuat replika atau tiruan proses di mana 
prosedur yang dibuat akan dipakai. Uji coba adalah penerap-
an prosedur dalam konteks proses yang sesungguhnya pada 
organisasi. Pelaksana proses melakukan pengujian prosedur 
terhadap proses yang telah dipetakan dalam prosedur. Uji 
coba dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala sejak dini 
yang mungkin ada pada proses penerapan.

5) Pengesahan Prosedur 
Pengesahan prosedur merupakan tahap akhir dalam rangkai an 
pembuatan prosedur sebelum diterapkan dan biasanya di-
lakukan oleh pimpinan puncak organisasi. Pengesahan dilaku-
kan agar prosedur memiliki kepastian hukum dan memiliki 
ikatan hukum. 

F. Penerapan Prosedur
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, beberapa hal 
harus dipastikan terlebih dahulu sebelum prosedur diterapkan, 
yaitu sebagai berikut.
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1) Prosedur terbaru atau yang mengalami perubahan diketahui 
setiap pelaksana dan diketahui alasan perubahannya;

2) Salinan prosedur didistribusikan kepada setiap pihak yang 
membutuhkan dan tersedia untuk seluruh pengguna;

3) Peran masing-masing pelaksana diketahui dan setiap pelak-
sana dijamin dapat menggunakan pengetahuan dan kapabili-
tasnya untuk menerapkan prosedur secara aman, efektif, dan 
 mengetahui konsekuensi yang diterima jika prosedur tersebut 
tidak dilakukan; dan

4) Tersedianya mekanisme untuk pemantauan kinerja, identifi-
kasi masalah, dan penyediaan dukungan dalam proses pene-
rapan prosedur.

Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 juga menetapkan 
lima hal lain yang harus diperhatikan untuk menjamin keberha-
silan pe nerapan prosedur, yaitu perencanaan penerapan prosedur, 
pemberitahuan, distribusi dan aksesibilitas, pelatihan pemahaman 
prosedur serta pengawasan atau supervisi. Perencanaan dan pene-
rapan prosedur dilakukan untuk memberikan kesempatan pada 
pelaksana prosedur mempelajari dan memahami semua tugas, arah-
an, dan jadwal serta kebutuhan sumber daya yang terkait. Pem-
beritahuan atau penyebarluasan informasi mengenai prosedur dan 
segala perubahannya bertujuan agar setiap anggota organisasi me-
ngetahui keterkaitan pekerjaannya terhadap prosedur yang dibuat. 
Distribusi dan aksesibilitas prosedur harus dijamin untuk seluruh 
pelaksana prosedur dalam organisasi. Jaminan ini ditujukan agar 
seluruh pelaksana memahami tugas dan tanggung jawab terkait 
pekerjaannya yang terdapat dalam prosedur. 

Lebih lanjut, tahapan yang harus diperhatikan adalah pela-
tihan pemahaman prosedur. Pelatihan bertujuan agar penerap-
an prosedur dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pelaksana 
prosedur. Penilaian kebutuhan pelatihan, penyusunan materi pela-
tihan, pemilihan peserta pelatihan, pemilihan instruktur, dan pen-
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jadwalan serta pengadministrasian pelatihan merupakan tahapan 
yang harus diperhatikan dalam pelatihan pemahaman prosedur. 
Hal ini bertujuan agar pelatihan yang dilakukan efektif. Penga-
wasan atau supervisi adalah aspek penting yang harus diperhatikan 
untuk memastikan prosedur diterapkan sesuai dengan tujuannya. 
Pelaksana diharapkan menguasai prosedur yang dilaksanakannya 
sehingga pengawasan merupakan elemen penting yang tidak boleh 
diabaikan dalam penerapan prosedur. 

G. Prosedur Penilaian Risiko
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, pengembangan prosedur se-
cara prinsip tidak memiliki format tertentu untuk digunakan, na-
mun karena studi kasus penilaian risiko ini diperuntukan bagi in-
stansi pemerintah, acuan yang digunakan adalah Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 
35 tahun 2012. Studi kasus penilaian risiko ini dibuat agar in-
stansi pemerintah dapat membuat prosedur penilaian risiko pada 
instansinya dan menerapkan prosedur tersebut. 

Prosedur pengukuran risiko dalam buku ini bersifat umum 
dan segala ketentuan yang disampaikan merupakan ilustrasi se-
hingga instansi pemerintah yang ingin menerapkan prosedur ini 
harus menyesuaikan dengan konteks organisasinya masing-masing. 
Prosedur pengukuran risiko ini mengacu pada Permenpan dan RB 
No. 35 Tahun 2012 dan ISO/TS 10013:2001. Di bawah ini me-
rupakan beberapa komponen prosedur yang dapat menjadi acuan 
bagi setiap instansi pemerintah dalam pengembangan prosedur 
penilaian risiko.
1) Unsur Identitas Prosedur 

Identitas prosedur merupakan salah satu bagian dari un sur 
prosedur. Ilustrasi identitas untuk prosedur penilaian risiko 
dapat dilihat pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.2 Contoh Identitas untuk Prosedur Penilaian Risiko 
Judul Prosedur : SOP Penilaian Risiko 
Nomor Prosedur :  XYZ-PR-BAG-01
Tujuan Prosedur : • Menjamin proses penilaian risiko sesuai dengan stan-

dar organisasi.
• Menjamin proses penilaian risiko dilakukan setiap 

enam bulan sekali.
• Memastikan setiap pelaksana yang terkait de ngan 

prosedur ini telah mengerti, memahami serta men-
jalankan tugas dan wewenangnya sesu ai de ngan 
prosedur ini.

• Memastikan proses penilaian risiko dilakukan se cara 
konsisten.

Jenis Kegiatan : Rutin (setiap enam bulan)
Penganggung Jawab : • Laporan hasil analisis risiko = Kepala bidang/bagian 

(setingkat manajer)
• Kegiatan penilaian risiko = tim penilai risiko 

Ruang Lingkup : Prosedur ini mengatur proses penilaian risiko terhadap 
kegiatan seperti pelayanan pelatihan, bim bingan teknis, 
pengujian produk, dan penelitian di “XYZ”

Dasar Hukum : • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Ta-
hun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010–2025

• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Ta-
hun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu 
Pelayanan Aparatur kepada Masya rakat;

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Ta-
hun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Neg-
ara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tam bahan Lembaran 
Negara RI Nomor 5038);

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pe-
merintah.

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012

• Peraturan Kepala BPKP No.PER-688/K/D4/ 2012 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di 
Lingkungan Instansi Pemerintah

Keterkaitan : Prosedur ini memiliki keterkaitan dengan SOP Pengen-
dalian Rekaman.
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Peringatan : Laporan hasil penilaian risiko harus dibuat paling lam-
bat bulan Juni (periode I) dan Desember (pe riode II)

Peralatan dan Perleng-
kapan

: • Perangkat komputer
• Matriks penilaian risiko
• Alat tulis kantor (ATK)

Pencatatan dan Pen-
dataan

: Rekaman dicatat dan didaftarkan mengikuti SOP pe-
ngendalian rekaman.

Definisi dan Istilah : • Risiko adalah efek dari ketidakpastian dari tujuan
• Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas 

kemung kinan kejadian yang mengancam pencapaian 
tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

• Tim penilai risiko adalah tim yang bertanggung jawab 
melakukan penilaian risiko 

• Matriks penilaian risiko adalah matriks yang beri-
si daftar mode kegagalan, dampak, penyebab, serta 
metode deteksi kegagalan yang di leng kapi dengan se-
verity, occurrence, dan detection. 

Catatan: XYZ = Nama instansi pemerintah

2) Identifikasi Kegiatan dalam Pengukuran Risiko 
Setelah instansi pemerintah menetapkan beberapa komponen 
penting dalam identitas prosedur, instansi pemerintah perlu 
mengidentifikasi semua kegiatan yang ada dalam proses pe-
nilaian risiko. Berdasarkan PP No.60 Tahun 2008 kegiatan 
utama dalam penilaian risiko ada dua, yaitu identifikasi risiko 
dan analisis risiko sehingga kegiatan dalam penilaian risiko 
sebagai berikut.
a) Identifikasi Risiko

• Kepala satuan kerja menetapkan tujuan dan ling-
kup risiko yang akan dinilai.

• Kepala satuan kerja membentuk tim penilai risiko 
yang terdiri dari kepala bidang/bagian/unit atau pi-
hak terkait lainnya. 

• Tim penilai risiko melakukan pemetaan proses bis-
nis. Jika belum ada, yang akan dinilai risikonya 
adalah proses bisnis kegiatan Namun, jika sudah 



Penyusunan Prosedur Penilaian ... 201

ada, langsung melakukan tinjauan terhadap bisnis 
proses yang ada.

• Tim penilai risiko melakukan identifikasi pemangku 
kepentingan sesuai dengan lingkup analisis. 

• Tim penilai risiko melakukan identifikasi fungsi, 
persyaratan, dan/atau spesifikasi lingkup analisis 
risiko.

• Tim penilai risiko mengidentifikasi mode kegagalan 
potensial. 

• Tim penilai risiko mengidentifikasi penyebab ke-
gagalan.

• Tim penilai risiko mengidentifikasi dampak kega-
galan. 

• Tim penilai risiko mengidentifikasi metode deteksi 
kegagalan.

• Tim penilai risiko menentukan skala penilaian 
risiko untuk kriteria S, O, dan D.

b) Analisis Risiko
• Tim penilai meminta pihak terkait (misal: pemilik 

proses/penanggungjawab) mengisi kuesioner (Lam-
piran 1) pembobotan kriteria S, O, dan D untuk 
memperoleh urutan prioritas kriteria S, O, dan D, 
kemudian melakukan penghitungan dengan ban-
tuan perangkat lunak pembobotan (misal: Expert 
Choice) atau juga dapat dihitung manual (lihat 
Lampiran 5).

• Tim penilai menentukan sistem inferensi fuzzy se-
suai dengan hasil prioritas bobot S, O, dan D. 

• Tim penilai melakukan penilaian risiko dengan 
menggunakan matriks risiko (Lampiran 2) dan ska-
la risiko yang sudah ditentukan.
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• Tim penilai melakukan perhitungan nilai risiko 
(RPN dan F-RPN).

• Tim penilaian melakukan pemeringkatan risiko ber-
dasarkan nilai risiko yang diperoleh.

• Tim penilai memberikan usulan perbaikan dan 
pen cegahan terhadap risiko dan membuat laporan 
ringkas hasil analisis risiko dan menyampaikannya 
kepada kepala satuan kerja.

• Kepala satuan kerja menentukan rencana tindakan 
yang akan dilakukan berdasarkan usulan yang di-
sampaikan oleh tim penilai risiko, kemudian me-
nyusun rencana penilaian ulang risiko dalam rang-
ka evaluasi terhadap rencana tindak perbaikan dan 
pencegahan risiko. 

Contoh prosedur penilaian risiko ini diharapkan dapat 
memberikan ilustrasi bagi instansi pemerintah dalam penyu-
sunan prosedur risiko yang dibutuhkan sebagai salah satu un-
sur penerapan SPIP. Contoh prosedur penilaian risiko secara 
detail dapat dilihat pada Lampiran 4.
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BAB 6

Penutup
Penilaian risiko merupakan hal yang harus dilakukan oleh instan-
si pemerintah untuk mencapai pengelolaan pemerintahan sesuai 
kaidah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel. Penilaian risiko dapat meminimalkan kejadian yang 
dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, se-
bagaimana disiratkan pada PP No. 60 Tahun 2008. Di samping 
itu, penilaian risiko diharapkan dapat mewujudkan efisiensi dan 
efektivitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta mendorong 
peningkatan kualitas pelayanan. Penilaian risiko menjadi acuan 
bagi instansi pemerintah dalam menyusun rencana strategis dan 
membantu menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) atau Angaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Buku ini menitikberatkan pada penilaian risiko 
untuk instansi pemerintah sebagai pengejawantahan PP No. 60 Ta-
hun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Penilaian risiko menjadi hal yang penting untuk dilakukan 
ketika suatu instansi ingin menerapkan pengambilan keputusan 
dengan tingkat risiko yang dapat dikendalikan. Buku ini mem-
berikan pemahaman yang menyeluruh tentang penilaian risiko, 
mulai dari pengenalan konsep dasar risiko, manajemen risiko, studi 
kasus penilaian risiko dengan metode fuzzy-failure mode and effect 
analysis (fuzzy-FMEA) serta langkah pembuatan prosedur penilaian 
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risiko. Semua langkah penilaian risiko dengan fuzzy-FMEA telah 
dijelaskan secara detail sehingga memudahkan pembaca untuk me-
nerapkan metode penilaian risiko dengan metode Fuzzy-FMEA. 

Penilaian risiko dapat dilakukan melalui metode kualitatif, 
semi kuantitatif, atau kuantitatif tergantung pada kebutuhan dan 
ke sesuaian terhadap konteks organisasi. Instansi pemerintah le-
bih disarankan menggunakan metode penilaian risiko kualitatif. 
Fuzzy-failure mode and effect analysis (fuzzy-FMEA) merupakan 
metode penilaian risiko kualitatif. Jika dikaitkan dengan konteks 
keterbatasan anggaran pemerintah, metode ini lebih cocok un-
tuk instansi pemerintah karena lebih murah dibandingkan dengan 
metode lainnya (semikuantitatif atau kuantitatif ). Dari aspek ke-
butuhan penyediaan informasi terkait risiko, metode ini juga lebih 
dianjurkan karena semua informasi risiko yang dibutuhkan lebih 
sederhana dan dapat disediakan instansi pemerintah. Metode semi 
kuantitatif atau kuantitatif yang membutuhkan data pendukung 
risiko yang lebih kompleks yang dalam konteks institusi pemerin-
tahan berpotensi sulit diperoleh. 

Metode penilaian risiko fuzzy-FMEA memiliki potensi dite-
rapkan pada instansi pemerintah karena secara umum memiliki 
kerangka penilaian risiko sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008, 
yaitu: 
1) Merupakan metode penilaian risiko kualitatif yang memiliki 

unsur pemeringkatan dalam bentuk nilai fuzzy-risk priority 
number (F-RPN)

2) Memiliki kemampuan melakukan identifikasi risiko yang ber-
sumber dari faktor internal dan eksternal.

3) Memiliki kriteria metode deteksi risiko yang mempermudah 
proses pengendalian dan penurunan tingkat risiko.

4) Mempertimbangkan bobot kriteria risiko sehingga dapat me-
ngetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko.
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5) Dapat diterapkan di setiap tingkatan organisasi, baik untuk 
kegiatan/proses maupun keluaran kegiatan.

6) Memiliki kemampuan menganalisis dampak keparahan risiko 
(severity), probabilitas munculnya risiko (occcurrence), dan 
m etode deteksi risiko (detection).

7) Mudah memformulasikan tingkat keberterimaan risiko organi-
sasi, yaitu berdasarkan nilai F-RPN yang memiliki rentang 
pasti yaitu antara 1 sampai 1000. 

Fuzzy-FMEA juga memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup 
baik untuk disesuaikan dengan konteks instansi pemerintah. Ke-
sesuaian metode penilaian risiko dengan konteks organisasi yang 
akan menerapkannya dinyatakan penting agar tujuan penilaian 
risiko dapat dicapai. Selain itu, kesesuaian konteks ini juga akan 
memudahkan proses adopsi metode bagi organisasi dan mencegah 
adanya resistansi dari lingkungan internal organisasi. Berdasarkan 
hasil analisis, metode fuzzy-FMEA berkesesuaian dengan konteks 
organisasi pemerintah dari aspek peraturan perundangan, budaya, 
struktur organisasi, kompetensi sumber daya, dan anggaran. Ter-
lepas dari kekurangan fuzzy-FMEA, metode ini memiliki potensi 
yang baik untuk diterapkan pada penilaian risiko di instansi pe-
merintah.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada implementasi pe-
nilaian risiko dengan fuzzy-FMEA sebagai berikut. 
1) Penetapan lingkup penilaian risiko sesuai dengan konteks or-

ganisasi;
2) Penentuan tim penilai risiko yang memiliki kompetensi me-

madai untuk melakukan penilaian risiko; 
3) Penentuan narasumber ahli yang akan menentukan bobot 

ni lai tingkat keparahan (severity), frekuensi kegagalan (occur-
rence), dan deteksi kegagalan (detection);
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4) Penentuan narasumber ahli yang akan menetapkan aturan 
jika-maka, pembentukan fungsi masukan dan keluaran fuzzy; 
dan

5) Penentuan tindakan.
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LAMPIRAN 1  
Kuesioner Pembobotan

IDENTITAS RESPONDEN 

Jabatan: 
Petunjuk Pengisian: 
1) Untuk menghindari inkonsistensi, dimohon agar Bapak/Ibu 

mengisi kuesioner ini pada satu waktu dan memperhatikan 
konsistensi jawaban.

2) Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis dengan men-
jawab semua pertanyaan tertulis dengan tanda silang (X), 
lingkaran (O), atau centang (√). Jawaban ini dapat merupa-
kan hasil pengalaman atau pengetahuan yang Bapak/Ibu mi-
liki

3) Dalam bagian kuesioner ini, Bapak/Ibu diminta untuk mem-
bandingkan antara kriteria-kriteria risiko yang harus diper-
timbangkan untuk memberikan pembobotan kriteria analisis 
risiko. 

4) Nilai perbandingan yang diberikan mempunyai skala 1 sam-
pai 9. Definisi dari skala banding yang digunakan adalah 
sebagai berikut. 
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Nilai Definisi Penjelasan

1 Sama penting Dua variabel menyumbang sama besar 
pada sifat itu

3 Sedikit lebih penting Pengalaman dan pertimbangan se dikit 
menyokong satu variabel atas yang la in nya

5 Jelas lebih penting
Pengalaman dan pertimbangan dengan 
kuat menyokong satu variabel atas varia-
bel lainnya

7 Sangat jelas lebih 
penting

Satu variabel dengan kuat disokong dan 
dominannya telah terlihat dalam praktek 

9 Mutlak lebih 
penting

Bukti yang menyokong variabel yang satu 
atas variabel lainnya memiliki ting kat pe-
negasan tertinggi yang mung kin menguat-
kan.

2, 4, 6, 8
Nilai-nilai di antara 
dua pertimbangan 
yang berdekatan

Kompromi diperlukan antara dua pertim-
bangan

Kriteria 
A

Tingkat Kepentingan Relatif Kriteria 
B

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Occurrence

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Detection

Detection 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Occurence
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LAMPIRAN 2  
Lembar Kerja  
Penilaian Risiko  
dengan Fuzzy-FMEA



LAMPIRAN 3  
Lembar Rekapitulasi Hasil dan Evaluasi Risiko dengan 
Fuzzy-FMEA
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LAMPIRAN 4  
Standar Operasional Prosedur (SOP)  
Penilaian Risiko

Standar Operasional Prosedur 
Kementerian/Lembaga/Pemda ....

Kementerian/Lembaga/Pemda
Jl. ..........................................
Telepon: .................................
Kota ......................................

2016
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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran 
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5038);

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian In-
tern Pemerintah.

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Bi-
rokrasi 2010–2025

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Bi-
rokrasi 2010–2025

• Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan 
Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012

• Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-688/K/
D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian 
Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah

• …,dst 

• Memahami alur proses penilaian 
risiko 

• Telah mengikuti pelatihan analisis 
risiko

• Memahami bisnis proses yang akan 
dinilai risikonya

• ….dst.

LOGO
(Nama instansi/

Perusahaan/
Organisasi)

No. SOP :
Tgl. Terbit :
Tgl. Efektif :
No. Revisi :
Halaman : dari

SOP PENILAIAN RISIKO

Disahkan oleh :  Kepala Satuan Kerja
                            (ttd)

                    (Nama Pengesah)
                    (No. Identitas Pegawai)
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Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan/proses yang akan dianalisis/diagram 

alir proses bisnis 
• SOP pengendalian rekaman atau yang serupa 
• Instruksi kerja proses terkait 
• Dokumen spesifikasi teknis/persyaratan produk/

proses
• Rencana strategis/rencana implementatif organisasi
• Dokumen visi, misi, tujuan, atau sasaran organisasi
• ..dst (dokumen terkait lainnya)

• Komputer 
• Jaringan Internet
• Telepon 
• ATK 
• Printer 
• Filling cabinet
• Formulir-formulir
• ….dst

Peringatan Pencatatan dan Pendaftaran
• Jika SOP ini tidak terpenuhi maka akan mengaki-

batkan tidak terkontrolnya proses penilaian risiko. 
• Laporan hasil penilaian risiko harus dibuat pa-

ling lambat bulan Juni (periode I) dan Desember 
(periode II).

• Mengikuti SOP pengendalian reka-
man. 

Riwayat Perubahan
Rev. Tanggal Diusulkan oleh Uraian singkat perubahan

(ditujukan untuk menjelaskan riwayat perubahan  
yang terjadi pada SOP Penilaian Risiko)
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1) Tujuan
a) Menjamin proses penilaian risiko sesuai dengan standar 

organisasi.
b) Menjamin proses penilaian risiko dilakukan setiap enam 

bulan sekali.
c) Memastikan setiap pelaksana yang terkait dengan 

prosedur ini telah mengerti, memahami, dan menjalan-
kan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur ini.

d) Memastikan proses penilaian risiko dilakukan secara 
kon sisten.

b) Ruang Lingkup
Pedoman ini dipakai untuk lingkup kerja organisasi XYZ 
dalam penyelenggaraan penilaian risiko mulai dari penentuan 
lingkup analisis, tujuan analisis, 

3) Referensi
SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 3100, …dst.

4) Istilah dan Definisi
a) Risiko adalah efek ketidakpastian dari tujuan.
b) Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemung-

kinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan 
sasaran instansi pemerintah.

c) Tim penilai risiko adalah tim yang bertanggung jawab 
melakukan penilaian risiko.

d) Matriks penilaian risiko adalah matriks yang berisi daftar 
mode kegagalan, dampak, penyebab, serta metode de-
teksi kegagalan yang dilengkapi dengan kolom dampak 
kegagalan (S), penyebab kegagalan (O), dan metode ke-
gagalan (D).

e) Matriks risiko adalah matriks yang digunakan untuk 
melakukan penilaian terhadap risiko.
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f ) Bobot kriteria risiko adalah perbandingan besarnya pe-
ngaruh kriteria S, O, dan D terhadap nilai risiko.

g) Fuzzy-risk priority number (F-RPN) adalah nilai risiko 
hasil perhitungan dengan menggunakan metode fuzzy- 
failure mode and effect analysis (fuzzy-FMEA)

h) …dst. (istilah dan definisi lain yang diperlukan)
5) Form/Dokumen Terkait

a) SOP pengendalian rekaman
b) Formulir penilaian bobot kriteria risiko (Lampiran 1)
c) Lembar penilaian risiko (Lampiran 2)
d) Lembar rekapitulasi hasil dan evaluasi penilaian risiko
e) Proses bisnis kegiatan yang termasuk lingkup analisis
f ) …dst.

6) Tanggung Jawab
a) Kepala Satuan Kerja

 � Memastikan kelancaran proses penilaian risiko 
 � Menjamin penilaian risiko dilakukan secara periodik
 � Menunjuk tim penilai risiko 
 � Mengevaluasi hasil penilaian risiko 
 � ..dst.

b) Tim Penilai Risiko
 � Mengidentifikasi risiko
 � Menganalisis hasil penilaian risiko 
 � Membuat usulan penanggulanggan risiko
 � Melaporkan hasil analisis risiko
 � …dst.

c) Pemilik Proses (Kepala Bidang/Bagian/Unit)
 � Membantu kelancaran proses penilaian risiko 
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 � Bersama dengan tim penilai risiko melakukan pem-
bobotan terhadap kriteria S, O, dan D

 � Melakukan perbaikan yang diusulkan untuk menekan 
risiko 

 � Melaporkan hasil perbaikan kepada kepala satuan 
kerja

 � ..dst.
7. Prosedur

a) Identifikasi Risiko
• Kepala satuan kerja menetapkan tujuan dan ling-

kup risiko yang akan dinilai.
• Kepala satuan kerja membentuk tim penilai risiko 

yang terdiri atas kepala bidang/bagian/unit atau pi-
hak terkait lainnya. 

• Tim penilai risiko melakukan pemetaan proses bis-
nis. Jika belum ada, proses bisnis kegiatan yang 
akan dinilai risikonya, namun jika sudah ada maka 
langsung melakukan tinjauan terhadap bisnis proses 
yang ada.

• Tim penilai risiko melakukan identifikasi pemangku 
kepentingan sesuai dengan lingkup analisis. 

• Tim penilai risiko melakukan identifikasi fungsi, 
persyaratan, dan atau spesifikasi lingkup analisis 
risiko.

• Tim penilai risiko mengidentifikasi mode kegagalan 
potensial. 

• Tim penilai risiko mengidentifikasi penyebab ke-
gagalan.

• Tim penilai risiko mengidentifikasi dampak kega-
galan. 

• Tim penilai risiko mengidentifikasi metode deteksi 
kegagalan.
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• Tim penilai risiko menentukan skala penilaian 
risiko untuk kriteria S, O, dan D. 

Contoh skala penilaian risiko dapat dilihat pada Tabel A.

Tabel A. Skala Pengukuran Kriteria Severity

Ranking Severity Deskripsi
10 Berbahaya tanpa 

peringatan
Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 
sangat berbahaya

9 Berbahaya de ngan 
peringatan 

Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 
berbahaya

8 Sangat tinggi Sistem tidak beroperasi
7 Tinggi Sistem beroperasi, tetapi tidak dapat dijalankan 

secara penuh
6 Sedang Sistem beroperasi dan aman, tetapi mengala-

mi penurunan kinerja sehingga memengaruhi 
keluaran

5 Rendah Mengalami penurunan kinerja secara bertahap
4 Sangat Rendah Efek yang kecil pada kinerja sistem
3 Kecil Sedikit berpengaruh pada kinerja sistem
2 Sangat Kecil Efek yang diabaikan pada kinerja sistem
1 Tidak ada efek Tidak ada efek

Tabel B. Skala Pengukuran Kriteria Occurrence

Rangking Occurrence Deskripsi
10 Very high ≥ 100 per seribu atau ≥ 1 dalam 10
9
8
7

High 50 per seribu atau 1 dalam 20
20 per seribu atau 1 dalam 50
10 per seribu atau 1 dalam 100

6
5
4

Moderate 2 per seribu atau 1 dalam 500
0,5 per seribu atau 1 dalam 2000
0,1 per seribu atau 1 dalam 10.000

3 low 0,01 per seribu atau 1 dalam 100.000
2
1

Very low ≤ 0,001 per seribu atau 1 dalam 1000.000
Kegagalan dihilangkan melalui pengendalian pre-
ventif
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Tabel C Skala Pengukuran Kriteria Detection

Rangking Detection Kriteria
10 A b s o l u t e l y 

impossible
Sistem kontrol akan selalu tidak mampu untuk men-
deteksi penyebab potensial atau mekanisme kegagalan 
dan mode kegagalan. 

9 Very remote Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat kecil 
untuk mampu mendeteksi penyebab potensial atau 
mekanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

8 Remote Sistem kontrol memiliki kemungkinan kecil untuk 
mampu mendeteksi penyebab potensial atau me-
kanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

7 Very low Sistem kontrol memiliki kemungkinan sangat rendah 
untuk mampu mendeteksi penyebab potensial kegagal-
an dan mode kegagalan. 

6 Low Sistem kontrol memiliki kemungkinan rendah untuk 
mampu mendeteksi penyebab potensial atau me-
kanisme kegagalan dan mode kegagalan. 

5 Moderate Sistem kontrol memiliki kemungkinan cukup untuk 
mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kega-
galan dan mode kegagalan. 

4 M o d e r a t e l y 
high

Sistem kontrol memiliki kemungkinan cukup tinggi 
untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme 
kegagalan dan mode kegagalan. 

3 High Sistem kontrol memiliki kemungkinan tinggi untuk 
mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme kega-
galan dan mode kegagalan. 

2 Very high Sistem kontrol memiliki kemungkian sangat ting gi 
untuk mendeteksi penyebab potensial atau mekanisme 
kegagalan dan mode kegagalan. 

1 Almost certain Sistem kontrol akan selalu mendeteksi penyebab po-
tensial atau mekanisme kegagalan dan mode kega-
galan. 

b) Analisis Risiko
• Tim penilai meminta pihak terkait (misal: pemilik 

proses/penanggungjawab) mengisi kuesioner (Lam-
piran 1) pembobotan kriteria S, O, dan D untuk 
memperoleh urutan prioritas kriteria S, O, dan D, 
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kemudian melakukan penghitungan dengan bantu-
an perangkat lunak pembobotanan (misal: Expert 
Choice) menggunakan formulir pada Lampiran 1. 
Jika tidak memiliki perangkat lunak pembobotan 
maka penghitungan dilakukan secara manual de-
ngan mengikuti langkah penghitungan pada Lam-
piran 5.

• Tim penilai menentukan sistem inferensi fuzzy se-
suai dengan hasil prioritas bobot S, O, dan D. 

• Tim penilai melakukan penilaian risiko dengan 
menggunakan matriks risiko (Lampiran 2) dan ska-
la risiko yang sudah ditentukan (Tabel 1 sampai 
dengan Tabel 3).

• Tim penilai melakukan rekapitulasi hasil penilaian 
risiko ke dalam formulir rekapitulasi hasil dan 
evaluasi penilaian risiko (Lampiran 3) kemudi-
an melakuan perhitungan nilai risiko (RPN dan 
F-RPN).

• Tim penilaian melakukan pemeringkatan risiko ber-
dasarkan nilai risiko yang diperoleh.

• Tim penilai dan pemilik proses menyusun usulan 
perbaikan dan pencegahan terhadap risiko dengan 
menggunakan Lampiran 6 dan membuat laporan 
ringkas hasil analisis risiko dan menyampaikannya 
kepada kepala satuan kerja.

• Kepala satuan kerja menentukan rencana tindak 
yang akan dilakukan berdasarkan usulan yang di-
sampaikan oleh tim penilai risiko. Kemudian me-
nyusun rencana penilaian ulang risiko dalam rang-
ka evaluasi terhadap rencana tindak perbaikan dan 
pencegahan risiko. 

Prosedur Penilaian Risiko diperlihatkan seperti pada Tabel 4.
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Tabel D Diagram Alir Penilaian Risiko

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket.

Ka. 
Pusat

Tim 
Penilai

Pemilik 
Proses

Kelengkap-
an

Waktu Output

A. Identifikasi Risiko
1 Kepala satuan kerja mene-

tapkan tujuan dan lingkup 
risiko yang akan dinilai.

ATK,  
Komputer

xx hari Dokumen 
tujuan dan 
lingkup

2 Kepala satuan kerja mem-
bentuk tim penilai risiko 
yang terdiri atas kepala 
bidang/bagian/unit atau 
pihak terkait lainnya. 

ATK,  
Komputer

xx hari SK

3 Tim penilai risiko melaku-
kan pemetaan proses bis-
nis (jika belum ada). Jika 
sudah ada maka langsung 
melakukan tinjauan terha-
dap bisnis proses yang ada.

ATK,  
Komputer, 
dok. Bisnis 
proses

xx hari Lingkup 
analisis dan 
pemilik 
proses

4 Tim penilai risiko melaku-
kan identifikasi pemangku 
kepentingan sesuai dengan 
lingkup analisis. 

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
stakeholder

5 Tim penilai risiko mela-
kukan identifikasi fungsi, 
per syaratan, dan atau spe-
sifikasi lingkup analisis ri-
siko.

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
persyarat-
an proses/
produk

6 Tim penilai risiko meng-
identifikasi mode kegagalan 
potensial 

ATK, Kom-
puter, dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
mode 
kegagalan

7 Tim penilai risiko meng-
identifikasi penyebab kega-
galan

ATK, Kom-
puter, dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
penyebab 
kegagalan

8 Tim penilai risiko meng-
identifikasi dampak kega-
galan 

ATK, Kom-
puter, dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
dampak 
kegagalan

9 Tim penilai risiko meng-
identifikasi metode deteksi 
kegagalan

ATK, Kom-
puter, dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
metode 
deteksi

10 Tim penilai risiko menen-
tukan skala penilaian ri siko 
untuk kriteria S, O, dan D.

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Skala 
penilaian
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No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Ka. 
Pusat

Tim 
Penilai

Pemilik 
Proses

Kelengkapan Waktu Output

B. Penilaian Risiko

1 Tim penilai meminta pi-
hak terkait mengisi kue-
sioner pembobotan krite-
ria S, O, dan D 

ATK,  
Komputer

xx hari Kue-
sioner 
pembo-
botan

2 Pemilik proses melakukan 
pengisian kuesioner pem-
bobotan dan menyam-
paikan kembali kepada 
tim penilai

ATK,  
Komputer

xx hari Data 
pembo-
botan

3 Tim penilaian kemudi an 
melakukan perhitungan 
bo bot kriteria

ATK, Kom-
puter, dok. 
proses bisnis

xx hari Nilai 
bobot 
kriteria

4 Tim penilai menentukan 
sistem inferensi fuzzy se-
suai dengan hasil prioritas 
bobot S, O, dan D. 

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Sistem 
inferensi 
fuzzy

5 Tim penilai melakukan 
pe nilaian risiko dengan 
meng gunakan matriks 
risiko dan skala risiko 
yang sudah ditentukan.

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Data 
penilaian 
risiko

6 Tim penilai melakukan 
rekapitulasi hasil penilai-
an risiko kemudian me-
la kuan perhitungan nilai 
ri siko 

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Reka-
pitulasi 
penilaian

7 Tim penilaian melakukan 
pemeringkatan risiko ber-
dasarkan nilai risiko yang 
diperoleh.

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Pe-
ringkat 
risiko

8 Tim penilai dan pemilik 
proses menyusun usulan 
perbaikan dan pencegah-
an kemudian membuat 
laporan ringkas hasil ana-
lisis risiko dan menyam-
paikannya kepada kepala 
satuan kerja.

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
usulan 
per-
baikan 
dan 
laporan 
ringkas

9 Kepala satuan kerja meng-
eva luasi laporan penilaian 
risiko. 

ATK, Kom-
puter, dok.  
pendukung

xx hari penge-
sahan 
laporan

Ya

Tdk
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No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan

Ka. 
Pusat

Tim 
Penilai

Pemilik 
Proses

Kelengkapan Waktu Output

10 Kepala Satuan Kerja me-
nentukan prioritas ren ca-
na tindakan dan me minta 
pe milik proses untuk me-
lakukan perbaikan

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Daftar 
prioritas 
perbaikan

11 Pemilik proses melakukan 
perbaikan dan pencegahan 
terhadap risiko sesuai de-
ngan jadwal yang ditentu-
kan kemudian melaporkan 
hasilnya kepada Kepala 
Satuan Kerja

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari Bukti 
perbaikan

12 Kepala Satuan Kerja me-
nyusun rencana penilaian 
ulang risiko dalam rangka 
evaluasi terhadap rencana 
tindak perbaikan dan pen-
cegahan risiko serta me-
minta tim penilai mela-
kukan penilaian ulang 

ATK,  
Komputer, 
dok.  
pendukung

xx hari SK 
penilaian 
ulang, 
nilai 
risiko 
akhir

(tahapan ini 
mengulang 
dari langkah 
B.5 sampai 
denganB.9)



LAMPIRAN 5 
Penghitungan Bobot Severity, Occurrence,  
dan Detection

1) Buat matriks dari hasil penilaian pada kuesioner pembobotan den-
gan menggunakan Lampiran 1 yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian Pembobotan Kriteria S, O, dan D

Kriteria A Tingkat Kepentingan Relatif Kriteria B

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Occurrence

Severity 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Detection

Occurence 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Detection

(Sumber : Tabel 4.8)

Matriks dari tabel sebagai berikut:
 S O D

S 1 1/3 5

O 3 1 7

D 1/5 1/7 1

2) Menormalisasikan nilai setiap kolom matriks perbandingan berpa-
sangan dengan membagi setiap nilai pada kolom matriks dengan hasil 
penjumlahan kolom yang bersesuaian.
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 S O D S O D

S

O

D

1

3

1/5

1/3

1

1/7

5

7

1

Nor-
mal-
isasi

S

O

D

0,238095

0,714286

0,047619

0,225806

0,677419

0,096774

0,384615

0,538462

0,076923

Jumlah 4,2 1,47619 13 Jumlah 1 1 1

3) Hitung nilai rataan geometrik dari penjumlahan setiap baris 
pada matriks kemudian hitunglah nilai vektor prioritas (P) 
matriks tersebut.

 S O D

S

O

D

0,238095

0,714286

0,047619

0,225806

0,677419

0,096774

0,384615

0,538462

0,076923

Rataan 
Geo-

metrik

0,384615

0,538462

0,076923

Priority 
vector  

P=

0,278955

0,649118

0,071927

Jumlah 1 1 1 Jumlah 0,983946

Vektor prioritas diperoleh dari pembagian setiap hasil rataan 
geometrik kriteria S, O, dan D dengan jumlah rataan geo-
metrik kriteria S, O, dan D. Berdasarkan hasil penghitungan 
diatas diperoleh vektor prioritas, yaitu: 

P =
S 0,238095

O 0,714286

D 0,047619

4) Hitung nilai λmax

Rumus λmax  sebagai berikut: 

λmax=
∑λ λS+λO+λD

n n=
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Keterangan: 
n     = jumlah kriteria 
λ(λS+λO+λD) = nilai prioritas kriteria S, O, D
dengan pertimbangan bahwa [SOD x P = x P] di mana P 
adalah vektor Eigen maka:

S O D P P

1

3

1/5

1/3

1

1/7

5

7

1

x

0,238095

0,714286

0,047619

= λmaxX

0,238095

0,714286

0,047619

P P

0,854964

1,989474

0,220449

= λmaxX

0,238095

0,714286

0,047619

maka:

λmax=
∑λ λS+λO+λD

(0,854964/0.238095) + (1,989474/0,714286) + (0,220449/0,047619)

3

n n=

=
= 3,0644888

5) Hitung nilai konsistensi indeks (CI)
Rumus konsistensi indeks:

λmax–n
n–1

CI=

Maka nilai konsistensi indeks, yaitu: 

λmax–n 3,06488–3

3–1n–1
CI= = = 0,03244
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6) Lakukan pengecekan konsistensi rasio (CR) dari matriks per-
bandingan berpasangan kriteria. Jika nilai CR > 0,1, maka 
pengambilan data pembobotan pada Tabel 1 harus diulang 
kembali sampai diperoleh nilai CR ≤ 0,1. Langkah perhitung-
an nilai CR sebagai berikut: 
Rumus konsistensi rasio (CR): 

CI
RI

CR=

Keterangan:
RI= Random Index
Nilai RI dapat diperoleh dari Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Nilai RI (Random Index)

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56

(Sumber: Saaty, 1993)

Karena kriteria yang dibandingkan ada tiga dan nilai RI = 
0,58, maka: 

CI 0,03244 0,055938
RI 0,54

CR= = =

Hasil penghitungan menunjukkan nilai CR ≤ 0,1, se-
hingga hasil penilaian pembobotan kriteria S, O, dan D 
dapat dipakai sehingga vektor prioritas yang diperoleh dari 
penghitungan pada langkah ketiga dapat digunakan sebagai 
hasil pembobotan S, O, dan D. Hasil akhir menunjukkan 
nilai bobot severity (S) adalah 0,238095, bobot occurrence (O) 
adalah 0,714286, dan bobot detection (D) adalah 0,047619 
dengan nilai inkonsistensi 0,055938. 



LAMPIRAN 6  
Formulir Tindak Lanjut terhadap Risiko

Jenis Tindak Lanjut Nama Tanda tangan
Risiko Pemilik Proses/ 

Kegiatan/Keluaran  
:

Peluang Penanggung jawab :
Pengesahan :

ID What Why Who When Where How How 
Much

Awal Akhir
        



245

Indeks

5W2H, 178

Almost None, 164
analisis risiko, xxi, xxii, xxiii, 8, 12, 

15, 20, 22, 65, 66, 67, 68, 70, 
71, 73, 83, 175, 182, 199, 200, 
201, 202, 223, 230, 233, 234, 
237, 238, 239

Bobot, 233
BPKP, 7, 9, 11, 13, 22, 85, 199, 

230
Brainstorming, 73, 193
Business Process, 207

Daftar rekaman, 159, 162, 163, 
173, 176, 178

Daftar risiko, 12, 13, 14
Defuzzifikasi,  64, 67, 171
Detection, 45, 46, 180, 223, 224, 

236
Deteksi, xxiii, 69, 73, 171, 200, 

201, 232, 234, 238
Diagram Alir, 16, 18, 20, 82, 187, 

188, 238

Eselon, 12, 13, 17

Evaluasi, xxiii, 6, 15, 17, 19, 20, 
21, 73, 81, 82, 172, 179, 202, 
237, 240

Failure Mode and Effect Analysis, 
xxi, 70

FMEA, xxiii, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 73, 81, 82, 83, 161, 
172, 175, 181, 183, 204, 233

Format Prosedur, 185
F-RPN, 73, 82, 161, 164, 171, 

172, 173, 175, 176, 178, 179, 
180, 202, 233, 237

Fuzzifikasi, 67
Fuzzy, xxii, xxiii, 64, 65, 66, 67, 

68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 161, 
164, 171, 175, 181, 183, 204, 
233

Fuzzy-Failure Mode and Effect 
Analysis, xxii, 64, 67, 70, 233

Fuzzy-FMEA, xxiii, 66, 67, 68, 71, 
73, 82, 161, 175

Fuzzy inference system, 81, 82
Fuzzy-Risk Priority Number, 73, 

164, 233

High, 45, 46, 235, 236
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Identifikasi risiko, xxi, 8, 73, 200
Indikator, xix, 14
Instansi pemerintah, xxxi, xxii, 1, 

3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
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